
BUPATI KARAWJING

PROVINSI .AWA CARAT

PERATURAN BUPATI HARAWANG
NOMOR  42  TAHUN 2019

TENTANG

KEBIUAKAN AKUNTANSI PEMERINTA]I KABUPATEN KARAWANG

DEINGAIN RAIImAT TUHArv TAING MAIIA ESA

BUPATI KARAWANG

Menimbang    :     a.   bahwa   dalam   rangka   e:ektiritas   pelaksanaan   Kebijakan
Akuntansi Pemerintah  Ka.bupaten  Karawang yang berbasis
akrual,  agar  lebih  berdaya  guna  dan  berhasil  guna  maka
perlu   meninjau   kembali   dan   merevisi   Peraturan   Bupati
Karawang    Nomor   23    1`ahun    2014    tentang    Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Ka bupaten karawang;

b.   bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka
perlu   menetapkan   Pera.:uran   Bupati   Karawang   tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karawang.

Mengingat        :     1.    Undang-Undang      Nomo].      14      Tahun       1950      tentang
Pembe ntukan        Daerah -daerah        Kabupate n        D alam
Lingkungan  Propinsi  Jawa  Barat  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun  1950 N{)nor 8)  sebagaimana telah diubah
dengan   Undang-Undang   Nomor   4   Tahun   1968   tentang
Pembentukan    Kabupat€n    Purwakarta    dan    Kabupaten
Subang   dengan   mengubah   Undang-Undang   Nomor    14
Tahun      1950     tentang     Pembentukan      Daerah-daerah
Kabupaten    dalam     Lingkungan     Propinsi    Jawa    Barat
(Lembaran  Negara  Reput)lik  Indonesia  Tahun  1968  Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);

2.   Undang-Undang      Nomor      28      Tahun      1999      tentang
Penyelenggaraan    Negar€i   yang    Bersih    dan    Bebas    dari
Korupsi,  Kolusi dan Nep4)tisme  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia  Tahun   1999   Nomor  75,  Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3.   Undang-Undang Nomor  17'  Tahun  2003  tentang Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) ;

4.   Undang-Undang      Nomor      I      Tahun      2004      tentang
Perbendaharaan     Negara     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia   Tanun   2004   Nomor   5,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia. Nomor 4355);

5.   Undang-Undang      Nomor      15      Tahun      2004      tentang
Pemeriksaan   Pengelolaan   dan  Tanggungjawab   Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6.   Undang-Undang      Nomor      33      Tahun      2004      tentang
Perimbangan   Keuangan   antara   Pemerintah   Pusat   dan
Pemerintahan      Daerah      (Lembaran      Negara      Republik
Indonesia  Tahun  2004  honor  126,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.   Undang-Undang      Nomor      23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan      Daerah      (Lembaran      Negara      Republik
Indonesia  Tahun  2014  I.lomor  244,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  sebagaimana telah
beberapa  kali  diubah,  ti3rakhir     dengan  Undang-Undang
Nomor   9   Tahun   2015   tentang   Perubahan   Kedua   Atas
Undang-Undang      Nomo]-      23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan      Daerah      (Lembaran      Negara      Republik
Indonesia  Tahun   2015   Nomor   58,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   23   Tahun   2005   tentang
Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2005    Nomor    48,
Tambahan   Lembaran   N3gara   Republik   Indonesia   Nomor
4502)     sebagaimana    telah    diubah    dengan    Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan   Pemerintah    Nomor   23   Tahun   2005   tentang
Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (Lembaran
Negara    Republik    lndolLesia    Tahun    2012    Nomor    171,
Tambahan   Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Nomor
5340);

9.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   71   Tahun   2010   tentang
Standar    Akuntansi     Pemerintahan     (I,embaran     Negara
Republik  Indonesia  Tat.iun   2010   Nomor   123,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah  (I.embara.n  Negara Republik  Indonesia Tahun  2012
Nomor 5, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 5372);

11.Peraturan   Pemerintah   Nomor    12   Tahun   2017   tentang
Pembinaan          dan          Pengawasan          Penye lenggaraan
Pemerintahan      Daerah      (Lembaran      Negara      Republik
Indonesia  Tahun  2017   Nomor  73,  Tambahan   Lembaran
Negara Republik lndone±sia Nomor 6041);



12. Peraturan   Pemerintah   Ntimor   56   Tahun   2018   tentang
Pinjaman   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun   2018   Nomor   248,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 6279) ;

13.Peraturan   Pemerintah   Nomor    12   Tahun   2019   tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia  Tahun   2019   Nomor  42,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322)  ;

14. Peraturan  Menteri  Dalam   Negeri  Nomor   13  Tahun  2006
tentang      Pedoman      Peigelolaan      Keuangan      Daerah
sebagaimana  telah  diubah  beberapakali  terakhir  dengan
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21   Tahun  2011
tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Menteri  Dalam
Negeri Nomor  13 Tahun 21)06 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011  Nomor 310);

15. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64  Tahun  2013
tentang    Penerapan    Standar    Akuntansi    Pemerintahan
Berbasis  Akrual  pada  P(;merintah  Daerah  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor  1425);

16. Peraturan  Menteri  Dalarn  Negeri  Nomor  108  Tahun  2016
tentang Penggolongan dal i Kodefikasi Barang Milik Daerah.

MBMuirusKAN :

Menetapkan :    PERATURAN   BUPATI   TENrANG   KEBI.AKAN   AKUNTANSI
PEMERINTAII KABUPATBN KARAWANG.

lBAB  1

KETENTUAN UMUM

I,asal 1

Kebijakan  Akuntansi  Pemerintah  Kabupaten  Karawang  terdiri
atas  prinsip-prinsip  spesifik,  dasar-dasar,  konvensi-konvensi,
aturan-aturan  dan  praktik-praktik  spesirik  yang  dipilih  oleh
Pemerintah   Kabupaten   Karawang   dalam   penyusunan   dan
penyajian laporan keuangan.

]Pasal 2

Kebijakan     akuntansi     Pemerintah     disusun     berdasarkan
Kerangka     Konseptual     Kcbijakan     Akuntansi     Pemerintah
Kabupaten     Karawang     y€mg     mengacu     pada     Kerangka
Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.



BAB 11

KEBIJAKAN AKUNTANSI DAERAII

Pasal 3

Kebijakan     Akuntansi     Pemerintah     Daerah     sebagaimana
dimaksud dalaln   Pasal 1 terdiri dari:

I,     Lampiran I    :   Kerangka         Kon8eptual         Almntansi
Pe me rint ah        Kabupate n        Karawang
mengatur    tentang   konsep-konsep   yang
menjadi   dasar   pengaturan   penyusunan
laporan  I:euangan  Pemerintah  Kabupaten
Karawan€; yang mempunyai fungsi sebagai
acuan    penyusunan    laporan    keuangan,
pemeriksilan  dan  para  pengguna  laporan
keuangar.   dalam   menafsirkan   infomasi
yang disajikan dalam laporan keuangan.

2.      Lampiran ll   :   Kebijaka.fi          AkuntanBi           Pelaporan
Keuanga.nL    mengatur    tentang    penyajian
laporan   keuangan   untuk   tujuan   umum
(general    purpose    financial    statements)
dalam              rangka              meningkatkan
keterbandingan    laporan    keuangan   baik
terhadap anggaran, antar periode, maupun
antar ent itas.

3,      Lampiran Ill  :   Kebijalrmn Akuntan8i pendapatan, terbagi
kedalam   dua   bagian   yaitu   Pendapatan
liaporan  Operasional  (LO) yang mengatur
tentang dasar-dasar penyajian pendapatan
dalam      Laporan       Operasional      untuk
pemerintah       daerah       dalam       rangka
memenuhi           tuj uan           akuntabilitas
penyelen ggaraan                        p e merintahan
sebagair],lama   ditetapkan   oleh   peraturan
perundang-undangan     dan     Pendapatan
Laporan  Realisasi  Anggaran  (LEA)  yang
mengatLir   tentang  dasar-dasar  penyajian
realisasi  dan  anggaran  pendapatan  pada
entitas pelaporan dalam rangka memenuhi
tuj uan         akuntabilitas         sebagaimana
ditetapkan    oleh    peraturan    perundang-
undang€in.

4.   Lampiran lv    :   Kebijakan   Alnmtansi   Beban,   mengatur
tentang   mengatur   perlakuan   akuntansi
atas    bi}ban    yang    meliputi    pengakuan,
pengukuran ,               penyaj ian               dan
pengun{;kapannya     dalam      penyusunan
Laporari  Keuangan pemerintah daerah.



5.   Lampiran v     :   Kcbljakan  Ahintansi  Belanja,  mengatur
tentang  pi3rlakuan  akuntansi  atas  belanja
yang   meliputi   pengakuan,   pengukuran,
penyajian   dan   pengungkapannya   dalam
penyusun an           Laporan           Keuangan
pemerintah daerah.

6.   Lampiran vI    :   Kel)ijakan Akuntansi Transfer,  mengatur
tentang perlakuan akuntansi atas transfer
dan     infcirmasi    lainnya    dalam    rangka
memenuhi            tuj uan            akuntabilitas
sebagaimana   ditetapkan   oleh   peraturan
perundalig-undangan.

7.   Lampiran VII   :   KebuakadL        Almntansi        Pembiayaan,
mengatu].    tentang    transaksi    keuangan
pemerintah,    baik    penerimaan    maupun
pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan
diterima         kembali ,         yang         dalam
pengang{!aran        pemerintah        terutama
dimaksudkan  untuk  menutup  defisit  dan
atau melnanfaatkan surplus anggaran.

8.   LampiranvIII :   Kebijakm   Akuntansi   Has   dan   Setara
Has, meiigatur perlakuan akuntansi untuk
kas  dan  setara  kas  dan  informasi  lainnya
yang    d.anggap    perlu    disaLjikan    dalam
laporan  {euangan.

9.   Lampiran lx    :   KebijahaLn  Akuntansi  Piutang,  mengatur
perlaku€in  akuntansi  untuk  piutang  dan
informa€;i   lainnya   yang   dianggap   perlu
disajikan dalam laporan keuangan.

10. Lampiran x     :   Kebuakan         Akuntan8i         Persediaan,
mengatur perlakuan akuntansi persediaan
yang    dianggap    perlu    disajikan    dalam
laporan keuangan.

11. Lampiran xI    :   Kebijakan Akuntansi Investasi, mengatur
perlakuan  akuntansi  untuk  investasi  dan
informasi   lainnya   yang   dianggap   perlu
disajikan dalam laporan keuangan.

12.LampiranxII   :   Kebljahan      Akuntansi      A8et      Tetap,
mengatur perlakuan akuntansi untuk aset
tetap lrLeliputi pengakuan,  penentuan nilai
tercatal:,  serta  penentuan  dan  perlakuan
akuntansi   atas   penilaian   kembali   dan
penurunan nilai tercatat aset tetap.



13. Lampiran XIII :   Kebijakan.  Akuntan8i  Konstrukei  Dalam
Pe ngerjann          mengatur          perlakuan
akuntansi      untuk      konstruksi      dalam
pengerj aan           meliputi           pengakuan ,
penentuaii  nilai  tercatat,  serta  penentuan
dan  perlakuan  akuntan9i  atas  penilaian
kembali    dan    penurunan    nilai    tcrcatat
konstruks i dalam pengerjaan.

14. Lampiran XIV :   Kebuakan   Ahlntansl    Dana    Cadangan
mengatur  perlakuan  akuntansi  atas  dana
cadangan     yang     meliputi     pengakuan,
pengukur an ,               p enyaj ian               dan
pengungkapannya     dalam     penyusunan
Laporan Keuangan pemerintah daerah

15.Lampiranxv  :   Kebijakan     Akuntansi     Aset     Lainnya
mengatur  perlakuan  akuntansi  atas  aset
lainnya     yang     mencakup     pengakuan,
p engukur `an        dan        pe nilaian ,        se rta
pengungkapannya          dalam          laporan
keuangarL pemerintah daerah.

16. Lanpiran XVI :   KebijakaD          Alnintan8i          Kewajiban
mengatur  perlakuan  akuntansi  kewajiban
meliputi  saat  pengakuan,  penentuan  nilai
tercatat     dan     biaya     pinjaman     yang
dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

17. Lampiran XVII  : Kebijalmn Akuntansi Korek8i Ke8alahan,
Pe rubahdLn         Kebijahan         Ahintansi,
Perubah)Ln    Estimasi    Afuntansi,    Dan
Operasi      Yang       Tidak       Dilanjutkan
mengatur     perlakuan     akuntansi     atas
koreksi   kesalahan,   perubahan   kebijakan
akuntamsi,  perubahan estimasi akuntansi,
dan operflsi yang tidak dilanjutkan.

Pasal 4
Kebijakan     Akuntansi     Pemerintah     Kabupaten     Karawang
sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   3   tercantum   dalam
Lampiran   yang   merupakan   bagian   tidak   terpisahkan   dari
Peraturan Bupati ini.
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KE`rENTUAN pENUTup

Pa8al 5

Pada  saat  Peraturan  Bupati  ini  mulai  berlaku,  Peraturan  Bupati
Karawang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang  Kebijakan   Akuntansi
Pemerintan    Kabupalcn    Hal-awalig    (Bcrita    Daerah    Kabupaten
Karawang   Tahun    2014    Nomor   23)    sebagaimana   telah   diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 81
Tahun   2017   tentang   Perubahan   Ketiga   Atas   Peraturan   Bupati
Karawang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang   Kebijakan   Akuntansi
Pemerintah     Kabupaten    Karawaiig    (Berita    Daerah    Kabupaten
Karawang  Tahun  2017   Nomor  8].)   dicabut  dan  dinyatakan  tidak
berlaku.

Pas€ul 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaha] pada tanggal diundangkan.
Agar  setiap  orang  mengetahuiny€i,  memerintahkan  pengundangan
Peraturan  Bupati  ini  dengan  pent}mpatannya  dalam  Berita  Daerah
Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di  Karawang
pada tanggal  a. I.ponk. e.I.

•`\:\.., pjrfe-,```. `.a

CHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal a. a.pe.l..  2Oro

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BERITA DAERAH KABUPATE,N KARAWANG TAHUN 2019
NOMORt2      .



LAMPIRAN I :    PERATURA.N   BUPATI KARAWANG

NOMOR 4£} TAHUN 2019

TENTANG           KEBIJAKAN           AKU NTAN SI

PEMBRINTAH KABUPATEN KARAWANG

RERAItGKA KOHSEPTUAL AKu"TAIN§I pEMERImAH
KABupATBIN KARiwArvG

A.     PENDAHULUAN

Kerangka  konseptual  adalah  konsep-konsep  yang  menjadi  dasar
pengaturan   penyusunan   laporan   keiiangan   Pemerintah   Kabupaten
Karawang.   Kerangka  konseptual  ini  dapat  berfungsi  sebagai  acuan
ba8i :

1.   Penyusunan   laporan   keuangan   dalam   menanggulangi   masalah
akuntansi yang belum diatur dalan I kebijakan akuntansi;

2.   Pemeriksa dalam  memberikan  per]dapat  mengenai  apakah  laporan
keuangan disusun sesuai dengan  {ebijakan akuntansi atau tidak ;
dan

3.   Para  pengguna  laporan  keuangan  dalam  menafsirkan    informasi
yang disajikan pada laporan keuar gan yang disusun sesuai dengan
kebijkan akuntansi.
Kerangka konseptual dapat menj.a.di acuan pula dala hal terdapat

permasalahan akuntansi yang belum ( liatur dalam kebijakan akuntansi.
Dalam   hal   terjadi   pertentangan   ar]tara   kerangka   konseptual   dan
kebijakan   akuntansi,   maka  yang  h€irus   dijadikan   pedoman   adalah
ketentuan kebijakan akuntansi.

Kebijakan   akuntansi   Pemerintah   Kabupaten   Karawang   adalah
prinsip-prinisp    akuntansi    yang    di])ilih    untuk    diterapkan    dalam
penyusunan  dan  penyajian  laporan  I:euangan  Pemerintah  Kabupaten
Karawang yang bersumber dari Stanc!ar Akuntansi  Pemerintah  seperti
diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  P\lomor 71  Tahun  2010.  Kebijakan
Akuntansi  Pemerintah  Kabupaten  K€irawang  juga  memuat  kebijakan
yang   spesifik.   Tujuan   kebijakan   ahantansi   Pemerintah   Kabupaten
Karawang adalah untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan
keuangan      Pemerintah      Kabupaten      Karawang      dalam      rangka
meningkatkan  keterbandingan  lapor€.n  keuangan  terhadap  anggaran
dan antar periode.

Hubungan kerangka konseptual Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Karawang    dengan    kebijakan    Akuntansi    Pemerintah    Kabupaten
Karawang adalah kerangka konseptull akuntansi merupakan konsep-
konsep  yang  mendasari  penetapan   kebijakan  akuntansi  Pemerintah
Kabupaten Karawang.  Pemahaman terhadap kerangka koseptual akan
mempermudah    pemahaman    dan    penerapan    terhadap    kebijakan
akuntansi Pemerintah Kabupaten Kar,a.wang.



8.     RUANG I,INGKUP.
Kerangka  konseptual  akuntansi  berlaha]  entitas  akuntansi  dan

entitas pelaporan  Pemerintah  Kabupaten  Karawang,  yeng memperoleh
dan   Belanja   Daerahanggara-n   berdasarkan   Anggaran   Pendapatan

(APBD) , tidak termasuk perusahaan daerah.
Kerangka  konseptual  akuntansi  inengatur  seluruh  pertimbangan

dalam    rangka    penyusunan    dan    penyajian    laporan    keuangan
Pemerintah Kabupaten Karawang yang meliputi :
1.     Pengguna dan Kebutuhan Informasi;
2.     Peranan dan Tujuan pelaporan Keuangan;
3.     Dasar Hukum  Pelaporan Keuangfin;
4.      AsumsiDasar;

5.      Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan;
6.     Prinsip Akuntansi dan pelaporan  {euangan;
7.      Kendala Informasi Yang Relevan dan Andal;

8.      Unsur Laporan Keuangan;
9.     Pengakuan unsur Laporan Keuangan;
10.   Pengakuan Unsur Laporan Keuarigan;
11.   Pengukuran Unsur Laporan Keuangan.

c.     PENGGUNA DAN KBBUTullAN INFo]n4Asl.
1.      Pengguna Laporan Keuangan.

Terdapat    beberapa    kelompok    utama    pengguna    laporan
keuangan pemerintah, namun tid.ak terbatas pada :
a)      masyarakat;
b)      para wakil rakyat,1embaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
c)      pihak  yang  memberi  atau  berperan  dalam  proses  donasi,

investasi, dan pinjaman; daii
d)      pemerintah.

2.      Kebutuhan Informasi.
Informasi yang disajikan da]am laporan keuangan Pemerintah

Kabupaten     Karawang    bertujuan    umum    untuk    memenuhi
kebutuhan   informasi  dari   semla  kelompok  pengguna.   Dengan
demikian   laporan   keuangan   Pemerintah   Kabupaten   Karawang
tidak diranca.ng untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-
masing  kelompok  pengguna.  Namun  demikian,  berhubung  pajak
merupakan  sumber  utama  pendapatan  daerah,  maka  ketentuan
laporan   keuangan  yang   memcnuhi   kebutuhan   informasi   para
pembayar pajak perlu mendapat perhatian.

Meskipun   memiliki   akses   terhadap   detail   informasi   yang
tercantum    di    dalam    laporari    keuangan,    pemerintah    wajib
memperhatikan informasi yang flisajikan dalam laporan keuangan
untuk  keperluan  perencanaan,   pengendalian  dan  pengambilan
keputusan.  Selanjutnya,  Pemer..ntah  Kabupaten  Karawang  dapat
menentukan    bentuk    dan   jenis    informasi    tambahan    untuk
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kebutuhan   sendiri   di   luar  jenis   informasi  yang   diatur   dalam
kerangka konseptual ini maupun ;standar-standar akuntansi yang
dinyatakan lebih lanjut.

D.     PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN EREUANGAN.
1.     Peranan pclaporan Keuangan.

Laporan  keuangan  Pemerintiin  Kabupaten  Karawang  untuk
menyediakan  informasi  yang  relcvan  mengenai  posisi  keuangan
dan seluruh transaksi yang dilakiikan oleh Pemerintah Kabupaten
Karawang   selama   satu   periode   pelaporan.   Laporan   keuangan
Pemerintah   Kabupaten   Karawang   terutama   digunakan   untuk
membandingkan   realisasi   pend.'ipatan,    belanja,    transfer,   dan
pembiayaan   dengan   anggaran   yang   telah   ditetapkan,   menilai
kondisi  keuangan,  mengevaluasi  efektivitas  dan  efisiensi  suatu
entitas    pelaporan,    dan    memb€intu    menentukan   ketaatannya
terhadap peraturan perundang-urLdangan.

Pemerintah    Kabupaten    Karawang   mempunyai    kewajiban
untuk melaporkan upaya-upaya  yang telah dilakukan  serta hasil
yang  dicapai  dalam  pelaksanaan  kegiatan  secara  sistematis  dan
terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :
a.      Akuntabilitas

MempertanggungjawabL::an    pengelolaan    sumber    daya
serta   pelaksanaan   kebijaka.n   yang   dipercayakan   kepada
Pemerintah   Kabupaten   Karawang   dalam   mencapai   tujuan
yang telah ditetapkan secara periodik.

b.      Manajemen
Membantu      para      pcmgguna      laporan      Pemerintah

Kabupaten   Karawang      untuk   mengevaluasi   pelaksanaan
kegiatan   Pemerintah   Kabupaten   Karawang   dalam   periode
pelaporan     sehingga    memudahkan     fungsi    perencanaan,
pengelolaan  dan  pengendalia.n  atas  seluruh  aset,  kewajiban,
dan  ekuitas  dana  Pemerinl:ah  Kabupaten  Karawang  untuk
kepentingan masyarakat.

c.      Transparansi

d.

Memberikan informasi  keuangan  Pemerintah  Kabupaten
Karawang   yang   terbuka   dan   jujur   kepada   masyarakat
berdasarkan  pertimbangan  bahwa  masyarakat  memiliki  hak
untuk   mengetahui   secara   terbuka   dan   menyeluruh   atas
pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Karawang dalam
pengelolaan  sumber daya yang dipercayakan  kepadanya dan
ketaatannya pada peraturan. perundang-undangan.
Ke seimbangan Antargeneras.i ( I.ntergenerott.oncz! equ{.ty)

Membantu   para  pengiquna  laporan   dalam  mengetahui
kecukupan   penerimaan   Pi=merintah   Kabupaten   Karawang
pada     periode      pelaporar.     untuk      membiayai      seluruh
pengeluaran  yang  dialokas.ikan  dan  apakah  generasi  yang
akan   datang   diasumsikan   akan   ikut   menanggung   beban
pengeluaran tersebut.



2.     Tujuan pelaporan Keuangan
Pelaporan     keuangan    Pem€rintah     Kabupaten    Karawang

seharusnya   menyajikan   informas;i   yang   bermanfaat   bagi   para
pengguna   laporan   dalam   menil€ri   akuntabilitas   dan   membuat
keputusan   baik   keputusan   ekonomi,   sosial,   maupun   politik
dengan :

a.      Menyediakan   informasi   mengenai   kecukupan   penerimaan
periode berjalan untuk memb layai seluruh pengeluaran.

b.      Menyediakan       informasi       mengenai       kesesuaian       cara
memperoleh  sumber  daya  ekonomi  dan  alokasinya  dengan
anggaran    yang    ditetapkan    dan    peraturan    perundang-
undangan.

c.      Menyediakan    informasi    mc;ngenai   jumlah    sumber    daya
ekonomi  yang  digunakan  dfilam  kegiatan  pemerintah  serta
hasil-hasil yang telah dicapai .

d.     Menyediakan   informasi   mengenai   bagaimana   Pemerintah
Kabupaten   Karawang  menclanai   seluruh   kegiatannya   dan
mencukupi kebutuhan kasnya.

e.      Menyediakan    informasi    in"mgenai    posisi    keuangan    dan
kondisi  Pemerintah  Kabupal:en  Karawang  berkaitan  dengan
sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun
jangka panjang,  termasuk yiing berasal dari pungutan pajak
dan pinjaman.

f.       Menyediakan informasi men{;enai perubahan posisi keuangan
Pemerintah     Kabupaten     Karawang     apakah     mengalami
kenaikan   atau   penurunan,   sebagai   akibat   kegiatan   yang
dilakukan selama periode pe]aporan.
Untuk memenuhi  tujuan-tu.iuan  tersebut,  laporan  keuangan

menyediakan  informasi  mengen€j  pendapatan,  belanja,  transfer,
dana  cadangan,  pembiayaan,  asct,  kewajiban,  ekuitas  dana,  dan
uns kas.

E.     DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

Pelaporan      keuangan      pemerintah      daerah      diselenggarakan
berdasarkan     peraturean     perundang-undangan     yang     mengatur
keuangan daerah, antara lain.
1.      Undang-Undang   Dasar   Republik   Indonesia    1945.    Khususnya

bagian  yang  mengatur  keuangan  negara,  yaitu  pasal  23  ayat  1
menyatckan "Anggaran pendapatan dan beidrtya negcun uJufucl dar.
pengelolaan  keuangan  negara  ditetaphan  setiap  tahan  dengan
undang-undang     dan     dtlaksanckan     secara     terbuka     dan
berianggungjau)ab u"fuk sebesar .besa:ray a kemakmuran raky at"

2.     Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3.      Undang-Undang  Nomor   1  Tahun  2003  tentang  Perbendaharaan

Negara;

4.     Undang-Undang   Nomor   15   Tahun   2004   tentang   Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung].awab Keuangan Negara;



5.

6.

7.

8.

9.

Undang-Undang   Nomor   33   Tahun   2004   tentang   Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
Undang-Undang  Nomor  23  Tahiin   2014   tentang  Pemerintahan
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor
244, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana   telah   beberapa   k€ali   diubah,   terakhir       dengan
Undang-Undang Nomor 9  Tahun  2015  tentang Perubahan  Kedua
Atas     Undang-Undang     Nomor     23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik   Indonesia
Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan  Pemerintah  Nomor  71   Tahun  2010  tentang  Standar
Akuntansi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor  12 '``ahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2019  Nomor 42, Tambahan Lemtaran  Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64  Tahun  2013  tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah;

10.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang  Nomor  2  Tahun  2017
tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Karawang.

F.     ASUMSI DASAR.
Asumsi     dasar    dalam    pelapol.an    keuangan     di    lingkungan

Pemerintah   Kabupaten   Karawang   adalah   anggapan   yang   diterima
sebagai    suatu   kebenaran   tanpa   |ierlu    dibuktikan    agar   standar
akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari :
1.      Asumsi kemandirian entitas;

2.     Asumsi kesinambungan entitas; c an
3.     Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetaru meclsttrement).

Uraian lebih rinci sebagai berikut :
1.     Asum8i kemandirian entita8

Asumsi kemandirian entitas,  baik entitas pelaporan maupun
akuntansi,  berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai
unit yang mandiri  dan  mempunyai  kewajiban  untuk  menyajikan
laporan  keuangan  sehingga  tid€ik  teljadi  kekacauan  antar  unit
instansi   pemerintah   dalam   pelaporan   keuangan.   Salah   satu
indikasi   terpenuhinya   asumsi   ini   adalah   adanya   kewenangan
entitas untuk menyusun angganm dan melaksanakannya dengan
tanggung    jawab    penuh.     Entitas    bertanggung    jawab    atas
pengelolaan    aset   dan    sumber    daya   di   luar   neraca   untuk
kepentingan yurisdiksi tugas poh.oknya, termasuk atas kehilangan
atau  kerusakan  aset dan  sumbt!r  daya  dimaksud,  utang-piutang
yang  terjadi  akibat  putusan  elLtitas,   serta  terlaksana  tidaknya
program yang telah ditetapkan.



2.     Asumsi ke8inambungan entltas
Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karawang disusun

dengan     asumsi    bahwa    entita!5     pelaporan     akan     berlanjut
keberadaannya.  Dengan demikian ,  pemerintah diasumsikan tidak
bermaksud  melakukan   likuidasi  atas   entitas  pelaporan   dalam
jangka pendek.

3.    A8umsi     keteruhan     dalam     satuan     uang     /monetor!/
meast.remcnt).

Laporan  keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Karawang  harus
menyajikan    setiap   kegiatan   yailg   diasumsikan   dapat   dinilai
dengan   satuan  uang.   Hal  ini  diperlukan   agar  memungkinkan
dilakukannya analisis dan penguk uran dalam akuntansi.

a.     KARAKTBRISTIK KUALITATIF I,APO]EN KEUANGAN
Karakteristik  kualitatif laporan  keuangan  adalah  ukuran-ukuran

normatif yang  perlu  diwujudkan  dalam  informasi  akuntansi  sehingga
dapat    memenuhi    tujuannya.    KeerrLpat    karakteristik    berikut    ini
merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan
pemerintah dapat memenuhi  kualitas yang dikehendaki :
1.     Relevan

Laporan  keuangan  bisa  dik€itakan  relevan  apabila  informasi
yang   termuat   di   dalamnya   d€ipat   mempengaruhi   keputusan
pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa nasa
lalu   atau   nasa   kini,   dan      memprediksi   masa   depan,   serta
menegaskan atau mengoreksi ha$5il evaluasi mereka di nasa lalu.
Dengan demikian, informasi lapo].an keuangan yang relevan dapat
dihubungkan   dengan   maksud   penggunaannya.   Informasi  yang
relevan harus :
a.      Memiliki manfaat umpan balik ofeedz)ack uczfue/ artinya bahwa

laporan  keuangan  Pemerinte.h  Kabupaten  Karawang memuat
informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau
mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b.      Memiliki   manfaat  prediktif  toneczz.ct£L/e   z;czhae)   artinya  bahwa
laporan  Pemerintah  Kabupaten  Karawang  memuat  informasi
dapat  membantu  pengguna  untuk  memprediksi  nasa  yang
akan datang berdasarkan h€isil masa lalu dan kejadian nasa
kini.

c.      Tepat  waktu  artinya  bahwa  laporan  Pemerintah  Kabupaten
Karawang   memuat   informs.si  yang   disajikan   tepat   waktu
sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan
keputusan.

d.     Lengkap    artinya    bahwa    laporan    keuangan    Pemerintah
Kabupaten Karawang harus memuat informasi yang disajikan
selengkap    mungkin,    yaltu    mencakup    semua    informasi
akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama

yang  termuat  dalam  laporan  keuangan  Pemerintah  Kabupaten
Karawang   diungkapkan   dengan   jelas   agar   kekeliruan   dalam
penggunaan informasi tersebut d apat dicegah.
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2.     Andal
lnformasi  dalam  laporan  keuangan   Pemerintah  Kabupaten

Karawang  harus  bebas  dari  pengertian  yang  menyesatkan  dan
kesalahan  material,  menyajikan  .setiap  fakta  secara jujur,  serta
dapa.t  diverifikasi.  Informasi  akuntansi  yang  relevan,  tetapi  jika
hakikat    atau    penyajiannya    titlck    dapat    diandalkan    maka
penggunaan      informasi      tersebLit      secara      potensial      dapat
menyesatkan. Informasi ya.ng and€ il memenuhi karakteristik:
a.     Penyajian Jujur artinya bahwa laporan keuangan  Pemerintah

Kabupaten     Karawang     yarig     memuat     informasi     yang
menggambarkan   dengan   jujur   transaksi    serta   peristiwa
lainnya  yang  seharusnya  di!sajikan  atau  yang  secara  wajar
dapat diharapkan untuk disq.iikan.

b.      Dapat    Diverifikasi     (yen/ial){!{fty)     artinya    bahwa    laporan
keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Karawang  harus  memuat
informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji,
dan  apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak
yang  berbeda,  hasilnya  tetap  menunjukkan  simpulan  yang
tidak berbeda jauh.

C. Netralitas   artinya   bahwa   ]aporan   pemerintah   Kabupaten
Karawang  harus   memuat  informasi  yang  diarahkan   pada
kebutuhan umum dan tidak berpihak pada  kebutuhan pihak
tertentu.

3.     Dapat dibandingkan
Informasi  yang  termuat  dalaln  laporan  keuangan  Pemerintah

Kabupaten Karawang akan lebih  berguna jika dapat dibandingkan
dengan   laporan   keuangan   per.ode   sebelumnya   atau   laporan
keuangan pemerintah daerah  lain  pada umumnya.  Perbandingan
dapat   dilakukan   secara   intern€il   dan   eksternal.   Perbandingan
secara   internal   dapat   dilakuk€m   bila   Pemerintah   Kabupaten
Karawang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun
ke  tahun.   Perbandingan  secara  eksternal  dapat  dilakukan  bila
pemerintah     yang     diperbandirigkan     menerapkan     kebijakan
akuntansi  yang  sama.  Apabila  I.emerintah  Kabupaten  Karawang
akan  menerapkan  kebijakan  akuntansi yang lebih  baik  daripada
kebijakan    akuntansi    yang    sekarang    diterapkan,    perubahan
tersebut diungkapkan pada perioi:1e terjadinya perubahan.

4.     Dapat dipahami
lnformasi yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah

Kabupaten    Kara.wa.ng    dapat    dipahami    oleh    pengguna    dan
dinyatakan  dalaln  bentuk  serta  istilah  yang  disesuaikan  dengan
batas    pemahaman    para    pengguna.     Untuk    itu,    pengguna
diasumsikan  memiliki  pengetahuan yang memadai  atas  kegiatan
dan   lingkungan   operasi   pemerintah,   serta   adanya   kemauan
pengguna untuk mempelajari inftirmasi yang dimaksud.



F. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai

ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan
pelaporan     Keuangan     Pemerintah     Kabupaten     Karawang     dalam
melakukan kegiatannya, serta oleh perigguna laporan keuangan dalam
memahani   laporan   keuangan   yang   disajikan.   Berikut   ini   adalah
delapan   prinsip   yang   digunakan   dalam   cikuntansi   dan   pelaporan
keuangan pemerintah :
1.     Basis Akufltansi

a.      Basis  akuntansi  yang  digur.akan  dalam  laporan  keuangan
Pemerintah   Kabupaten  Kar€Lwang  adalah   basis  kas  untuk
pengakuan   pendapatan,   belanja,   dan   pembiayaan   dalam
Laporan    Realisasi    Angganm    dan    basis    akrual    untuk
pengakuan aset, kewajiban, clan ekuitas dalam Neraca.

b.     Basis   kas   untuk   Laporan   Realisasi   Anggaran   Pemerintah
Kabupaten    Karawang    berarti    bahwa    pendapatan    dan
penerimaan  pembiayaan  di€ikui  pada  saat  kas  diterima  di
Rekening   Kas   Daerah    serta   belanja       dan   pengeluaran
pembiayaan  diakui pada sa€Lt kas dikeluarkan  dari Rekening
Kas  Umum  Daerah.  Pemerintah  tidak  menggunakan  istilah
laba.    Penentuan    sisa   pembiayaan    anggaran    baik    lebih
ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih
realisasi   penerimaan   dan   pengeluaran.    Pendapatan   dan
belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam
bentuk  barang  dan  jasa  disajikan  pada  Laporan  Realisasi
Anggaran.

c.      Basis akrual untuk Neraca  pemerintah Kabupaten Karawang
berarti  bahwa aset,  kewajiban,  dan ekuitas  dana diakui dan
dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saa kejadian
atau    kondisi    lingkungan    berpengaruh    pada    keuangan
pemerintah   daerah,   tanpa   memperhatikan   saat   kas   atau
setara kas diterima atau dibayar.

d.      Pemerintah     Kabupaten     Karawang    menyajikan     Laporan
Kinerja      Keuangan      men:/elenggarakan      akuntansi     dan
penyajian      laporan      keua.ngan      dengan      menggunakan
sepenuhnya basis akrual, biiik dalam pengakuan pendapatan,
belanja,  dan  pembiayaan,  maupun  dalam  pengakuan  aset,
kewajiban,  dan  ekuitas  dana.   Namun  demikian,  penyajian
Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

2.     Prinsip Nilai Historis /Hlstorzcc!Z Cost J"nczpze/
a.      Aset  dicatat  sebesar  pengc`luaran  kas  dan  setara  kas  yang

dibayar  atau  sebesar  nilai  wajar  dari  imbalan  (consz.deroti'o7i)
untuk   memperoleh   asset   tersebut   pada   saat   perolehan.
Kewajiban  dicatat  sebesar jumlah  kas  dan  setara  kas  yang
diharapkan  akan  dibayark;.in untuk memenuhi  kewajiban  di
nasa   yang   akan    datans   dalam    pelaksanaan    kegiatan
Pemerintah Kabupaten Kar€iwang.

b.      Nilai historis lebih dapat d'.andalkan daripada penilaian yang
lain  karena  lebih  obyektif dan  dapat  diveririkasi.  Dalam  hal
tidak terdapat nilai historis., dapat digunakan nilai wajar aset
atau kewajiban terkait.
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3.     Prinsip Realisasi (Reaztsatton princlpze)
a.     Bagi   Pemerintah   Kabupaten   Karawang,   pendapatan   yang

tersedia yang telah diotorisasikan melalui APBD selama suatu
tahun  fiskal  akan  digunakali  untuk  membayar  utang  dan
belanja dalam periode tersebut.

b.      Prinsip  layak  temu  biaya-pendapatan  (matcfu.rig-cost  agat.nst
reuentte    pn.nc#P!e)     dalam     akuntansi     pemerintah     tidak
mendapat    penekanan    sebagaimana    dipraktikkan    dalam
akuntansi komersial.

4.     Prin8ip substan8i Mengungguli Eentuk Formal (St.bstance ot^er
Form Princtple|

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan
wajar  transaksi  serta  peristiwa  I.aln  yang  seharusnya  disajikan,
maka  transaksi  atau  peristiwa  lain  tersebut  perlu  dicatat  dan
disajikan   sesuai   dengan   substansi   dan   reaLlitas   ekonomi,   dan
bukan  hanya  aspek  formalitasng'a.  Apabila  substansi  transaksi
atau    peristiwa    lain    tidak    kor.sisten/berbeda    dengan    aspek
formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas
dalam Catatan atas Laporan Keua ngan.

5.    Ptins±p pertodbe±tas |Pertodictty prinetple|
Kegiatan   akuntansi   dan   pelaporan   keuangan   Pemerintah

Kabupaten     Karawang    perlu    dibagi    menjadi    periode-periode
pelaporan  sehingga kinerja pemerintah  daerah  dapat diukur dan
posisi  sumber  daya  yang  dimilikinya  dapat  ditentukan.  Periode
utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan,
triwulanan, dan semesteran juga harus dibuat.

6.     Prinsip Konsistensi (Conststenq/ J'r!ric{pze)
a.      Perlakuan  akuntansi  yang  sama  diterapkan  pada  kejadian

yang    serupa    dari    periode    ke    periode    oleh    Pemerintah
Kabupaten  Karawang  (prinsip  konsistensi  internal).   Hal  ini
tidak  berarti  bahwa  tidak  bi)leh  terjadi  perubahan  dari  satu
metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
Metode  akuntansi yang dip€Lkai  dapat  diubah  dengan  syarat
bahwa  metode  yang  baru  diterapkan  mampu  memberikan
informasi yang lebih  baik  djbanding  metode  lama.  Pengaruh
atas  perubahan  penerapan  metode  ini  diungkapkan  dalam
Catatan atas Laporan Keuan gan.

7.     Prin8ip pengungkapan Lengkap (Fttzz J}tsczost4re prir.c{pze)

Laporan     keuangan     Pemerintah     Kabupaten     Karawang
menyajikan    secara   lengkaLp   informasi   yang   dibutuhkan   oleh
pengguna   laporan.   Informasi  yang   dibutuhkan   oleh   pengguna
laporan  keuangan  dapat ditempatkan  pada lembar muka  (on  the
/ace) laporan keuanga atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8.     Prinsip penyajian wajar (fulr presentat!on pr!nclp!e)
Laporan     keuangan     Pemerintah     Kabupaten     Karawang

menyajikan  dengan  wajar  Laporan  Realisasi  Anggaran,   Neraca,
Laporan Arus Kas, dan Catatan e.tas Laporan Keuangan.
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Faktor pertimbangan sehat bfigi penyusun laporan keuangan
Pemerintah       Kabupaten       diperlukan       ketika       menghadapi
ketidakpastian   peristiwa  dan   ke€idaan   tertentu.   Ketidakpastian
seperti    itu    diakui    dengan    m3ngungkapkan    hakikat    serta
tingkatnya   dengan   menggunakaii   pertimbangan   sehat   dalam
penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karawang.
Pertimbangan  sehat  mengandung unsur  kehati-hatian  pada  saat
melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset
atau  pendapatan  tidak  dinyatak€in  terlalu  tinggi  dan  kewajiban
tidak  dinyatakan  terlalu  rendah.  Namun  demikian,  penggunaan
pertimbangan      sehat      tidak      memperkenankan,       misalnya,
pembentukan  cadangan  tersembimyi,   sengaja  menetapkan  aset
atau  pendapatan yang terlampau  rendah,  atau  sengaja mencatat
kewajiban  atau  belanja  yang  terlampau  tinggi,  sehingga  laporan
keuangan menjadi tidak netral daii tidak andal.

a.     KENI)ALA INFORMASI YANG RBLEVAN DAN ANDAI,.
Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap

keadaan  yang  tidak  memungkinkan  terwujudnya  kondisi  yang  ideal
dalam   mewujudkan   informasi   aku]itansi   dan   laporan    keuangan
Pemerintah   Kabupaten   Karawang   ya.ng   relevan   dan   andal   akibat
keterbatasan  (!!mitatfons)  atau  karena alasan-alasan  kepraktisan.  Tiga
hal    yang    menimbulkan    kendala    dalam    mewujudkan    informasi
akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal, yaitu:
1.     Materialita8

Laporan     keuangan     Pemcrintah     Kabupaten     Karawang,
walaupun    idealnya    memuat    fiegala    informasi,    tetapi    hanya
diharuskan      memuat     inforlnasi     yang     memenuhi      kriteria
materialitas. Informasi dipandan€; material apabila kelalaian untuk
mencantumkan    atau    kesalah€m    dalam    mencatat    informasi
tersebut dapat mempengaruhi kcputusan ekonomi pengguna yang
diambil atas dasar laporan keuan gen.

2.     Pertimbangan Biaya dan Manfatit
Manfaat  yang  dihasilkan  dLiri  informasi  yang  dimuat  dalam

laporan  keuangan  pemerintah  daerah  seharusnya  melebihi  biaya
penyusunan laporan tersebut.  0leh karena itu, laporan keuangan
Pemerintah   Kabupaten   Karawa]ig  tidak   semestinya  menyajikan
segala    informasi    yang    manf€iatnya    lebih    kecil    dari    biaya
penyusunannya.   Namun  demikLan,  evaluasi  biaya  dan  manfaat
merupakan proses pertimbangan yang substansial.  Biaya itu juga
tidak   harus   dipikul   oleh   pengguna   informasi  yang  menikmati
manfaat.

3.     Keseimbangan antar Karakterig}tik Kualitatif
Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk

mencapai   suatu   keseimbangan   yang  tepat  di   antara  berbagai
tujuan    normative    yang    diharapkan    dipenuhi    oleh    laporan
keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Karawang.  Kepentingan  relative
antar   karakteristik   dalam   be].bagai   kasus   berbeda,   terutama
antara  relevansi  dan  keandalan.  Penentuan  tingkat  kepentingan
antara  dua  karakteristik  kualitatif tersebut  merupakan  masalah
pertimbangan profesional.
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H.     UNSUR LAPORAN KEUANGAN.
Laporan keuangan Pemerintah Ka'.upaten Karawang berdasarkan

jenis laporan terdiri atas :
1.     Laporan  Pelaksanaan  Anggaran  (bttdgetaru  reports),  yang  terdiri

dan:

2.

a.  Laporan Realisdsi Anggaran (LR\).
b. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Irebih (SAL).
Laporan Keuangan Uinancta! report:s) , yang terdiri dari :
a.  Neraca;

b. Laporan Operasional;

c.  Laporan Perubahan Bkuitas (LEE);
d. Laporan Arus Kas (LAK).

3.     Catatan    atas    Laporan    Keuangan/Calk        (notes    o/  finclnctaz
statements)
Adapun     unsur     laporan     keu€ingan     Pemerintah     Kabupaten

Karawang, sebagai berikut :
1.     Laporan Realisasi Anggaran

Laporan   Realisasi   Anggaran   menyajikan   ikhtisar   sumber,
alokasi,  dan  pemakaian  sumber  daya ekonomi yang dikelola oleh
Pemerintah      Kabupaten      Karawang,      yang      menggambarkan
perbandingan   antara   anggaran   dan   realisasinya   dalam   satu
periode pelaporan.

Unsur  yang  dicakup  secara  langsung  oleh  Laporan  Realisas
Anggaran    terdiri    dari    pendapatan,     belanja,     transfer,    dan
pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :
a.      Pendapatan  (basis  kas)  adalah  penerimaan  oleh  Bendahara

Umum  Daerah  atau  oleh  entitas  pemerintah  daerah  lainnya
yang  menambah  ekuitas  df ina  lancar  dalam  periode  tahun
anggaran  yang  bersangkutan  yang  menjadi  hak  Pemerintah
Kabupaten Karawang, dan tidak perlu dibayar kembali.

b.     Pendapatan (basis akmal) adalah hak pemerintah yang diakui
sebagai penambah nilai kek€iyaan bersih.

c.      Belanja     (basis     kas)     adalah     semua     pengeluaran     oleh
Bendahara  Umum  Daerah  yang  mengurangi  ekuitas  dana
lancar  dalam  periode  tahiin  anggaran   bersangkutan  yang
tidak     akan     diperoleh     pembayarannya     kembali     oleh
pemerintah daerah.

d.      Belanja   (basis   akrual)   ada.Iah   kewajiban   pemerintah  yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

e.      Transfer  adalah   penerima€m/pengeluaran  uang  dari   suatu
entitas    pelaporan    dari/kepada    entitas    pelaporan    lain,
termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
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f. PembiaLyaan  ttnanc#.ng)  adalah  setiap  penerimaan yang  perlu
dibayar  kembali  dan/atau  pimgeluaran  yang  akan  diterima
kembali,  baik  pada  tahun  a]iggaran  bersangkutan  maupun
tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran
pemerintah  terutama  dimak€5udkan  untuk  menutup  defisit
atau memanfintkan Surplus flnggaran,

9.      PencriHiaan    pcmbiaycLori   ar\tara   lain    dapat   berasal    dari
pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara
lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman,
pemberian   pinjaman   kepad€i  entitas   lain,   dan   penyertaan
modal oleh pemerintah.

Neraca
Neraca     menggambarkan     posisi     keuangan     Pemerintah

Kabupaten Karawang mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana
pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset,  kewajiban,
dan   ekuitas   dana.   Masing-masing  unsur  didefinisikan   sebagai
berikut :
a.     Aset  adalah  sumber  daya  ekonomi  yang  dikuasai  dan/atau

dimiliki oleh Pemerintah Kat.tupaten Karawang sebagai akibat
dari  peristiwa  masa  lalu  dim  dari  nana  manfaat  ekonomi
dan/atau  sosial  di nasa depan  diharapkan  dapat diperoleh,
baik   oleh   pemerintah   dae].ah   maupun   masyarakat,   serta
dapat  diukur  dalam  satuan  uang,  termasuk  sumber  daya
nonkeuangan  yang  diperlukan  untuk  penyediaan  jasa  bagi
masyarakat umum dan surrber-sumber daya yang dipelihara
karena alasan sejarah dan budaya.

b.      Kewajiban adalah utang yam.g timbul dari peristiwa nasa lalu
yang  penyelesaiannya  men{;akibatkan  aliran  keluar  sumber
daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Karawang.

c.      Ekuitas Dana adalah kekay€ian bersih pemerintah Kabupaten
Karawang yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban
pemerintah.
Penjelasan lebih rinci yang I)erkaitan dengan asset, kewajiban

dan ekuitas dana, sebagai berikut :
a.     Aset

Manfaat ekonomi mas€i depan yang terwujud dalam aset
adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan,
baik    langsung    maupun    tidak    langsung,    bagi    kegiatan
operasional  Pemerintah  Kabupaten  Karawang,  berupa  aliran
pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar.
Suatu    aset    diklasifikasikan     sebagai    aset    lancar    jika
diharapkan  segera  untuk  dapat  direalisasikan  atau  dimiliki
untuk dipakai atau dijual  dalam waktu  12  (dua belas)  bulan
sejak  tanggal  pelaporan.  Aset yang  tidak  dapat  dimasukkan
dalam kriteria ersebut dikl€isifikasikan sebagai aset nonlancar.
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Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka
pendek,     piutang,     dan     persediaan     yang     dimilik     oleh
Pemerintah Kabupaten Karawang.

Aset   nonlancar   mencakup   aset  yang   bersifat  jangka
panjang,   dan   aset   tak   be;wujud   yang   digunakan   baik
langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah
Kabupatcn   Karawang   atau   yang   digunakan   masyarakat
umum.   Aset   nonlancar   diklasifikasikan   menjadi   investasi
jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya

lnvestasi   jangka   panjaiig   merupakan   investasi   yang
diadakan   dengan   maksud   untuk   mendapatkan   manfaat
ekonomi  dan  manfaat  sosial  dalam jangka  waktu  lebih  dari
satu  periode  akuntansi.   Investasi  jangka  panjang  meliputi
inve stasi       nonpermanen       dan        pe rmane n.        I nve stasi
nonpermanen antara lain inv¢3stasi dalam Surat Utang Negara,
penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi
nonpermanen    lalnnya.    Investasi    permanen    antara    lain
penyertaan    modal    pemerirLtah    dan    investasi    permanen
lainnya.

Aset tetap  meliputi  tanah,  peralatan  dan  mesin,  gedung
dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya,
dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset   nonlancar   lainnyii   diklasifikasikan   sebagai   aiset
lainnya.   Termasuk   dalam   aset   lainnya   adalah   aset   ta.k
berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

b.      Kewajiban.

Karakterisitik      esensial      kewajiban      adalah      bahwa
Pemerintah    Kabupaten    Karawang    mempunyai    kewajiban
masa    kini   yang    dalam    I)enyelesaiannya    mengakibatkan
pengorbanan   sumber   daya   ekonomi   di   masa   yang   akan
datang.

Kewajiban     umumnya     timbul     karena     konsekuensi
pelaksanaan  tugas  atau  talLggungjawab  untuk  bertindak  di
masa  lalu.  Dalam  konteks  |iemerintahan,  kewajiban  muncul
antara     lain     karena    penggunaan     sumber    pembiayaan
pinjaman    dari    masyarakat,    lembaga    keuangan,    entitas
pemerintah   lain,    atau   ler.ibaga   intemasional.    Kewajiban
pemerintah  juga  terjadi  karena  perikatan  dengan  pegawai
yang  bekerja  pada  pemerilitah   atau   dengan   pemberi  jasa
lainnya.

Setiap   kewajiban   dap€it  dipaksakan   menurut   hukum
sebagai   konsekuensi   dari   kontrak   yang   mengikat   atau
peraturan perundang-undan gan.

Kewajiban   dikelompokkan   kedalam   kewajiban   jangka
pendek  dan   kewajiban  jar]gka  panjang.   Kewajiban  jangka
pendek  merupakan  kelomriok  kewajiban  yang  diselesaikan
dalam  waktu  kurang  dari  dua  belas  bulan  setelah  tanggal
pelaporan.    Kewajiban   jangka    panjang    adalah    kelompok
kewajiban  yang  penyelesai€.nnya  dilakukan  setelah   12  (dua
belas) bulan sejak tanggal pt}laporan.
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c.     Elmita8 Dana
Ekuitas Dana dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1)     Ekuitas  Dana  Lancar  adalah  selisih  antara  aset  lancar
dengan kewajiban jangka pendek.

2)      Ekuitas     Dana     Invest€isi     mencerminkan     kekayaan
Pemerintali  Kabupaten  Karawang yang  tertanam  dalam
aset nonlancar  selain  dana cadangan,  dikurangi dengan
kewajibanjangkapanjang.

3)     Ekuitas    Dana    Cadani;an    mencerminkan    kekayaan
pemerintah yang dicadangkan  untuk  tujuan yang  telah
ditentukan   sebelumnya   sesuai   peraturan   perundang-
undangan.

3.     LaporanAms Has
Laporan  Arus   Kas   menyaji]can   informasi   kas   sehubungan

dengan    aktivitas    operasional,    investasi    aset   non    keuangan,
pembiayaan,  dan  transaksi  non-anggaran  yang  menggambarkan
saldo awal,  penerimaan,  pengelua.ran, dan saldo akhir kas daerah
selama periode tertentu.

Unsur  yang  dicakup  dalam  Laporan  Arus  Kas  terdiri  dari
penerimaan     dan     pengeluaran      kas,     yang     masing-masing
didefinisikan sebagai berikut :
a.      Penerimaan  kas  adalah  sernua  aliran  kas  yang  masuk  ke

Bendahara Umum Daerah.
b.     Pengeluaran  kas  adalah  selnua  aliran  kas  yang  keluar dari

Bendahara Umum Daerah.

4.     Catatan atas LaporaD Keuangam.
Catatan   atas   Laporan   Keuangan   Pemerintah   Kabupaten

Karawang meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang
tertera  dalani  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Neraca,  dan  Laporan
Arus   Kas.   Catatan   atas   Lapcran   Keuangan   juga   mencakup
inforrnasi  tentang  kebijakan  akLintansi  yang  dipergunakan  oleh
entitas   pelaporan   dan   inform,`asi   lain   yang   diharuskan   dan
dianjurkan   untuk   diungkapkaii   di   dalam   Standar   Akuntansi
Pemerintahan  serta  ungkapan-. ngkapan  yang  diperlukan  untuk
menghasilkan  penyajian  laporan  keuangan  secara wajar.  Catatan
atas Laporan Keuangan mengunf;kapkan hal-hal sebagai berikut :
a.      Menyajikan   informasi   tent.ang   kebijakan   fiskal/keuangan,

ekonomi   makro,   pencapaitm   target   Undang-undang   Perda
APBD,  berikut  kendala  dan  hambatan  yang  dihadapi  dalam
pencapaian target.

b.      Menyajikan   ikhtisar   penc€ipaian   kinelja   keuangan   selama
tahun pelaporan;

c.      Menyajikan   informasi   temang   dasar   penyusunan   laporan
keuangan  dan  kebijakan-kebijakan  akuntansi  yang  dipilih
untuk   diterapkan   atas   ti.ansaksi-transaksi   dan   kejadian-
kejadian penting lainnya.
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d.

e.

Mengungkapkan   informasi   yang  diharuskan   oleh   Standar
Akuntansi  Pemerintahan yang  belum  disajikan  pada  lembar
muka (on the/ace) laporan keuangan.
Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban
yang timbul sehubungan dent;an penerapan basis akrual atas
pendapatan     dan     belanja     dan     rekon§iliasinya     dengan
penel-apan basis ka@; dan

f.      Menyediakan   informasi   tambahan  yang   diperlukan   untuk
penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka
(on the /ace) laporan keuangan.

5.     Laporan Kincrja Keuangan dan I.,aporan perubahan Blniitas
Laporan     Kinerja     Keuang€in     adalah     laporan     realisasi

pendapatan dan belanja yang disusun  berdasarkan  basis  akrual.
Dalam   laporan   dimaksud,   perlLi   disajikan   informasi   mengenai
pendapatan      operasional,      bel¢inja      berdasarkan      klasifikasi
fungsional dan ekonomi, dan surFilus atau defisit.

Laporan    lainnya    yang    d:.perkenankan    adalah    Laporan
Perubahan  Ekuitas,  yakni  laporfin  yang  menunjukkan  kenaikan
atau  penurunan  ekuitas  tahun  pelaporan  dibandingkan  dengan
tahun sebelumnya.

I.       PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEu!INGAN.

Pengakuan      dalam      akuntans.      adalah      proses      penetapan
terpenuhinya kriteria pencatatan  sua[u kejadian atau peristiwa dalam
catatan  akuntansi  sehingga  akan  menjadi  bagian  yang  melengkapi
unsur   aset,   kewajiban,   ekuitas   d'ma,   pendapatan,   belanja,   dan
pembiayaan,   sebagaimana   akan   termuat   pada   laporan   keuangan
entitas  pelaporan  yang  bersangkutaii.  Pengakuan  diwujudkan  dalam
pencatatan    jumlah    uang    terhadap    pos-pos    laporan    keuangan
Pemerintah Kabupaten Karawang yali.g terpengaruh oleh kejadian atau
peristiwa terkait.

Kriteria  minimum yang  perlu  dipenuhi  oleh  suatu  kejadian  atau
peristiwa untuk diakui yaitu :
I.     terdapat  kemungkinan  bahwa  manfaat  ekonomi  yang  berkaitan

dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari
atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;

2.     kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang
dapat diukur atau dapat diestim:a.si dengan andal.
Dalam  menentukan  apakah  suatu  kejadian/peristiwa  memenuhi

kriteria pengakuan, perlu dipertimba]igkan aspek materialitas.
Uraian   lebih   rinci   dari   peng€ikuan   unsur   laporan   keuangan,

sebagai berikut :
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Kemungklnan Be8ar Manfaat Ekonomi Ma8a Depan Terjadl
Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan

besar  manfaat  ekonomi  masa  d3pan   terjadi  digunakan   dalam
pengertian derajat kepastian tingg. bahwa manfaat ekonomi masa
depan yang berkaitan dengan pos iitau kejadian/ peristiwa tersebut
akan    mengalir   dari   atau   ke    cmtitas    pelaporan.    Konsep   ini
diperlukan     dalaln     mcnghadapi     ketidckpastian     lingkungan
operasional    pemerintah.    Pengk€ijian    derajat    kepastian    yang
melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas
dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan
keuangan.

2.     Keandalan pengukuran
Kriteria  pengakuan  pada  umumnya  didasarkan  pada  nilai

uang   akibat   peristiwa   atau   keiadian   yang   dapat   diandalkan
pengukurannya.  Namun ada kala rya pengakuan didasarkan pada
hasil estimasi yang layak. Apabila  pengukuran berdasarkan biaya
dan    estimasi    yang    layak    tide.k    mungkin    dilakukan,    maka
pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan
atas Laporan Keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi
apabila  kriteria  pengakuan  baru  terpenuhi  setelah  terjadi  atau
tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di nasa mendatang.

3.     Pengalman Aset
Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan

diperoleh  oleh  pemerintah  dan  mempunyai  nilai  atau  biaya yang
dapat diukur dengan andal.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain
bersumber dari pal.ak, bea masuk:, cukai, penerimaan bukan pajak,
retribusi, pungutan hasil pemanf.aatan kekayaan negara, transfer,
dan  setoran  lain-lain,  serta penerimaan pembiayaan,  seperti hasil
pinjaman.  Proses  pemungutan  setiap unsur penerimaan  tersebut
sangat   beragam   dan   melibatkan   banyak  pihak   atau   instansi.
Dengan    demikian,     titik    peni;akuan     penerimaan    kas    oleh
pemerintah       untuk      mendaptltkan       pengakuan      akuntansi
memerlukan  pengaturan  yang  lebih  rinci,  termasuk  pengaturan
mengenai     batasan     waktu      siejak     uang     diterima     sampai
penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah.  Aset tidak diakui
jika pengeluaran telah terjadi da`i manfaat ekonominya dipandang
tidak  mungkin  diperoleh  peme]intah  setelah  periode  akuntansi
berjalan.

4.     Pengakuan Kewajiban
Kewajiban     diakui     jika     besar     kemungkinan     bahwa

pengeluaran  sumber  daya  ekonomi  akan  dilakukan  atau  telah
dilakukan  untuk  menyelesaikan  kewajiban  yang  ada  sekarang,
dan    perubahan    atas    kewajil)an    tersebut    mempunyai    nilai
penyelesaian  yang  dapat  diukul.  dengan  andal.  Kewajiban  diakui
pada   saat  dana  pinjaman  ditt:rima  atau  pada  saiat  kewajiban
timbul.
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5.     Pengakiian pendapatan
Pendapatan  menurut basis k.as diakui pada saat diterima di

rekening    Kas    Umum    Daerah    atau   oleh    entitas   pelaporan.
Pendapatan menurut basis akmal diakui pada saat timbulnya hak
atas pendapatan tersebut.

6.     Pengaln]an Belanda
Belanja   menurut   basis   kas;   diakui   pada   saat   teljadinya

pengeluaran   dari   Rekening   Kas   Umum   Daerah   atau   entitas
pelaporan.  Khusus  pengeluaran  melalui  bendahara  pengeluaran
pengakuannya    teriadi    pada    slat    pertanggungjawaban    atas
pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan.  Belanja menurut basis akrual diakui pada sant
timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

J.     PENGUKUEN UNSUR LAPORAN REuiINGAN
Pengukuran adalah proses penetiipan nilal uang untuk mengakui

dan  memasukkan  setiap  pos  dalam  laporan  keuangan.  Pengukuran
pos-pos dalam laporan keuangan me"3gunakan nilal perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar
nilai   wajar   dari   imbalan   yang   dibcrikan   untuk   memperoleh   aset
tersebut. Kewajiban dicatat sebesar ni]al nominal.

Pengukuran pos-pos laporan kei-.angan menggunakan mata uang
rupiah.  Transaksi  yang  menggunak,`m  mata  uang  asing  dikonversi
terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

WANG'

CHADIANA
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LAMPIRAN 11:  PERATURAN   BUPATI KARAWANG

NOMOR  42   TAHUN 2019

TBNTAN a            KEBIJAKAN            AKU NTAN SI

PBMERINTAI] KABUPATBN KARAWANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PBLAPORAN KEUANGAN

A.  PENDAHUL,UAN

1.  Tujuan
Kebijakan  akuntansi  pelaporan  keuangan  ini  mengatur  penyajian
laporan  keuangan  untuk  tujuan  umum  (gerLero!  purpose Jincznctaz
stcI€ements)   dalam   rangka  meningkatkan   keterbandingan   laporan
keuangan  baik  terhadap  anggaran,  antar  periode,  maupun  antar
entitas.
Laporan  keuangan  untuk  tujuan  u]num  adalah  laporan  keuangan
yang   ditujukan   untuk   memenuhi   kebutuhan   bersama   sebagian
besar  pengguna  laporan  termasuk  lembaga  legislatif  sebagaimana
ditetapkan dalam ketentuan peratur€m perundang-undangan. Untuk
mencapai   tujuan   tersebut,   kebijakan   akuntansi   ini   menetapkan
seluruh  pertimbangan  dalam  rangka  penyajian  laporan  keuangan,
pedoman  struktur  laporan  keuangan,  dan  persyaratan  minimal  isi
laporan  keuangan.  La.poran  keuang£.n  disusun  dengan  menerapkan
basis     akrual.     Pengakuan,     pengukuran,     dan     pengungkapan
transaksi-transaksi    spesifik    dan    peristiwa-peristiwa   yang    lain,
mempedomani standar akuntansi pemerintahan.

2.  Ruang Lingkup
Kebijakan akuntansi ini berlaku untik entitas pelaporan dan entitas
akuntansi  dalam  menyusun  laporan  keuangan.  Bntitas  pelaporan
yaitu  pemerintah  daerah,  sedangkan  entitas  akuntansi yaitu  SKPD
dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah.

3.  Basis Akuntansi
Basis    akuntansi    yang    digunake.n    dalam    laporan    keuangan
pemerintah  daerah yaitu basis akroial.  Namun,  dalam  hal  anggaran
disusun  dan  dilaksanakan  berdasai-  basis  kas,  maka  LRA  disusun
berdasarkan basis kas.

8.  TU.UAN LAPORAN KBUANGAN
Tujuan    umum    laporan    keuangan    adalah    menyajikan    informasi
mengenai  posisi  keuangan,  realisasi  €mggaran,  saldo  anggaran  lebih,
arus kas, hasil operasi, dan perubahar  ekuitas suatu entitas pelaporan
yang    bermanfaat    bagi    para    pengguna    dalam     membuat    dan
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
Secara spesifik,  tujuan pelaporan keu€mgan pemerintah daerah adalah
untuk    menyajikan    informasi    yang    berguna    untuk    pengambilan
keputusan  dan  untuk  menunjukkan  akuntabilitas  entitas  pelaporan
atas sumber daya yang dikelola, dengan:

1



1)  Menyediakan   informasi   mengenai   posisi   sumber   daya   ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas pemerintah da =rah;

2)  Menyediakan  infomasi  mengenai  pcrubahan   posisi   sumber  daya
ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemt:rintah daerah;

3)  Menyediakan  informasi mengenai  sumber,  alokasi,  dan penggunaan
sumber daya ekonomi;

4)  Menyediakan    informasi    mengenai    ketaatan    realisasi    terhadap
anggaran yang ditetapkan;

5)  Menyediakan  informasi  mengenai  cara  entitas  pelaporan  mendanai
aktivitasnya dan memenuhi kebutuha n kasnya;

6)  Menyediakan  informasi mengenai  poi:ensi  pemerintah  daerah untuk
membiayai penyelenggara.an kegiatan pemerintahan; dan

7)  Menyediakan     informasi     yang     bi3rguna     untuk     mengevaluasi
kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan    keuangan   juga    menyajik€in    informasi    bagi    pengguna
mengenai:

1)  Indikasi  sumber  da.ya  yang  telah  diperoleh  dan  digunakan  sesuai
dengan anggaran; dan

2)  Indikasi  sumber daya yang diperoleh dan digunakan  sesuai dengan
ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk  memenuhi  tujuan  umum  ini,  laporan  keuangan  menyediakan
informasi mengenai entitas pelaporan d€ilam hal:

1)      Aset;

2)     Kewajiban;

3)     Bkuitas;
4)     Pendapatan-LRA;

5)     Belanja;

6)     Transfer;

7)     Pembiayaan;
8)     Saldo Anggaran Lebih;

9)     Pendapatan-LO;
10)   Beban; dan

11)   Arus Kas

Informasi  dalam  laporan  keuangan  te.-sebut  relevan  untuk  memenuhi
tujuan   pelaporan    keuangan,    namuii   demikian    masih   diperlukan
informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, untuk dilaporkan
bersama-sama dengan laporan keuan{;an guna memberikan  gambaran
yang  lebih  komprehensif  mengenai  aktivitas  suatu  entitas  pelaporan
selama satu periode.



C.  KOMPOHE" LAPORA" KEUAItGAH
Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set  laporan  keuangan
terdiri   atas   laporan   pelaksanaan   anggaran   (hac!gefary   report)   dan
laporan   rlnansial,         sehingga   selurur,   komponen   menjadi   sebagai
berikut:

I)  Laporan Realisasi Anggaran;
2)  Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3)   Neraca;

4)  Laporan Operasional;

5)  Laporan Arus Kas;
6)  Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7)  Catatan atas Laporan Keuangan.
Komponen-komponen  laporan  keuangaii  tersebut disajikan oleh  setiap
entitas,   kecuali   Laporan   Arus   Kas   dan   Laporan   Perubahan   Saldo
Anggaran Lebih yang hanya disajikan olch entitas pelaporan.

D.  STRUKTUR DAN ISI
1)  Laporan Realisasi Anggaran

Laporan   Realisasi   Anggaran   mengmgkapkan   kegiatan   keuangan
pemerintah  daerah  yang  menunjukkan  ketaatan  terhadap  APBD.
Laporan  Realisasi  Anggaran  menggambarkan  perbandingan  antara
anggaran  dengan  realisasinya  dalam  satu  periode  pelaporan  dan
menyajikan unsur-unsur sebagai bel.ikut:
a)  Pendapatan-LRA;

b)  Belanja;

c)   Transfer;

d)  Surplus/Defisit-LRA;

e)   Pembiayaan; dan

f)   Sisa lebih/kurang pembiayaan a]lggaran.
2)  Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan    Perubahan    Saldo   Angg€iran    Lebih    menyajikan    secara
komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
a)  Saldo Anggaran Lebih awal;

b)  Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
c)   Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun beljalan;
d)  Koreksi kesalahan pembukuan t.iinun sebelumnya;
e)   Lain-lain; dan

f)    Saldo Anggaran Lebih akhir.

Di  samping itu,  pemerintah  daera]l  menyajikan  rincian  lebih  lanjut
dari  unsur-unsur  yang  terdapat  (,lalam  Laporan  Perubahan  Saldo
Anggaran Lebih dalam Catatan atas; Laporan Keuangan.



3)  Neraca

Neraca    menggambarkan    posisi    kt3uangan    pemerintah    daerah
mengenai   aset,   kewajiban,   dan   ekuitas   pada   tanggal   tertentu.
pemerintah  daerah  mengklasifikasik€m       asetnya       dalam       aset
lancar     dan   non   lancar     serta mmgklasifikasikan kewajibannya
menjadi kewajiban jangka pendek darL jangka panjang dalan neraca.
Sedangkan    ekuitas    adalah    kekay€ian   bersih    pemerintah   yang
merupakan   selisih   antara   aset   darL   kewajiban   pemerintah   pada
tanggal laporan.

4)  Laporan Operasional
Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:
a)  Pendapatan-LO dari kegiatan operdsional;
b)  Beban dari kegiatan operasional;
c)   Surplus/defisit dari kegiatan non operasional;
d)  Pos luar biasa; dan
e)   Surplus/defisit-LO.

5)  Laporan Arus Kas

Laporan    Arus    Kas    menyajikan    informasi    mengenai    sumber,
penggunaan,  perubahan  kas  dan  s'etara  kas  selama  satu  periode
akuntansi,  dan  saldo  kas  dan  setara  kas  pada  tanggal  pelaporan.
Arus  masuk  dan  keluar  kas  diklasjfikasikan  berdasarkan  aktivitas
operasi, investasi, pendanaan, dan ti ansitoris.

6)  Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyaji kan pos-pos:
a)  Ekuitas awal;
b)  Surplus/ defisit-LO pada periode I)ersangkutan;
c)   Koreksi   yang   langsung   menambah/mengurangi   ekuitas,   yang

antara lain  berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan  oleh
perubahan kebijakan akuntansi (lan koreksi kesalahan mendasar,
seperti:

1.   Koreksi kesalahan mendasar tlari persediaan yang terjadi pada
periode sebelumnya;

2.   Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d)  Ekuitas akhir.

7)  Catatan Atas Laporan Keuangan
Hal-hal  yang  diungkapkan  dalam  Catatan  atas  Laporan  Keuangan
antara lain adalah:
a)  Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
b)  Informasi tentang kebijakan fisk:al/keuangan dan ekonomi makro;
c)  Ikhtisar  pencapaian  target  keuangan   selama  tahun  pelaporan

berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian
target;



d)  Informasi   tentang   dasar   penyusunan   laporan   keuangan   dan
kebijakan-kebijakan   akuntansi  y¢;mg   dipilih  untuk  diterapkan
atas transaksi-transaksi dan kejadj an-kejadian penting lainnya;

e)  RIncian  dan  penjelasan  masing-masing  pos yang disajikan  pada.
1embar muka laporan keuangan;

f)   Informasi  yang  diharuskan  oleh  Pemyataan  Standar  Akuntansi
Pemerintchan yang belum disajik€m dalam lembar muka laporan
keuangan; dan

g)  Informasi  lalnnya yang diperlukan  untuk  penyajian yang wajar,
yang tidak disajikan dalam lembar muha laporan keuangan.

Catatan atas lfaporan Keuangan disiijihan  secara sistematis.  Setiap
pos  dalam  Laporan  Realisasi  Angga:an,  Laporan  Perubahan  Saldo
Anggaran  Irebih,  Neraca,  Laporan  Operasional,  Laporan  Arus  Kas,
dan  lfaporan Perubahan Ekuitas harms mempunyai referensi  silang
dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Didalam  bagian  penjelasan  kebijaka.1  akuntansi pada Catatan atas
Laporan Keuangan, diuraikan hal-hal sebagal berikut:
a)  Dasar   pengakuan   dan   pengukuran   yang   digunakan   dalani

penyusunan laporan keuangan;
b)  Kebijakan-kebijakan  akuntansi  yang  berkaitan  dengan  Standar

Akuntansi Pemerintahan yang memerlukan pengaturan lebih rinci
oleh entitas pelaporan; dan

c)  Setiap   kebijakan   akuntansi   tel.tentu   yang   diperlukan   untuk
memahami laporan keuangan.
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KEBI.AKAN AKUNTANSI PBNDAPATAN

I.   KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAI] I,APORAN OPERASIONAL
'Lol

A.  UMUM

Tujuan
Menetapkan    dasar-dasar    penyajian    pendapatan    dalam    Laporan
Operasional untuk pemerintah daerah c'.alam rangka memenuhi tujuan
akuntabilitas  penyelenggaraan  pemerintahan  sebagaimana ditetapkan
oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingfup
1.  Kebijakan   ini   diterapkan   dalam   a.<untansi   Pendapatan-LO   yang

disusun  dan  disajikan  dengan  me]iggunakan  akuntansi  berbasis
akrual.

2.  Pemyataan         kebijakan         ini         berlaku         untuk        entitas
akuntansi/pelaporan    Pemerintah    Kabupaten    Karawang,    yang
memperoleh     anggaran     berdasarkan     APBD,     tidak     termasuk
perusahaan daerah.

I. DErmsl

1.  Pendat)atan-I0 adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai

penambah     ekuitas     dalam     periode     tahun     anggaran     yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2.  Emiitas   adalah   kekayaan   bersih   pemerintah   yang   merupakan

selisih antara aset dan kewajiban pe.merintah.

C.  KLASIFIKASI

Pendapatan  diklasifikasi  berdasarkan  sumbernya,  secara  garis  besar

ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

1.  Pendapatan Asli Daerah (PAD),



Pendapatan Asli Daerah (PAD), melip`iti :

a.  Pajak Daerah.

b.  Retribusi Daerah.

c.  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

d.  Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berdasarkan  mekanisme pemungutan  pajak daerah dibagi  dua,

yaitu :

I)      Of f i: dalAssessmerit

Jenis Pajak Daerah yang meriggunakan oJJjJicfa! assesment .

a)      Pajak Reklame.

(1)    Rcklarne paptLn  |  f iillboard /  uideotron /  megatron
dan sejenisnya.

(2)     Reklame kain.

(3)     Reklame selembaran.

(4)    Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.

(5)     Reklame udara.

(6)     Reklame apung.

(7)     Reklame suara.

(8)     Reklame film/s!z.de dan

(9)    Reklame peragaan
b)      PajakAir.

c)      Pajak Bumi dan Bangu]ian (PBB).

2)      Seif Assessment

iJenis Pajak Daerah yang menggunakan se!/ assesment.

a)      PajakHotel.

b)      Pajak Restoran.

c)      PajakHiburan.

(1)     Tontonan film.

(2)    Pergelaran    kesenian,     Musik,    Tari,    dan/atau
busana.

(3)     Pameran.

(4)     Diskotik, Karoke,  Klab malam dan sejenisnya.

(5)     Sirkus, Akrobat d:in sulap.

(6)     Permainan billayard, Golf dan Bowling.



(7)    Pacuan      kuda,      Kendaraan      bermotor      dan
Permainan ketangk€ isan.

(8)    Panti   pijat/refleksi.   mandi   uap/spa   dan   pusat
kebugaran Wtness centen .

(9)     Pertadingan olahraga.
Pajak Penerangan Jalan.

Pajak Mineral Bukan I,o{;am dan Batuan.

(I)     Asbes.

(2)     Batutulis.

(3)    Batu setengah permata.

(4)    Batu kapur.

(5)    Batu apung.

(6)    Batu permata.

(7)     Bentonit.

(8)     Dolomit.

(9)     Feldspar.

( 10)  Garam batu (ha!ite).

(11)   Grafit.

(12)  Granit/Andesit.

(13)   Gips.

(14)   Kalsit.

(15)   Kaolin.

(16)  Leusit.

(17)  Magnesit.

(18)   Mika.

(19)  Mariner.

(20)  Nitrat.

(21)   Opsidien.

(22)  Oker.

(23)  Pasir dan Kerikil.

(24)  Pasir kuarsa.

(25)  Perlit.

(26)  Phospat.

(27)  Talk.

(28)  Tanah scrap (fit!!e,'s ear£JI)



(29)  Tanah diatome.

(30)  Tanah liat.

(31)  Tawas  (azum).

(32)  Tras.

(33)  Yarosif.

(34)  Zcolit.

(35)  Basal.

(36)  Trakkit.

(37)  Mineral  bukan  logzm  dan  batuan  lainnya  sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan

f)       Pajakparkir.

g)      Pajak sarang Burungwalet.
h)     Pajak Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2 . Pendapatan Transfer,

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang S{lh,

D.  PENGAKUAN

Pendapatan-L0 diakui pada saat :

1.Timbulnya   hak   atas   pendapatan   (earned)   Timbulnya   hak   atas

pendapatan  dimulai  saat  dibuatnya  ketetapan  baik  untuk  pajak
berupa SKP atau retribusi berupa SKR dan ketetapan lainnya.

2. pendapatan  direalisasi,  yaitu  adanya  aliran  masuk  sumber  daya
ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

Pendapatan-LO  yang  diakui  pada  s.aat  direalisasi  diartikan  bahwa

hak  yang  telah   diterima  oleh  pemerintah  daerah  tanpa  terlebih

dahulu     adanya     penagihan     der.gen     pengakuan     pendapatan
bersamaan dengan pendapatan LRA.
Bila dikaltkan dengan penerimaan I:as (basis kas)  maka pengakuan

Pendapatan-LO dapat dilakukan derl gan 3 (tiga) kondisi yaitu:

a. Pendapatan-LO  diakui  sebelum  penerimaan  kas;  yaitu  dapat
dilakukan   apabila   dalam   hal   proses   transaksi   pendapatan

daerah  terjadi  perbedaan  waktL.I. yang  signifikan  ( 1  bulan/akhir

bulan)     antara    penetapan    hak    pendapatan    daerah    dan

penerimaan   kas  daerah,   dimana  penetapan   hak  pendapatan
dilakukan  lebih dulu,  maka Pe]idapatan - LO  diakui  pada saat



terbit   dokumen    penetapan   wal€iupun   kas   belum   diterima.
Perhitungan  SKP/SKR  ini  biasanya  dilakukan  dengan  metode

O#ci.a!   Assesfment.        Contoh    {lari    pendapatan    ini    adalah

pendapatan  PBB,  Pajak  Reklame   Disebabkan  SKP  diterbitkan
dalam    satu    periode    terlalu    banyak    maka    untuk    alasan
kepraktisan   imputing   datanya   ke   aplikasi   SIMDA   Keuangan

diperbolehkan    digabung    perbulannya    dengan    memo    yang
dikeluarkan  oleh  pihak  yang  meiigeluarkan  SKP  sebagai  dasar
Bidang Akuntansi mencatat ke aplikasi SIMDA.

b. Pendapatan-LO diakul ber8amaamL dengan penerimaan has; dan

yaitu   dapat   dilakukan   apabila   dalam   hal   proses   transaksi
pendapatan    daerah    tidak    terjadi    perbedaan    waktu    yang
signifikan   antara   penetapan   hak   pendapatan   daerah   dan

penerimaan   kas  daerah,   dimam  penetapan  hak  pendapatan
dilakukan     bersamaan     dengan     diterimanya     kas,      maka

pendapatan  -  L0  diakui  pada  s{iat  kas  diterima  dan  terbitnya
dokumen    penetapan.     Perhitungan    SKP/SKR    ini    biasanya

dilakukan    dengan    metode    Se{f   Assestment.        Contoh    dari

pendapatan ini adalah pendapata n Retribusi

c.  Pendapatan-I0  dialnii  8etelah  penerimaan  Has  yaitu  dapat
dilakukan   apabila   dalam   hal   proses   transaksi   pendapatan
daerah    terjadi    perbedaan    w€iktu    antara    penetapan    hak

pendapatan  daerah  dan  penerimaan  kas  daerah,  dimana  kas
telah    diterima    terlebih    dahulu,    namun    penetapan    dibuat

belakangan.

Dalam   hal   badan   layanan   umurr.   daerah   dan   perlakuan   dana

kapitasi  jaminan  kesehatan  nasional,  pendapatan  diakui  dengan

mengacu pada. peraturan perundan€:an yang mengatur mengenai hal

tersebut.

E.  PENGUKURAN

1.  Pendapatan-LO    dilaksanakan    berdasarkan    azas    bruto,    yaitu
dengan   membukukan   pendapatan   bruto,   dan   tidak   mencatat
jumlah netonya (setelah dikompens€isikan dengan pengeluaran).



2.  Dalam   hal   besaran   pengurang   terhadap   pendapatan-LO   bruto
(biaya)  bersifat variabel  terhadap  peiidapatan  dimaksud  dan  tidak
dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai,
maka asas bruto dapat dikecualikan.

3.  Pendapatan   dalam   mata  uang  asing  diukur  dan   dicatat   pada
tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

F.  PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1.  Pendapatan-L0     disajikan     dalam     Laporan     Operasional     (LO)
sesual   dengan   klasifikasi   dalam   BAS.   Rincian   dari   Pendapatan
dijelaskan  dalam  Catatan  atas  Lap,)ran  Keuangan  (CaLK)   sesuai
dengan klasifikasi sumber pendapata n.

2.  Hal-hal   yang   harus   diungkapkan   dalam   CaLK   terkait   dengan
Pendapatan-LO adalah :

a.  penerimaan   Pendapatan-LO   tahun   berkenaan   setelah   tanggal
berakhimya tahun anggaran;

b.  penjelasan mengenai Pendapatan.. LO yang pada tahun pelaporan
yang bersangkutan teljadi hal-hal yang bersifat khusus;

c.   penjelasan   sebab-sebab   tidak   tercapainya   target   penerimaan
pendapatan daerah; dan

d.  informasi lainnya yang dianggap |ierlu.

Pendapatan L0 disajikan pada haporan  Operasional  sesuai klasifikasi

dalam BAS.
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11.       KEBI.AKAN AKUNTANSI PENDAIPATAN LAPORAN REALISASI
AINGGAREI (IRA)

A.  UMUM

Menetapkan dasar-dasar penyajian reali:sasi dan anggaran pendapatan
pada entitas  pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan I)erundang-undangan.
Perbandingan antara anggaran dan reali sasi pendapatan menunjukkan
tingkat ketercapalan target-target yang tt=lah disepakati antara legislatif
dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Ruang Llngfup
1.  Kebijakan  ini  diterapkan  dalaln  akuntansi  Pendapatan-LRA  dalam

penyusunan laporan realisasi anggar€m.
2.  Pernyataan         kebijakan         ini         berlaku         untuk        entitas

akuntansi/pelaporan    Pemerintah    Kabupaten    Karawang,    yang
memperoleh     anggaran     berdasarkim     APBD,     tidak     termasuk
perusaliaan daerah.

I.  DEFINISI

1.  Penda atan-LRA  adalah semua  per.erimaan  Rekening  Kas  Umum
Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun

anggaran  yang  bersangkutan  yang  menjadi  hak  pemerintah,  dan
tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2.  Rekening     Has     Umum     Daerab:     adalah     rekening     tempat

penyimpanan  uang  daerah  yang  ditentukan  oleh  gubemur/bupati
untuk  menampung  seluruh  penerimaan  daerah   dan  membayar
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

3.  Saldo Anfgamn Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari
akumulasi  SiLPA/SiKPA  tahun-tahun  anggaran   sebelumnya  dan
tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

C.  KLASIFIRASI

Pendapatan  diklasirlkasi  berdasarkan  sumbemya,  secara garis  besar
ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

Pendapatan  diklasifikasi  berdasarkan  sumbernya,  secara  garis  besar

ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:



I.  Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi :

a.  Pajak Daerah.

b,  F3etribusi Daerah,

c.  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

d.  Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berdasarkan  mekanisme pemungutan  pajak daerah  dibagi dua,

yaitu :

\\     OIff icial Assessment

Jenis Pajak Daerah yang merLggunakan a/ict.a! assesment .
a)      PajakReklame.

(I)    Reklarne papaln  I  k.illboard /  videotron /  megatron
dan sejenisnya.

(2)     Reklame kain.

(3)     Reklame selembaran.

(4)    Reklame berjalan,1.ermasuk pada kendaraan.

(5)     Reklame udara.

(6)     Reklame apung.

(7)    Reklane suara.

(8)     Reklame film/s!id€ dan

(9)     Reklame peragaan
b)      PajakAir.

c)      Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2|     Seif Assessnent

Jenis Pajak Daerah yang m{mggunakan se!/ assesment.

a)      PajakHotel.

b)      Pajak Restoran.

c)      PajakHiburan.

(1)     Tontonan film.

(2)    Pergelaran    keseiiian,     Musik,    Tari,     dan/atan
busana.

(3)     Pameran.

(4)     Diskotik, Karoke, Klab malam dan sejenisnya.

(5)    Sirkus, Akrobat dan sulap.

(6)     Permainan billayiurd, Golf dan Bowling.
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(7)

(8)

Pacuan      kuda,      Kendaraan      bermotor      dan
Permainan ketangkasan.

Panti  pijat/refleksi,   mandi  uap/spa  dan   pusat
kebugaran Witness ci3rLter).

(9)     Pcrtadingan olahraga.
Pajak Penerangan Jalan.

Pajak Mineral Bukan Log,am dan Batuan.

(1)     Asbes.

(2)     Batutulis.

(3)     Batu setengah perrriata.

(4)    Batu kapur.

(5)     Batuapung.

(6)    Batu permata.

(7)     Bentonit.

(8)     Dolomit.

(9)     F`eldspar.

(10)  Garam batu (halt.te).

(11)   GrafLt.

(12)  Granit/Andesit.

(13)   Gips.

(14)   Kalsit.

(15)   Kaolin.

(16)  Leusit.

(17)   Magnesit.

(18)   Mika.

(19)  Mariner.

(20)  Nitrat.

(21)  Opsidien.

(22)  Oker.

(23)  Pasir dan Kerikil.

(24)  Pasir kuarsa.

(25)  Perlit.

(26)  Phospat.

(27)  Talk.

(28)  Tanah scrap Uitlzers eartn)



(29)  Tanah diatome.

(30)  Tanah liat.

(31)  Tawas (azttm).

(32)  Tras.

(33)  Yarosif.

(34)  Zcolit.

(35)  Basal.

(36)  Trakkit.

(37)  Mineral  bukan  logam  dan  batuan  lainnya  sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan

f)       Pajakparkir.

g)      Pajak sarang Burung w€ulet.

h)     Pajak Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2. Pendapatan Transfer,

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang ssh.

D.  PENGAKUAN

Pendapatan-LRA diakui pada saat :

1.   Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.

2.   Kas      atas       pendapatan      tersebut      telah      diterima      oleh
Bendahara   Penerimaan   dan   hin€;ga   tanggal   pelaporan   belum
disetorkan  ke  RKUD,  dengan  ketentuan  Bendahara  Penerimaan
tersebut merupakan bagian dari BU D.

3.   Kas  atas  pendapatan  tersebut  telah  diterima  satker/SKPD  dan
digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas
penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

4.   Kas    atas    pendapatan    yang    b3rasal    dari    hibah    langsung
dalam/luar negeri yang digunakarL  untuk mendanai pengeluaran
entitas   telah   diterima,   dengan   s;yarat   entitas   penerima   wajib
mela.porkannya kepada BUD.

5.   Kas  atas  pendapatan  yang  diterima  entitas  lain  di  luar  entitas
pemerintah  berdasarkan  otoritas  yang  diberikan  oleh  BUD,  dan
BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
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E.  PENGUKURAN

1.    Pendapatan-I,RA   diukur   dan   dical:at  berdasarkan   azas   bruto,
yaitu    dengan    membukukan    penerimaan    bruto,    dan    tidak
mencatat   jumlah    netonya   (setelah    dikompensasikan    dengan
pengeluaran).

2.    Dalam  hal  besaran  pengurang  terhadap  pendapatan-LRA  bruto
(biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak
dapat  dianggarkan   terlebih  dahulu  dikarenakan   proses   belum
selesai, maka asas brute dapat dikecualikan.

3.   Pendapatan  dalam  mata  uang  asjng  diukur  dan  dicatat  pada
tanggal transaksi menggunakan kur s tengah Bank Indonesia.

F.  PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1.  Pendapatan-LRA    disajikan    dalam    Laporan    Realisasi    Anggaran
dengan basis kas sesuai dengan klasirikasi dalam BAS.

2.  Hal-hal   yang   harus   diungkapkan   dalam   CaLK   terkait   dengan
Pendapatan-LRA adalah :

a.  penerimaan    pendapatan    tahun    berkenaan    setelah    tanggal
berakhirnya tahun anggaran;

b.  penjelasan  mengenai  pendapatari  yang  pada  tahun  pelaporan
yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

c.  penjelasan   sebab-sebab   tidak   tercapainya   target   penerimaan
pendapatan daerah; dan

d.  infomasi lainnya yang dianggap I)erlu.
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Pendapatan  LRA  disajikan  pada  Lapor€m  Realisasi  Anggaran  sesuai
klasifikasi dalani BAS.

'
N DA^i eaA.I.A EL^EFiAi+
31  DE3EMBER 20Xl  a.n 20XO

Il)I,in rumb,

-mo „,bl,I
(#)

D,II,,I
SOX, 20X, 2®ro

ca " Xxt in" tt in
in tt XXX ca
in in " "
Lu XXX XJtx XXX

ra " rs" in " cain XIX in ra" " ce "ut XXJ,

fl " " XKXin "
Lu an XJu 111-
in in in "* ca ca ttn in in X"
XJtJ( Xm XJu XXX

ul\n.UK TAHUN TANG  BERAKrmR sAMPAi DEi\icAN

PEaeE-
PEhB.P^T" ^Bu a.ER^11

P.nd.p.ton lapJak D.er.h
Pond.p.On F`.tlbu.I Oaomh
Pond.pabri Ha.lI P.n..lolli.n K®toi.-n D..rali yeng 0lplaahken
l.lnJilln PAD y.no S.h

Jlhl.h hrwhp.qn A.u EL.I.h

pEnnLp^T^hi TR^i`BIB
Tft^^BR plifm.TAV puaAT . a.N^ PEI)M aA.ia^N
D.n. e..l Ha.ll P®jck
O.n. I.o1 H..ll §Limb.r D.y] Alem
I).n. Alok..I urrium
Don. Aloke.I thu.u.

-I|ml.I. I.Ad.p.t.I. Tr-cotor I)I.. P.dmbng.a

TI`AhBR pE]IEFur^N F.tis^T . Liu NNv^
D.I`a otroml Khu.u.
DaeF.en"uutn

J`mt.I. P.ltd.ptin Tr.bfor LJho"
to.il P.ne.p.trn Tr.rwhr

LAltoLAIN f.EhD^p^T^N y^.io a^i+
P.nd.petan HIEiah
Perta.petan Dane Darlirat
P.nd.p8dn Lelnnye

Jtiml.li P.nd.p.ti. I.lwhln y.no 8.1`

12



LAMPIRAN IV: PERATURAN   ]3UPATI KARAWANG

NOMOR   42   TAHUN 2019

TENTANG          KEB IJAKAN          AKU NTAN SI

PBMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

A.   UMUM

Tutuan

Kebijakan akuntansi beban mengatur pi3rlakuan akuntansi atas beban

yang       meliputi       pengakuan,       per.gukuran,       penyajian       dan
pengungkapannya dalam penyusunan  Laporan Keuangan pemerintah
daerah.

Ruang Lingfup

1.   Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan
disajikan dengan menggunakan aki intansi berbasis akrual.

2.   Pemyataan        kebijakan        ini        berlalou        untuk        entitas
akuntansi/pelaporan    Pemerintah    Kabupaten    Karawang    yang
memperoleh    anggaran    berdasarkan    APBD,     tidak    termasuk

perusahaan daerah.

8.   DEFINISI

1.  Beban   adalah penurunan   manfa€it   ekonomi   atau   potensi  jasa
dalam  periode  pelaporan  yang  menurunkan  ekuitas,  yang  dapat
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atan timbulnya kewajiban.

2.   Bebaa     merupakan     unsur/komponen     penyusunan     Laporan
operasional pe).

3.   Bet)an  Ooerasl  adalah  pengeluar,a.n  uang  atau  kewajiban  untuk

mengeluarkan    uang    dari    entjtas    dalam    rangka    kegiatan
operasional   entitas   agar   entitasi   dapat   melakukan   fungsinya
dengan baik.

4.    Beban  Ooerasi  terdiri  dari  Beb€m  Pegawai,  Beban  Barang  dan

Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan
Sosial,     Beban   Penyusutan  dan   Amortisasi,   Beban   Penyisihan
Piutang, dan Beban lain-lain
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5.    Beban  oef±awai  merupakan  kompensasi  terhadap  pegawai  baik
dalam  bentuk uang atau  baraLng, yang harus  dibayarkan  kepada

pejabat    negara,     pegawai    negeri    sipil,    dan    pegawai    yang
dipekerjakan  oleh  pemerintah  daer€ih yang  belum  berstatus  PNS
sebagai imbalan atas pekeljaan yarig telah dilaksanakan,  kecuali

pekeljaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

6.   Beban Barang dan .asa merupakaii penurunan manfaat ekonomi
dalam  periode  pelaporan  yang  merLurunkan  ekuitas,  yang  dapat
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban
akibat  transaksi  pengadaan  barang  dan jasa  yang  habis  pakai,
perjalanan       dinas,       pemelihara€m       termasuk       pembayaran
honorarium kegiatan kepada non riegawai dan  pemberian hadiah
atas kegiatan tertentu terkait denga :1 suatu prestasi.

7.   Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah
untuk pembayaran bunga (inteneso yang dilakukan atas kewajiban

penggunaan  pokok  utang  tr]r{ncipa!  outsfcindfxp9)  termasuk  beban
pembayaran biaya-biaya yang terkalt dengan pinjaman dan hibah
yang diterirna pemerintah daerah scperti biaya comrm.tment /ee dan
biaya denda.

8.    Beban  Subsidi  merupakan  pengeluaran  atau  alokasi  anggaran

yang  diberikan  pemerintah  daerah  kepada  perusahaan/lembaga
tertentu   agar  harga  jual  produksi/jasa  yang  dihasilkan  dapat
terjangkau oleh masyarakat.

9.    Beban  Hlbah merupakan beban pemerintah  dalam bentuk uang,
barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya,

perusahaan daerah, maeyarakat, c.an organisasi kemasyarakatan,
yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

10. Beban   Bantuan   Sosial   merupal::an   beban   pemerintah   daerah
dalam bentuk uang atau barang }:ang diberikan kepada individu,
keluarga,   kelompok  dan/atau  masyarakat  yang   sifatnya   tidak
secara    terus    menerus    dan    selektif   yang    bertujuan    untuk
melindungi dari kemungkinan terjndinya resiko sosial.

11. Beban  Penvusutan  dan  amortlsii±§i  adalah  beban  yang  terjadi
akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada
saat  penurunan  nilai  aset  sehubungan  dengan  penggunaan  aset
bersangkutan/berlalunyawaktu.



12. Beban   Penvlslhan   Piutang  merupakan  cadangan  yang   harus
dibentuk  sebesar  persentase  terter.tu  dari  arfun  piutang  terkait
ketertagihan piutang.

13. Beban hain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam

kategori tersebut di atas.

14. Beban Transfer merupakan beban     rupa pengeluaran uang atau
kewajiban  untuk  mengeluarkan   iLang  dari   pemerintah   daerah
kepada  entitas  pelaporan  lain  yalng  diwajibkan  oleh  peraturan

perundang-undangan.

15. Beban  Nob  Ooerasional  adalah  bcban yang  sifatnya  tidak  rutin
dan     perlu    dikelompokkan    ters¢3ndiri     dalam     kegiatan    non

operasional.

16. Beban Luar Biasa adalah beban ya:|g terjadi karena kejadian yang

tidak  dapat  diramalkan  terjadi  pada  awal  tahun  anggaran,tidak
diharapkan  teljadi  berulang-ulang,  dan  kejadian  diluar  kendali
entitas pemerintali.

C.   KLASIFIKASI

Beban      diklasifikasikan      menurut      klasifikasi      ekonomi,      yaitu

mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun
Standar.

D.   pENaAKUAN

1.  Beban diakui pada :

a. Saat timbulnya kewajiban;
b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan

c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

2.    Saat   timbulnya   kewajiban   artiirya   beban   diakui   pada   saat

teljadinya  peralihan  hak  dari  piliak  lain  ke  pemerintah  daerah
tanpa  diikuti  keluamya  kas  dari  kas  umum  daerah.  Contohnya
tagihan  rekening  telepon  dan  rekening  listrik  yang  sudah  aLda
tagihannya belum dibayar pemerirLtah dapat diakui sebagai beban.



3.    Saat  terjadinya  konsumsi  aset  aLrtinya  beban  diakui  pada  saat

pengeluaran    kas    kepada    pihak    lain    yang    tidak    didahului
timbulnya   kewajiban   dan/atau   ki)nsumsi   aset   nonkas   dalam

kegiatan operasional pemerintah dacrah.

4.    Saat  terjadinya  penurunan  manfa€it  ekonomi  atau  potensi  jasa
artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan
dengan penggunaan aset bersangku.tan/ berlalunya waktu. Contoh

penurunan manfaat ekonomi atau I:iotensi jasa adalah penyusutan
atau amortisasi.

5.    Bila  dikaitkan  dengan  pengeluararL  kas  maka  pengakuan  beban

dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

a. Beban diakui sebelum pengeluargin kas;

b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban  diakui  sebelum pengeluaran  kas  dilakukan apabila dalam
hal proses transaksi pengeluaran claerah terjadi perbedaan waktu
antara pengahaian beban dan pengcluaran kas, dimana pengakuan
beban  daerah  dilakukan  lebih  dulu,  maka  kebijakan  akuntansi
untuk   pengakuan   beban   dapat   dilakukan   pada   saat   terbit
dokumen  penetapan/ pengakuan  tieban/ kewajiban  walaupun  kas
belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya
beban   dan   sesuai   dengan   prins.p  akuntansi  yang  konservatif
bahwa   jika   beban    sudah   menjadi   kewajiban    harus    segera
dilakukan   pengakuan  meskipun  belum   dilakukan   pengeluaran
kas. Contohnya saat Bendahara P€mgeluaran telah membuat bukti
tagihan  LS  atas  Pengadaan  Bar€'ng  dan  Jasa  walaupun  belum
terbit  SP2D   LS,   maka  langsung  diakui   sebagai  beban  dengan
mcndcbct Bcban  L0  dan  mengkr€3dit Utang Beban.  §elengkapnya

dapat dilihat pada penjelasan berilmt:

•      Pembuatan  jenis  Tagihan  urLtuk jenis  SPP  LS  Barang  Jasa

pada   belanja   barang   dan   jasa   (kode   rekening   5.2.1.x.x,
5,2.2.x.x)   dengan   memilih  Belanja  Operasional  merupakan

sarana     pengakuan     beban     walaupun     uangnya     belum
dibayarkan oleh bendahara pimgeluaran.



ceJ-n-. 6         JEE!' dl

Pengakuan untuk SPP LS Barar.g Jasa ini langsung mendebet
rekening beban (kode 9) dan mc;ngkredit Utang Beban Barang
dan Jasa (kode 2) seperti gambar berikut:

Laporan    Keuangan    yang    akan    terpengaruh    dari    transaksi

penagihan dengan kategori Belanja ()perasional ini adalah Laporan
Operasional (LO) untuk yang berkocl.e 9 dan Neraca untuk berkode

2  sedangan  LRA  tidak  berpengaruh  karena baru  mencatat kalau
sudah terbit SP2D atas tagihan belanja barang dan jasa tersebut.
•    Pengakuan    Belanja    Modal   untuk    kode    rekening   belanja

5.2.3.x.x  tidak  ada  pengakuan  beban  karena  pengakuannya

langsung  ke   pengakuan  Aset  dengan  mendebet  Jenis  Aset

(kode    rekening    1/akun    ner,a.ca)    dan    mengkredit    Utang
Pengadaan Aset Tetap (kode rekening 2/akun neraca).

":mBa§isAk"ai
KodeRwhg Urn R!kenhg

16        „    Mud

z.L6,o5,Oil      ts             76          UtrypeyadrmAsetTetry

"'",rm,in
--__.--I

199.Ow.Owqu

Laporan   Keuangan   yang   akan   terpengaruh   dari   transaksi

penagihan   dengan   kategori   Belanja  Modal   Non  Termin   ini
adalah   neraca  sedangkan   LO   dan   LRA  tidak  berpengaruh
karena  LO  tidak  mencatat  re€ulisasi  transaksi  belanja  modal,

berpengaruhnya nanti saat pelicatatan beban penyusutan aset
tersebut  sedangkan  LRA  baru  mencatat  kalau  sudah  terbit
SP2D atas tagihan belanja mo(lal tersebut.

6.    Beban   diakui   bersamaan   dengrLn   pengeluaran   kas   dilakukan

apabila   perbedaan   waktu   antara  saat  pengakuan   beban   dan

pengeluaran   kas   daerah   tidak   signifikan,   maka   beban   diakui
bersamaan dengan saat pengeluaran kas.



7.  Perlakuan  akuntansi  terkait  pengakuan  beban  yang  bersamaan
dengan    pengeluaran    kas    ini    dapat   juga    dilakukan    dengan

pertimbangan manfaat dan  biaya,  tr€msaksi  ini akan  memberikan
manfaat   yang   sama   dibanding   dl3ngan   perlakuan   akuntansi

(accounting treafmen£/ yang harus dilakukan. Contoh atas transaksi
ini   adalah   saat   Bendahara   Penge]uaran   membuat   SPJ   Bukti
Pengeluaran  atas  tagihan  GU  yang  sudah  dibayar  maka  saat  itu

juga akan  diakui  beban tersebut derLgan  mendebet Beban LO  dan
mengkredit Kas Dibendahara Pengeliiaran.

8.  Dengan  berlakunya  basis  akrual,  Inaka  bukti  pengeluaran  saat
membuat  SPJ  GU    merupakan  sarana  pengakuan  beban  akrual
tanpa harus menunggu SP2D GU ny€i dikeluarkan oleh BUD.

No. Bulcti                         .77«uRAn.U1.01.01cO15

TanggalBum          |19"2016           j±

Car.Pcmb&yaran    G  Tumi      r  e.nk

Rok.nj.,0          rl rT rT riJ rT
N.rna I]t nerl"

Allm,I

Belanj. l]emcllt.ai.aaii Pcrllat.n dan Perlengklpi in k.ntor

Niiai                                                                            le.loo.000

Ketermg.n

BkL Sekrct.rat

ILembay.ran l>et.nJ. pcmeuh.roan per.tan dtl n perlongk.p.n k.ntor

H IfThFT;

9.  Dengan  dibuatnya  bukti  pengeluaran  ini  secara  otomatis  pada

jumal akan timbul pengakuan beban dari rekening belanja yang di
tagihkan     tersebut     dengan     cat€itan     atas     belanja     rekening

permendagri   13  yang  berkode  aw€il  5  tersebut  sudah  dibuatkan
mapping  akrualnya  ke  rekening  beban  (rekening  permendagri  64
dengan    kode    9)    sehingga    bukti    pengeluaran    tersebut    akan

mempengaruhi  laporan  operasional     Sedangkan  pada  basis  kas
belum diakui sebagai belanja hanya diakui sebagai uang muka dan
baru diakui belanja saat SP2D GU tersebut dikeluarkan oleh BUD.

Perlakuan atas kedua metode akrual dan kas tersebut dapat dilihat

pada jurnal dibawah ini:
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10. Beban  diakui  setelah  pengeluaran  kas  dilakukan  apabila  dalam
hal proses transaksi pengeluaran d€ierah terjadi perbedaan waktu
antara  pengeluaran  kas  daerah  d€.n  pengakuan  beban,  dimana

pengakuan   beban   dilakukan   setclah   pengeluaran   kas,   maka
pengakuan  beban  dapat  dilakukar  pada  saat  barang  atau jasa
dimanfaatkan   walaupun   kas   sudah   dikeluarkan.    Pada   saat

pengeluaran    kas    mendahului    diri    saat    barang    atau   jasa
dimanfaatkan,  pengeluaran  tersebut  belum  dapat  diakui  sebagai
Beban.  Pengeluaran  kas  tersebut  dapat  diklasifikasikan  sebagai
Beban   Dibayar   di   Muka   (ak`m   neraca),   Aset  Tetap   dan   Aset

Lainnya.

11. Beban  dengan  mekanisme  UP/GU/TU  akan  diakui  berdasarkan

bukti    pengeluaran    beban    telah    disahkan    oleh    Pengguna
Anggaran/pada    saat    Pertanggungjawaban    (SPU)    atau    diakui
bersamaan  dengan  pengeluaran k€is  dari  bendahara pengeluaran
dan dilakukan penyesuaian pada a'chir periode akuntansi.

12. Pada   saat   penyusunan   laporan    keua.ngan    harus   dilakukan

penyesuaian terhadap pengakuan 1 )eban, yaitu:
a. Beban   Pegawai,   diakui   timbuliya   kewajiban   beban   pegawai

berdasarkan  dokumen yang  sah,  misal  daftar gaji,  tetapi  pada
31  Desember belum dibayar.

b. Beban Barang dan Jasa,  diakui pada saat timbulnya kewajiban
atau   peralihan   hak   dari   pihak   ketiga   yaitu   ketika   bukti

penerimaan   barang/jasa   atau    Berita   Acara   Serah   Terima
ditandatangani tetapi pada 31  I)esember belum dibayar.  Dalam
hal  pada  akhir  tahun  masih  tcrdapat  barang  persediaan yang
belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

7



c.Beban     Penyusutan     dan     amoitisasi     diakui     saat     akhir
tahun/periode  akuntansi  berdasar.ken  metode  penyusutan dan
amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti

memorial yang diterbitkan.
d. Beban   Penyisihan   Piutang   diakui   saat   akhir   tahun/periode

akuntansi   berdasarkan   persent€ise   cadangan   piutang   yang
sudah  ditetapkan  dengan  mengacu  pada  bukti  memorial  yang
diterbitkan.

e. Beban  Bunga  diakui  saat  bunga  tersebut jatuh  tempo  untuk
dibayarkan.  Untuk keperluan  pelaporan  keuangan,  nilai  beban
bunga diakui  sampai dengan  tanggal pelaporan walaupun  saat

jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
f.  Beban    transfer    diakui    pada    saat    timbulnya    kewajiban

pemerintah  daerah.    Dalam  hal  pada  akhir  periode  akuntansi
terdapat  alokasi  daLna  yang  hariLs  dibagihasilkan  tetapi  belum

disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima,
maka  nilai   tersebut  dapat  diakui   sebagai  beban  atau  yang
berarti beban diakui dengan konclisi sebelum pengeluaran kas.

9.   Dalam  hal badan layanan umum daerah  dan  perlakuan dana
kapitasi  jaminan  kesehatan  msional,   beban  diakui  dengan
mengacu    pada    peraturan    perundangan    yang    mengatur
mengenai hal tersebut.

E.   PBNGUKURAN

Beban diukur sesuai dengan:

a. harga   perolehan   atas   barang/jasa   atau   nilai   nominal   atas
kewajiban  beban yang  timbul,  konsumsi  aset,  dan  penurunan
manfaat   ekonomi   atau   potensi  jasa.   Beban   diukur   dengan
menggunakan mata uang rupiah.

b.menaksir    nilai    wajar    baran€;/jasa    tersebut    pada    tanggal
transaksi   jika   barang/jasa   tcrsebut   tidak   diperoleh   harga

perolehannya.



F.   PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1.    Beban   disajikan   dalam   Laporan   Operasional   (LO).   Rincian   dari

Beban  dijelaskan  dalam  Catatan  a\.as  Laporan  Keuangan  (CaLK)

s!e§uai dengan klasifikasi ckonomi, yaitu:

a. Beban Operasi, yang terdiri dari:  T3eban Pegawai,   Beban Barang

dan  Jasa,  Beban  Bunga,  Beban  Subsidi,  Beban  Hibah,  Beban
Bantuan   Sosial,     Beban   Penyus;utan  dan  Amortisasi,   Beban
Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain

b. Beban Transfer

c. Beban Non Operasional

d. Beban Luar Biasa

2.    Pos   luar   biasa   disajikan   terpisah   dari   pos-pos   lainnya  dalam

Laporan  Operasional  dan  disajikan  sesudah  Surplus/Defisit  dari

Kegiatan Non Operasional.

3.    Hal-hal   yang   perlu   diungkapkan   sehubungan   dengan   beban,

antara lain:

a. Pengeluaran beban tahun berken.lan
b. Pengakuan  beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya

periode      akuntansi/tahun      aiiggaran      sebagai      penjelasan

perbedaan antara pengakuan bekinja.
c. Informasi lainnya yang dianggap  ..erlu.



LAMPIRAN V:   PEEIATURAN   BUPATI KARAWANG

NOMOR   42   TA'.1UN 2019

TENTANG             KEB IJAKAN            AKU NTAN SI

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

Keel.AKAN AKUNTANS:( BELAN.A

A.   UMUM

Tujuan

Kebijakan   akuntansi   belanja   mengatur   perlakuan   akuntansi   atas
belanja   yang    meliputi    pengakuan,    pengukuran,    penyajian    dan

pengungkapannya dalaln penyusunan I,aporan Keuangan pemerintah
daerah.

Ruang Lingfup

1.   Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan
disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

2.   Pemyataan  kebijakan  ini  berlaku  untuk  entitas  akuntansi  dan
entitas     pelaporan     Pemerintah     Kabupaten     Karawang,     yang
memperoleh    anggaran    berdasarkan    APBD,     tidak    termasuk

perusahaan daerah dan badan laya nan umum.

8.   DEFINISI BELAN.A

1.  Belanja   adalah   semua   pengeluaran   dari   Rekening   Kas   Umum

Daerah   dan   Bendahara   Pengelu,iran   yang   mengurangi   Saldo
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang

tidak akan diperoleh pembayaram}ra kembali oleh pemerintah.

2.   Belanja   merupakan   unsur   /   homponen   penyusunan   Laporan
Realisasi Anggaran quRA) .

3.   Belaria terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak
terduga, serta belanja transfer.

4.   Belanla  OI)erasi  adalah  pengeluaran  anggaran  untuk  kegiatan
sehari-hari yang memberi manfaat jangha pendek.  Belanja operasi

antara  lain  meliputi  belanja  pegawai,  belanja  barang  dan  jasa,
belanja   bunga,   belanja   subsid.,   belanja   hibah,   dan   belanja
bantuan sosial.



5.   Belanfo  I.egowa|  merupakan  kompcinsasi  terhadap  pegawai  baik
dalam  bentuk uang atau  barang,  yang harus  dibayarkan  kepada

pejabat    negara,     pegawai    negeri    sipil,    dan    pegawai    yang
dipekerjakan  oleh  pemerintah  daer€h yang belum  berstatus  PNS
sebagai imbalan  atas pekerjaan yarig telah  dilaksanakan,  kccuali

pekeriaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

6.   Belanla  barang  dan  lasa  adalah  pengeluaran  anggaran  untuk

pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari  12
(dua  belas)   bulan  dalam  melaksajlakan  program  dan  kegiatan
pemerintahan.

7.   Belanfo     Bunf!a     merupakan     pengeluaran     anggaran     untuk

pembayaran   bunga   (Interest)   yang   dilakukan   atas   kewa.jiban
penggunaan  pokok utang  torinc{pa!  oittsfnding)  termasuk  beban

pembayaran biaya-biaya yang terkejt dengan pinjaman dan hibah
yang diterima pemerintah daerah scperti biaya commifmeut /ee dan
biaya denda.

8.   Belanfo  Subsidl  merupakan  pengeluaran  atau  alokasi  anggaran

yang  diberikan  pemerintah  daerah  kepada  perusahaan/lembaga
tertentu   agar  harga  jual  produksi/jasa  yang  dihasilkan   dapat
teljangkau oleh masyarakat.

9.   Belanin  Hibah  merupakan  penge]uaran  anggaran  dalam  bentuk
uang,  barang,  atau jasa  kepada  pemerintah,  pemerintah  daerah
lairmya,     perusahaan     daerah,     rna.syarakat,     dan     organisasi
kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

10. Belanin Bantuan Social merupak;in pengeluaran anggaran dalam
bentuk   uang   atau   barang   yang   diberikan   kepada   individu,
keluarga,   kelompok  dan/atau   masyarakat  yang   sifatnya   tidak
secara    terus    menerus    dan    sL.lektif   yang    bertujuan    untuk
melindungi dari kemungkinan telj adinya resiko sosial.

11. Belania  Modal   adalah  pengeluaran  anggaran  untuk  perolehan
aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu

periode  akuntansi.   Belanja  modal  meliputi  antara  lain   belanja
modal untuk perolehan  tanah,  gedung dan bangunan,  peralatan,
dan aset tak berwuiud.



Nilai   yang   dianggarkan   dalam   bc.1apja   modal   sebesar   harga
beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan

pengadaan/    pembangunan    aset    sampai    aset    tersebut    siap
digunakan.

12. Belanfa   Thk   Terduf!a   adalah   ptmgeluaran   anggaran   untuk
kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang
seperti   penanggulangan   bencana   alam,   bencana   sosial,   dan

pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam
rangka penyelenggaraan kewenangari pemerintah daerah.

13. Belanfo  Transfer   adalah  belanja [ierupa pengeluaran uang atau
kewajiban   untuk   mengeluarkan   uang   dari   entitas   pelaporan
kepada    suatu   entitas   pelaporan   lain   yang   diwajibkan   oleh

peraturan perundang-undangan ,

C.     KLASIFIKASI

Belanla daerah diklasifikasikan menurut:

a.  Klasifikasi  organisasi, yaitu  mengel(.mpokkan  belarija berdasarkan

organisasi  atau  Satuan  Keria Perarigkat  Daerah  (SKPD)  Pengguna

Anggaran.

b.  Klasifikasi  ekonomi,  yaitu  mengelompolckan  belanja  berdasarkarn

jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
c.  Belanja   menurut   klasifikasi   ekom)mi   secara  terinci   ada   dalam

Bagan Akun Standar.

D.     PENGAKUAN

Belanja diakui pada saat:

a)  Teljadinya pengeluaran dari RKUD.

b)  Khu su s        pengeluaran        melalLi i        bendahara        pengeluaran

pengakuannya    terjadi    pada    sfiat    pertanggungjawaban    atas

pengeluaran  tersebut disahkan  olt)h unit yang mempunyai  fungsi

perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
c)  Dalam  hal  badan  layanan  umum  dan  perlakuan  dana  kapitasi

jaminan kesehatan nasional,  belarLja diakui dengan mengacu pada

peraturan perundangan yang men{!atur mengenai hal tersebut.



E.   PENGUKUEN

1.  Pengukuran    belanja    berdasarkan    realisasi    klasifikasi    yang

ditetapkan dalam dokumen anggaran.

2.   Pengukuran  belanja  dilaksanakan  berdasarkan  azas  bruto  dan
diukur    berdasarkan    nilai    nomiiial    yang    dikeluarkan    dan
tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

F.   PBNYAaJIAN DA)I PENGUNGKAPAN

1.  Belanja  disajikan  dalam  Laporan  Rt!alisasi  Anggaran  (LEIA)  sesuai

dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

a.  Belanja Operasi

b.  Belanja Modal

c.  Belanja Tak Terduga
dan dijelaskan dalam Catatan atas I.aporan Keuangan.

2.   Belanja  disajikan  dalam  mata uang  rupiah.  Apabila pengeluaran
kas  atas  belanja  dalani  mata  umg  asing,   maka  pengeluaran
tersebut  dijabarkan  dan  dinyatakan  dalam  mata  uang  rupiah.
Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs  tengah
Bank Indonesia pada tanggal transicksi.

3.   Perlu   diungkapkan  juga   mengenal  pengeluaran   belanja  tahun
berkenaan     setelah     tanggal     bf3rakhimya     tahun     anggaran,

penjelasan    sebab-sebab    tidak    t.erserapnya   anggaran    belanja
daerah,    referensi   silang   antar   akun   belanja   modal   dengan

penambahan   aset   tetap,   penjelasan   kejadian   luar   biasa   dan
inforrnasi lalnnya yang dianggap pcrlu.
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LAMPIRAN VI: PERATURAN   13UPATI KARAWANG

NOMOR   42   TAHUN 2019

TENTANG           KEBILJAKAN           AKUNTAN SI
PBMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

KBBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

A.   UMUM

Tujuan
I.   Tujuan   kebijakan   akuntansi   tram;fer   adalah   untuk   mengatur

perlakuan  akuntansi  atas  transfer  dan  informasi  lainnya  dalam
rangka  memenuhi  tujuan  akuntab.Iitas  sebagaimana  ditetapkan
oleh peraturan perundang-undangari.

2.   Perlakuan  akuntansi  transfer menGa.kup  derinisi,  pengakuan,  dan
pengungkapannya.

Ruang Lingfup
1.   Kebijakan  ini  diterapkan  dalam  akuntansi  transfer  yang  disusun

dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

2.   Pernyataan        kebijakan        ini        berlahi        untuk        entitas
akuntansi/pelaporan    pemerintah    Kabupaten    Karawang,    yang
memperoleh     anggaran     berdasari:an    APBD,
perusahaan daerah.

tidak    termasuk

I.   DBFINISI

1.   Transfer  adalah  penerimaan  atau  pengeluaran  uang  oleh  suatu
entitas  pelaporan  dari/kepada  enlitas  pelaporan  lain,  terrnasuk
dana perimbangan dan dana bagi ha.sil

2.   Transfer   I`ha8uk   lLRAl   adalah   penerimaan   uang   dari   entitas
pelaporan   lain,   misalnya   penerimaan   dana   perimbangan   dari
pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi

3.   Transfer Keluar fuRAl  adalah pengeluaran dari entitas pelaporan
ke  entitas  pelaporan  lain  seperti  pengeluaran  dana  perimbangan
oleh pemerintah pusat dan dana b€Lgi hasil oleh pemerintah daerah

4.   Pendal.atan Transfer ILol adalah pendapatan berupa penerimaan
uang atau  hak untuk menerima LLang oleh  entitas  pelaporan  dari
suatu  entintas  pelaporan  lain  yang  diwajibkan  oleh  peraturan
perundang-undangan.

5.   Beban Transfer 11®1 adalah beban berupa pengeluaran uang atau
kewajiban   untuk   mengeluarkan   uang   dari   entitas   pelaporan
kepada    suatu    entitas    pelaporan   lain   yang   diwajibkan   oleh
peraturan perundang-undangan.

1



C.   KLASIF[IIASI

1.   Transfer      diklasifikasikan      menurut      sumber      dan      entitas
penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber

±gns_feT   unfuk   pendapatan   trcusf q   dun   berdasarhan   endas
_peneri:mauntuktransfier/bebantransREerrsiegudiBAS.

2.   Klasifikasi  transfer  rnenurut  sumbe_-  dan  entitas  penerima  dalam
Bagan Akun Standar

D.   PENGAKUAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Trans}fer

1.  Untuk    kepentingan   penyajian    transfer    masuk   pada    Laporan
Realisasi  Anggaran,   pengakuan   atas   transfer  masuk  dilakukan
pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

2.  Untuk  kepentingan   penyajian   pendapatan   transfer  pada  dalam
Laporan Operasional, pengakuan in asing-masing jenis pendapatan
transfer dilakukan pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau

b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi
(realized)

3.  Pengakuan   pendapatan   transfer   tlilakukan   bersamaan   dengan
penerimaan  kas  selama  periode  beljalan.   Sedangkan  pada  saat
penyusunan  laporan keuangan,  pe.idapatan  transfer dapat diakui
sebelum      penerimaan        kas   apabila  terdapat  penetapan  hak
pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Transfer Keluar dan Beban Transfer
1.  Untuk    kepentingan    penyajian    tl.ansfer    keluar    pada    Laporan

Realisasi Anggaran, pengakuan atas; transfer keluar dilakukan pada
saat terbitnya SP2D alas beban anggaran transfer keluar.

2.  Untuk  kepentingan  penyajian  bet)an  transfer  pada  penyusunan
Laporan   Operasional,   pengakuan   beban   transfer   pada   periode
berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada
saat  diterbitkannya  SP2D.  Sedan{;ken  pengarfuan  beban  transfer
pada  saat  penyusunan  laporan  keuangan  dilakukan  penyesuaian
berdasarkan    dokumen   yang    menyatakan    kewajiban    transfer
pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah
lainnya/desa.



E.   PENGUKURAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
1.  Untuk   kepentingan   penyajian    traiisfer   masuk    pada   Laporan

Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan
jumlah transfer yang masuk ke Rekeiiing Kas Umum Daerah.

2.  Untuk   kepentingan   penyusunan   p€3nyajian   pendapatan   transfer
pada Laporan Operasional, pendapar,an transfer diukur dan dicatat
berdasarkan   hak   atas   pendapatan   transfer   bagi   pemerintah
daerah.

Transfer Keluar dan Bet)an Transfer
1.  Untuk   kepentingan   penyusunan    Laporan    Realisasi   Anggaran,

transfer   keluar   diukur   dan   dicata.t   sebesar   nilai   SP2D   yang
diterbitkan atas beban anggaran trar'.sfer keluar.

2.  Untuk   kepentingan      penyusunan   Laporan   Operasional,   beban
transfer diukur dan dicatat sebesar  kewajiban transfer pemerintah
daerah      yang      bersangkutan      kepada      pemerintah      daerah
lainnya/desa  berdasarkan  dokumen  yang  sah  sesuai  ketentuan
yang berlaku.

F.   PENILAIAN

Transfer Ma8uk dan Pendapatan Transfer
Transfer   masuk   dinilai   berdasarkan    a.sas    bruto,    yaitu   dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
a) Dalam  hal  terdapat  pemotongan  Dana  Transfer  dari  Pemerintah

Pusat  sebagai  akibat  pemerintah  d{rerah  yang bersangkutan  tidak
memenuhi    kewajiban    finansial    seperti    pembayaran    pinjaman
pemerintah daerah yang tertunggak   dan dikompensasikan sebagai
pembayaran   hutang   pemerintah   iaerah,   maka   dalam   laporan
realisasi   anggaran   tetap   disajikan   sebagai   transfer   DAU   dan
pengeluaran pembiayaan pembayar€in pinjaman pemerintah daerah.
Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan  Dana Trallsfer misalnya  DAU  merupakan
bentuk    hukuman    yang    diberikan    pemerintah    pusat    kepada
pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan
kewajiban  pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas
pemotongan      DAU      tersebut      dj.perlakukan      sebagai      koreksi
pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU
tahun anggaran ber].alan.



b) Dalam   hal   terdapat  pemotongan   D<ma  Transfer  karena  adanya
kelebihan    penyaluran    Dana    Tran{3fer    pada    tahun    anggaran
sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai
pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan
untuk jenis transfer yang sama.

a.  PENOUNGKAPAN

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam
Catatan atas Laporan Keuangan adal€h sebagai berikut :
a)  Penjelasan  rincian  atas  anggaran  dan  realisasi  transfer masuk

pada   Laporan   Realisasi   Anggar€m   dan   realisasi   pendapatan
transfer  pada  Laporan   Operasional  beserta  perbandingannya
dengan realisasi tahun anggaran s>ebelumnya;

b)  Penjelasan  atas  penyebab  teljaclinya  selisih  antara  anggaran
transfer masuk dengan realisasinya;

c)  Penjelasan atas perbedaan nilai I.ealisasi transfer masuk dalam
Laporan    Realisasi    Anggaran    tLengan    realisasi    pendapatan
transfer pada LaLporan Operasiongl; dan

d)  Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2.  Pengungkapan   atas   transfer  kelugr  dan   beban   transfer   dalam
Catatan atas Laporan Keuangan ad€lah sebagal berikut :

a)  Penjelasan  rincian  atas  anggaran  dan  realisasi  transfer  keluar
pada   Laporan   Realisasi   Anggaran,   rincian   realisasi   beban
transfer  pada  Laporan  Operasit)nal  beserta  perbandingannya
dengan tahun anggaran sebelumnya;

b)  Penjelasan  atas  penyebab  terjadinya  selisih  antara  anggaran
transfer keluar dengan realisasin:/a;

c)  Penjelasan  atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam
Laporan  Realisasi  Anggaran  dengan  realisasi  beban  transfer
pada Laporan Operasional; dan

d)  Informasi lainnya yang dianggap perlu.

•`ifinE=Eas
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LAMPIRAN VII  : PERATURAN   BUPATI KARAWANG

NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG               KEBIJAKAN               AKUNTAN SI
PEMERINTAH IIABUPATBN RARAWANG

KEBI.AKAN AKUNTAN§il PBMBIAYAAN

A.   UMUM

1. Definisi

Pembiayaan  ffinana.ng/ adalah  seluruh  transaksi  keuangan pemerintah,
baik  penerimaan  maupun  pengeluaran,  yang  perlu  dibayar  atau  akan
diterima   kembali,   yang   dalam   penganggaran   pemerintah   terutama
dimaksudkan  untuk  menutup  defisi.:  dan  atau  memanfaatkan  surplus
anggaran.

Penerimaan  pembiayaan  antara  lain  dapat  berasal  dari  pinjaman,  dan
hasil    divestasi.    Sementara,    pengeluaran    pembiayaan    antara    lain
digunakan   untuk   pembayaran   kembali   pokok   pinjaman,   pemberiar`
pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 ((lua) bagian, yaitu:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan   pembiayaan   adalah   semua  penerimaan   Rekening  Kas
Umum   Daerah   antara   lain   berasal   dari   penerimaan   pinjaman,
penjualan  obligasi  pemerintah,  hasil  privatisasi  perusahaan  daerah,
penerimaan  kembali  pinjaman  y{mg  diberikan  kepada  fihak  ketiga,
penjualan investasi permanen lain nya, dan pencairan dana cadangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran  pembiayaan  adalah  semua  pengeluaran  Rekening  Kas
Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak
ketiga,   penyertaan   modal   pemelintah,   pembayaran   kembali   pokok
pinjaman dalam periode  tahun anggaran  tertentu,  dan  pembentukan
dana cadangan.

8.   PENGAKUAN

1. Penerimaan  pembiayaan  diakui  pada  saat  diterima  pada  Rekening  Kas
Umum Negara/ Daerah.

2. Pengeluaran  pembiayaan  diakui  pada  saat  dikeluarkan  dari  Rekening
Kas Umum Negara/ Daerah.



C.   PBNGUKURAN

Pengukuran  pembiayaan  menggunake.n  mata  uang  rupiah  berdasarkan
nilai   sekarang  kas  yang  diterima  ata.u  yang  akan  diterima  oleh   nilai
sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
Pcmbiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonveroi ke mate uang
rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs t€mgan Bank Indonesia) pada tanggal
transaksi pembiayaan.

D.   PENYA.LAN DI LAPORAN KEUANGAN

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah
disajikan dalam laporan realisasi anggaran.

E.     PENGUNGKAPAN

Dalam   pengungkapan   pada   Catatan   atas   Laporan   Keuangan   terkait
dengan pembiaya.an, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1.  penerimaan  dan  pengeluaran  peribiayaan  tahun  berkenaan  setelah
tanggal berakhirnya tahun anggaran;

2.  penjelasan landasan hukum berkeliaan dengan penerimaan/ pemberian
pinjaman,   pembentukan/pencairan   dana  cadangan,   penjualan   aset
daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah;

3.  informasi lalnnya yang diangggap perlu.

tsFf:¥!`C¢;/
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LAMPIRAN VIII: PERATURAN   RUPATI KARAWANG

NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG              KEBIJAKAN              AKUNTAN SI

PEMERINTAH  KABUPATEN KARAWANG

KBBI.AI[AN AKUNTANsl KAS DAN sE'rARA KAs

A.   UMUM

Thjuan

1.   Tujuan kebijakan akuntansi kas dan setara kas adalah untuk mengatur

perlakuan akuntansi untuk kas da]i  setara kas dan  informasi lainnya
yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

2.   Kebijakan   ini   mengatur   perlakuan   akuntansi   kas   dan   setara   kas
Pemerintah  Kabupaten  Karawang  yang  meliputi  derinisi,  pengakuan,

pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

Ruang Linghp

1.  Kebijakan  akuntansi  ini  diterapkan  dalam  penyajian  seluruh  kas  dan
setara kas dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun
dan disajikan dengan basis akrual.

2.   Kebijakan    ini    diterapkan    untuk    entitas    Pemerintah    Kabupaten
Karawang tidak termasuk perusaha an daerah.

8.   DEFINISI

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat
digunakan untuk membiayai kegiatan I)emerintah daerah.
Setara kas   adalah investasi jangka rtendek yang sangat likuid yang siap
dicairkan   menjadi   kas   serta   bebas   dari   risiko   perubahan   nilai  yang
signifikan.
Ka9 juga meliputi seluruh uang yang  lams dipertanggungjawabkan, Saldo
simpanan  di  bank yang  setiap  saat  tlapat  ditarik  atau  digunakan  untuk
melakukan pembayaran.
Suatu investasi jangka pendek disebut. setara kas kalau investasi dimaksud
mempunyai  masa  jatuh  tempo  3  (ti!3a)  bulan  atau  kurang  dari  tanggal

perolehannya.



C.   KLASIFIKASI

Kas dan setara. kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai,
dikelola. dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD)  dan
kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara
umum daerah, misalnya bendahara pens;eluaran. Kas dan   setara kas yang
yang  dikuasai  dan  dibawah  tanggung  jawab  bendahara  umum  daerah
terdiri dari:
a. Kas di Kas Daerah.
b. Kas di Bendahara Penerimaan
c. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas  di  kas  daerah  mencakup  kas  yang;  dikuasai,  dikelola,  dan  di  bawah
tanggung jawab bendahara umum daerah, dan terdiri dari:
•    Saldo  rekening kas  daerah,  yaitu  saldo  rekening  -  rekening pada  bank

yang   ditentukan   oleh   Bupati   untuk   menampung   penerimaan   dan
pengeluaran pemerintah Kabupaten Karawang.

•    Setara kas, antara lain surat utang Negara (SUN)  /obligasi dan deposito

kurang dari tiga bulan, yang dikelola bendahara umum daerah
•    Uang tunai (uang kertas / tunai dan logam) di bendahara  umum daerah

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening
di bank maupun saldo uang tunai, yarLg berada di bawah tanggung jawab
bendahara  penerimaan.  Kas  tersebut  .erasal  dari  pungutan  dan  setoran

yang sudah diterima oleh Bendahara Pcnerimaan yang belum disetorkan ke
kas daerah.

Kas   di   bendahara   pengeluaran   merupakan   kas   yang   masih   dikelola
bendahara    pengeluaran    setiap    SKPD    yang    berasal    dari    sisa   uang

persediaan  (UYHD)  yang belum diseto]. ke  kas  daerah  per tanggal  neraca.
Kas  di  bendahara  pengeluaran  mencakup  seluruh  saldo  rekening  bank
bendahara  pengeluaran,  uang logam,  uang  kertas  dan  lain-lain  kas yang
benar-benar ada pada bendahara pengeluaran per tanggal neraca.
Tidak termasuk Kas di Kas Daerah ad€ilah Perhitungan Fihak  Ketiga (PFK)
berupa pajak pusat seperti PPN dan  I:'Ph Pasal 21,  Iuran Bapertarum dan
iuran  wajib  pegawai  lainnya yang masih  harus  disetorkan  ke  kas  negara
atau flhak lainnya yang berhak (diklasifikasikan dalam Kewajiban Jangka
Pendek).



D.  PEN®UKURAN

Kas dicatat sebesar nilai nominal.  Nilai  nominal artinya disajikan  sebesar
nilai   rupiahnya.   Apabila   terdapat   kas   dalam   bentuk   valuta   asing,
dikonversi  menjadi  rupiah  menggunakan  kurs  tengah  bank  sentral  pada
tanggal neraca.

E.   PENYAJIAN

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus
Kas.

Mutasi  antar  pos-pos  kas  dan  setara  kas  tidak  diinformasikan  dalam
laporan   keuangan   karena   kegiatan   tersebut   merupakan   bagian   dari
manajemen   kas   dan   bukan   merupalran  bagian  dari   aktivitas   operasi,
investasi, pendanaan, dan transitoris p€Lda  Laporan Arus Kas.

P.   PENOUNGKAPAN

Pengungkapan kas dan setara kas dal€im Catatan atas Laporan Keuangan

(CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagal berikut:
1.   Rincian kas dan setara kas;

2.   Kebijakan manajemen setara kas; da.n

3.   Informasi lainnya yang dianggap pe]iting.

'l,,.givpA:I.I

a-,,,/I,

\CB+LE¢TAgiv
:     ;,,t,`--i----,--,

WANG,

CHADIANA



LAMPIRAN IX :  PERATURAN   EUPATI RARAWANG

NOMOR  42 TAHUN 2019

TENTANG               KBB IJAKAN               AKUNTAN SI
PEMERINTAH ]!IABUPATEN KARAWANG

KEBIJAKAN AKUNTA,NSI PIUTANG

A.   UMUM

Tujuan

1.   Tujuan kebijakan akuntansi piutang, adalah untuk mengatur perlakuan

akuntansi  untuk  piutang  dan  infoimasi  lainnya  yang  dianggap  perlu

disajikan dalam laporan keuangan.

2.   Kebijakan   ini   mengatur   perlakuan   akuntansi   piutang   Pemerintah

Kabupaten  Karawang yang  meliputL  definisi,  pengakuan,  pengukuran,

penilaian da.n pengungkapannya.

Ruang Lingkup

1.  Kebijaka.n  akuntansi  ini  diterapkari  dalam  penyajian  seluruh  piutang

dalam   laporan   keuangan   untuk   :ujuan   umum  yang  disusun   dan

disajikan dengan basis akrual.

2.  Kebijakan    ini    diterapkan    untuk.    entitas    Pemerintah    Kabupaten

Karawang tidak termasuk perusaha a.n daerah.

8.   DEFINISI

1.  ±  adalah  jumlah  uang  yan{.;  wa.jib  dibayar  kepada  pemerintah

daerah dan/ atau hak pemerintah d€ ierah yang dapat dinilai dengan uang

sebagai  akibat  perjanjian/atan  ak.bat  lainnya  berdasarkan  peraturan

perundang-undangan atau akibat lainnya yang sali.

2.   Pinyisihan  Piutan£ Tak TertaLg±±.i adalah  taksiran  nilai  piutang yang

kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang

dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.



3.   Penllaian   lniallta8   t)iutanf!  untuk   penyisihan   piutang   tak  tertagih

dihitung    berdasarkan    kualitas    umur    piutang,    jeriis/karakteristik

piutang,    dan    diterapkan    dengaLn    melakukan    modifikasi    tertentu
tergantung kondisi dari debitumya

C.   KLASIFTKASI

Klasifikasi  piutang  secara  terinci  diurfiikan  dalam  Bagan  Akun  Standar

u3AS).

Piutang antara lain terdlri dari :

1.     Piutang pajak;

2.     Piutang Retribusi;

3.     Piutang Dana Bagi Hasil;

4.     Piutang Dana Alokasi umum;

5.     Piutang Dana Alokasi Khusus;

6.     Piutang Transfer Langsung;

7.     Bagian Lancar pinjaman;

8.     Bagian Lancar Tagihan penjualan Angsuran;

9.    Bagian Lancar Tuntutan perbendaharaan;
10.   Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rut;i; dan

11.   Piutang Lainnya.

Pertielasan lebih lanjut adalah sebagal 17erikut:

1.  Piutang Pajak dan Piutang Retribu.si
Piutang   yang   diakui   atas   pajak/retribusi   daerah   yang   sudah   ada
ketetapannya yaitu Surat Ketetapar Pajak Daerah dan Surat Ketetapan
Retribusi   Daerah   atau   dokumen   yang   dipersamakan   dengan   surat
ketetapan  itu,  yang  pembayarannyra  belum  diterima  dari  wajib  p?jak
maupun dari wajib retribusi pada alinir peric]de akuntansi.

2.  Piutang Bagi Hasil
Merupakan  hak  pemerintah  Kabupaten  atas  bagi  hasil  pajak  provinsi

(Pajak     Kendaraan    Bermotor/PK13,     Bea    Balik    Nana    Kendaraan
Bermotor/BEN-KB,  Pajak  Bahan  llakar  Kendaraan  Bermotor/PBB-KB,

dan Pajak Air Permukaan) yang sainpai dengan akhir periode akuntansi
belum masuk ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Karawang.



Piutang Bagi  Hasil  Pajak Provinsi din.ilai sebesar ketetapan yang belum

dicairkan,  yang  diterbitkan  pemerinl:ah  provinsi  sampal  dengan  akhir

periode akuntansi.

3.  Piutang Dana Aloka8i
Merupakan   hak   pemerintah   daera'.1   atas   alokasi   dana   yang   telah
dianggarkan      oleh      pemerintah      pusat            untuk      kepentingan

penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah  tetapi  sampai  akhir  periode
akuntansi   uangnya/dananya   belum   ditransfer   kepada   pemerintah
daerah.

4.  Bagian I,ancar Tagihan Penjualan Ang8uran
Merupakan   reklasiflkasi   tagihan   penjualan   angsuran   (aset   lainnya)
menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran karena akan jatuh
tempo dalam tahun berikutnya. Penjualan aset tetap pemerintah seperti
kendaraan  roda  empat  atau  penju€ilan  rumah  dinas  kepada  pegawai
dengan  cara  mengangsur  lebih  dari  12  bulan  disebut  sebagai  tagihan

penjualan angsuran.

6.  Bagian Lancar Pinjanan
Piutang pinjaman yang diberikan p€merintah daerah kepada pihak lain

dimasukkan  dalam  kelompok  investasi  dalaln  akun  pinjaman  kepada

pihak lain.  Pinjaman tersebut dikembalikan atau dibayar dalam jangka
panjang.   Bagian   Lancar   Pinjamari   kepada   pihak   lain   merupakan
reklasifikasi  Piutang  Pinjaman  keriada  pihak  lain  yang  jatuh  tempo

dalam tahun berikutnya.

6.  Baglan  Lancer  Tuntutan  Perbendaharaan  (TP)  dan  Tuntutan  Ganti
Ru8i (TGR'

Bendahara,  pegawai  negeri  bukan  bendahara,  atau  pejabat  lain  yang
karena   perbuatannya  melanggar   ..ukum  atau   melalaikan   kewajiban

yang   dibebankan   kepadanya   secara   langsung   merugikan   keuangan
daerah,  wajib  mengganti kerugian  tersebut.  Sejumlah kewajiban untuk
mengganti     kerugian     terscbut     clikenal     dengan     istilah    Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.



TP/TGR   biasa.nya   diselesaikan   pembayaran   selambat-1ambatnya   24
bulan   sehingga   di   neraca   dimasukkan   dalam   aset   lainnya.   Bagian
Lancar TP/TOR merupakan reklasifikasi lain-lain asset berupa TP/TGR

ke dalam aset lancar disebabkan  ad€inya TP/TGR jangka  panjang yang

jatuh tempo tahun berikutnya

7. Plutang Lainnya
Perkiraan    ini    untuk   mencatat   transaksi   yang   berkaitan    dengan

pengakuan piutang di luar Bagian L€incar Tagihan Penjualan Angsuran,
Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D,  Bagian Lancar TP/TGR,  dan
Piutang Pajak,
Contoh piutang lainnya adalah:
a)  Asuransi Dibayar Dimuka;

b)  Sewa dibayar dimuka;dan
c)  Tagihan    kepada   Pihak   Lain   b3rdasarkan   surat/dokumen   yang

menjadi    dasar    timbulnya    piulang    tersebut    sesuai    ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Pada umumnya piutang yang ada di {.SKPD adalah sebagai berikut :

a)   Piutang Pajak;

b)  Piutang Retribusi; dan

c)   Piutang Lainnya.

D.   PENGAKUAN

1.  Piutang  diakui  ketika  timbul  klairn/hak  untuk  menagih  uang  atau

manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :
a.   Diterbitkan surat ketetapan/ dolrumen yang sah;

b.   Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
c.    Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

2.  Peristiwa-peristiwa  yang  menimbulL:an  hak  tagih,  yaitu  peristiwa  yang

timbul dari pemberian pinjaman,  p{mjualan,  kemitraan,  dan pemberian
fasilitas/jasa  yang  diakui  sebagai  I)iutang  dan  dicatat  sebagai  aset  di
neraca, apabila memenuhi kriteria:
a.   harus  didukung  dengan  naskah  perjanjian  yang  menyatakan  hak

dan kewajiban secara jelas; dan
b.  jumlah piutang dapat diukur.



3.  Piutang  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  Pajak  dan  Sumber  Daya  Alam  diakui
berdasarkan   alokasi   definitif  yang   telah   ditetapkan   sesuai   dengan

dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar
hak daerah yang belum dibayarkan.

4.  Piutang  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  diakui  berdasarkan  jumlah  yang

ditetapkan   sesuai   dengan   dokumen   penetapan   yang   sah   menurut
ketentuan  yang  berlaku  yang  belu.in  ditransfer  dan  merupakan  hak
daerah.

5.  Piutang    Dana    Alokasi    Khusus    (DAK)    diakui    berdasarkan    klaim

pembayaran  yang  telah  diverifikasi  oleh  Pemerintah  Pusat  dan  telah
ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.

6.  Piutang transfer lainnya diakui apabila:

a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai
dengan  akhir  tahun  Pemerintah  Pusat  belum  menyalurkan  seluruh

pembayarannya,  sisa yang belum ditransfer akan menjadi  hak tagih
atau piutang bagi daerah penerim a;

b. dalam  hal  pencairan  dana diperlukan  persyaratan,  misalnya tingkat

penyelesaian pekeljaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat
persyaratan      sudah      dipenuhi,      tetapi      belum      dilaksanakan

pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

16. Piutang  Bagi  Hasil  dari  provinsi  tlihitung  berdasarkan  hasil  realisasi

pajak yang menjadi bagian  daerah  yang belum  dibayar  sesuai dengan
dokumen penetapan yang sah.

17. Piutang   transfer  antar  daerah   dihitung   berdasarkan   hasil   realisasi

pendapatan   yang   ber§angkutan   yang   menjadi   hak/bagian   daerah
penerima yang belum dibayar sesuai dengan dokumen penetapan yang
sah.

18. Piutang kelebihan transfer teljadi apabila dalam suatu tahun anggaran

ada  kelebihan  transfer.  Jika  kelebihan  transfer  belum  dikembalikan
maka kelebihan dimaksud dapat clikompensasikan dengan hak transfer

periode berikutnya.



19. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaltan dengan TP/TGR, harus
didukung    dengan     bukti     Surat     Keputusan     Pembebanan/SKP2K

/SKTJM/Dokumen   yang   dipersam€ikan,   yang   menunjukkan   bahwa

penyelesaian   atas   TP/TGR   dilakuk:an   dengan   cara   danai   (di   luar
pengadilan).  Keputusan    Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen  yang
dipersamakan merupakan  surat ket¢3rangan  tentang pengakuan bahwa
kerugian   tersebut   menjadi   tangguiig  jawab   seseorang  dan   bersedia
mengganti  kerugian  tersebut.    Apal)ila  penyelesaian  TP/TOR  tersebut

dilaksanakan    melalui   jalur   pengiidilan,    pengakuan    piutang   baru
dilakukan  setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat

penagihan.

E.   PENGUKURAN

1.   Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang
undangan, adalah sebagai berikut:
a. disajikan  sebesar  nilai yang  belum  dilunasi  sanpai  dengan  tanggal

pelaporan  dari  setiap  tagihan  yang  ditetapkan  berdasarkan  surat
ketetapan kurang bayar yang dite .-bitkan; atau

b. disajikan  sebesar  nilai  yang  belum  dilunasi  sampai  dengan  tanggal

pelaporan  dari  setiap  tagihan  yang  telah  ditetapkan  terutang  oleh
Pengadilan Pajak untuk Wajib PE.jak (WP) yang mengajukan bending;

atau

c. disajikan  sebesar  nilal  yang  belum  dilunasi  sampai  dengan  tanggal

pelaporan   dari   setiap   tagihan   yang   masih   proses   banding   atas
keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

2.   Pengukuran   piutang   yang   berasal   dari   perikatan,   adalah   sebagai
berikut:

a. P®mberian pin)aman

Piutang pemberian pinjaman dirLilal dengan jumlah yang dikeluarkan
dari  kas  daerah  dan/atau  apabila berupa barang/jasa harus  dinilai
dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
Apabila    dalam    naskah    peri€mjian    pinjaman    diatur    mengenai

kewajiban   bunga,   denda,   commitment   fee   dan   atau   biaya-biaya

pinjaman  lainnya,  maka  pada €ikhir  periode  pelaporan  harus  diakui
adanya bunga,  denda,  comm{£rr,ent /ee dan/atau biaya lainnya pada
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periode  berjalan  yang  terutang  (belum  dibayar)  pada  akhir  periode
pelaporan.

b. PeDjualan
PiL]fang dari I)eniualan diakui  seb(3sar nilai  sesual naskah  perjanjian

penjualan   yang   terutang   (beluin   dibayar)    pada   akhir   periode
pelaporan. Apabila dalam perjanji€m dipersyaratkan adanya potongan
pembayaran,    maka    nilai    piutang    harus    dicatat    sebesar    nilai
bersihnya.

c.  Kemltraan
Piutang  yang  timbul  diakui  berdasarkan  ketentuan-ketentuan  yang
dipersyaratkan dalam naskah perj.anjian kemitraan.

d.  Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berda€sarkan fasilitas atau jasa yang telah
diberikan  oleh  pemerintah  pada  akhir  periode  pelaporan,  dikurangi

dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
3.  Pengukuran piutang transfer adalah s;ebagai berikut:

a. Dana Bagi  Hasil  disajikan  sebesar nilai yang belum diterima sampai

dengan   tanggal   pelaporan   darj    setiap   tagihan   yang   ditetapkan

berdasarkan ketentuan transfer y,a.ng berlaku;
b. Dana Alokasi   Umum   sebesar jumlah yang   belum diterima,  dalam

hal  terdapat  kekurangan  transfer  DAU  dari  Pemerintah  Pusat  ke
kabupaten;

c. Dana Alokasi Khusus,  disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi
dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

4.  Pengukuran     piutang     ganti     rugi     berdasarkan     pengakuan     yang

dikemukakan di  atas, dilakukan setiagai berikut:
a. Disajikan  sebagai  aset  lancar  sebesar  nilai yang jatuh  tempo  dalam

tahun beljalan dan yang akan clitagih dalam  12  (dua belas) bulan ke
depan    berdasarkan    surat    kctentuan    penyelesaian    yang    telah
ditetapkan;

b. Disajikan  sebagai  aset  lainnya  terhadap  nilai yang  akan  dilunasi  di
atas  12 bulan berikutnya.



5.  Pengukuran Berikutnya /;Sttbsequent Measttrement/ Terhadap Pengakuan
Awal  Piutang  disajikan  berdasarkan  nilai  nominal  tagihan  yang  belum

dilunasi  tersebut  dikurangi  penyisihan  kerugian  piutang  tidak  tertagih.

Apabila terjadi kondisi yang memunglinkan penghapusan piuta.ng maka

masing-masing jenis  piutang  disajikem  setelah  dikurangi  piutang  yang
dihapuskan.

6.  Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan
dua   cara  yaitu:   penghapustagihan   /t~n.te-o/j  dan   penghapusbukuan

(u)rite down).
7.  Piutang  disajikan   sebesar  nilai  bers;ih  yang  dapat  direalisasikan   /net

rea!izczb!e   I/altte/,   yaitu   selisih   antara   nilal   nominal   piutang   dengan

penyisihan piutang.
8.  Kualitas  piutang  dikelompokkan  menjadi  4  (empat)  dengan  klasifikasi

sebagai berikut:

a. Kualitas Piutang Lancar;

b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;

c. Kualitas Piutang Diragukan;

d. Kualitas Piutang Macet.

F.   PEMBERIIENTIAN PENGAKUAN

1.   Pemberhentian  pengakuan  atas  pjutang  dilakukan  berdasarkan  sifat
dan  bentuk  yang  ditempuh  dalain  penyelesaian  piutang  dimaksud.

Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar
tunai    (pelunasan)    atau   melaks€.nakan    sesuatu    sehingga   tagihan
tersebut selesai/ 1unas.

2.   Pemberhentian   pengakuan   piutaig   selain   pelunasan   juga   dikenal
dengan  dua  cara  penghapustagihim  (turite-OJJ)  dan  penghapusbukuan

(zurite czotun) .

3.   Penghapusbukuan    piutang    ada]ah    kebijckan    intern    manajemen,
merupakan  proses  dan  keputusan  akuntansi  yang  berlaku  agar  nilai

piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net rea!ieab!e LJa!tte-nya.

4.   Penghapusbukuan  piutang tidak .secara otomatis  menghapus kegiatan

penagihan    piutang    dan    hanya    dimaksudkan    berarti    pengalihan
pencatatan darn intrahomptabel " n± aldi ekstrahomptabel.



5.   Penghapusbukuan piutang merupakim konsekuensi penghapustagihan

piutang.  Penghapusbukuan  piutang  dibuat  berdasarkan  berita  acara
atau   keputusan   pejabat   yang   berwenang   untuk   menghapustagih

piutang,  Keputusan dan/atau Berite  Acara merupakan  dokumen yang
sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

a.  PENILAEN

Piutang   disajikan   sebesar   nilai   bersih   yang   dapat   direalisasikan   (net
neazieabje  z;cz!zte) .

Nilai  bersih  yang  dapat  direalisasikan  {idalah  selisih  antara  nilai  nominal

piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan   kualitas   piutang   merupakan   salah   satu   dasar   untuk
menentukan  besaran  tarif penyisihan  I)iutang.  Penilaian  kualitas  piutang
dilakukan   dengan   mempertimbangkan  jatuh  tempo/umur  piutang  dan

perkembangan  upaya penagihan yang dilakukan oleh  pemerintah  daerah.
Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar  yang   digunakan   untuk   menghitung   penyisihan   piutang   adalah
kualita.s   piutang.   Kualitas   piutang   c..ikelompokkan   menjadi   4   (empat)

dengan klasifikasi sebagai berikut:
1.   Kualitas piutang Lancar;

2.   Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3,   Kualitas piutang Diragukan;

4.   Kualitas piutang Macet.

Penggolongan   Kualitas   Piutang   Pajak   dapat   dipilah   berdasarkan   cara

pemungut pajak yang terdiri dari:
1.   Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib P€ijak (set/czssessmerLf); dan

2.   Pajak  Ditetapkan  Oleh Kepala Daerah (o//icz.cz! czssessrnen€).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak y.|ng pemungutannya Dibayar Sendiri

oleh Wajib Pajak (se!/ assessment) dilaLukan dengan ketentuan:
1.   Kualitas lancar, dengan kriteria:

a.   Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
b.   Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
c.   Wajib Pajak kooperatif; dan/atau

d.   Wajib Pajak likuid; dan/atau
e.   Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/bending.



2.   Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

a.   Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau

b.   Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau

c.   Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau

d.   Wajib Pajak mengajukan keberat€in/banding.

3.   Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

a.   Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau

b.   Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau

c.   Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau

d.   Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

4.   Kualitas Macet, dengan kriteria:

a.   Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
b.   Wajib Pajak tidak ditemukan; dai.1/atau
c.   Wajib Pajak bangkmt/meningga] dunia; dan/atau
d.   Wajib Pajak mengalami musibah urorce majeure).

Penggolongan kualitas piutang pajak ya rig pemungutannya ditetapkan  oleh
Kepala Daerah (oj7j7icl.al czssessmenf) dilakukan dengan ketentuan:

1.   Kualitas Lancar, dengan kriteria:

a.   Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
b.   Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
c.   Wajib pajak likuid; dan/atau
d.   Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/baLnding.

2.   Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

a.   Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
b.   Wajib Pajak kurang kooperatif; (lan/atau

c.   Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

3.   Kualitas Diragukan, dengan kriteri€i:
a.   Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun: dan/atau
b.   Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
c.    Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

4.   Kualitas Macet, dengan kriteria:

a.   Umur piutang diatas 5 tahun; clan/atau
b.   Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau

c.   Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
d.   Wajib Pajak mengalami musibah "once mojenre).
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Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pfijak Khusus untuk objek Retribusi,
dapat dipilah berdasarkan karakteristik {5ebagai berikut:

1.   Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan  1 bulan;

2.   Kualitas Kurang Lancar, jika umur pintang 1 sampai dengan 3 bulan;
3.   Kualitas Diragukan, jika umur piutaJig 3 sampai dengan  12 bulan;
4,   Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12  bulan.
Penggolongan   Kualitas   Piutang   Bukan   Pajak   selain   yang   disebutkan
Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
1.   Kualitas  Lancar,  apabila  belum  dilakukan  pelunasan  sampai  dengan

tanggal jatuh tempo yang ditetapkan ;
2.   Kualitas  Kurang  Lancar,    apabila  c,alam jangka  waktu  1  (satu)  bulan

terhitung   sejak   tanggal   Surat   TaLgihan   Pertama   tidak   dilakukan

pelunasan;
3.   Kualitas   Diragukan,   apabila   dalam  jangka   waktu   1    (satu)   bulan

terhitung    sejak    tanggal    Surat    Tagihan    Kedua    tidak    dilakukan

pelunasan; dan
4.   Kualitas  Macet,  apabila  dalam janf!ka  waktu  I  (satu)  bulan  terhitung

sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga 1. idak dilakukan pelunasan.

Besamya   penyisihan   piutang   tidak   tertagih   pada   setiap   akhir   tahun
ditentukan sebagai berikut:

No. Kualitas Piutang
1. Lancar
2. Kurang Lancar
3. Diraqukan
4. Macet

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
1.   Kualitas Lancar sebesar o,5%;

2.   Kualitas Kurang Lancar sebesar  1/)0/o (sepuluh perseratus)  dari piutang

kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai
barang sitaan Oika ada);

3.   Kualitas  Diragukan  sebesar  50%  (lima  puluh  per§eratus)  dari  piutang

dengan kualitas diragukan setelal-. dikurangi dengan nilai agunan atau
nilai barang sitaan Oika ada); dan

4.   Kualitas Macet  100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas

macet  setelah  dikurangi  dengan  riilai  agunan  atau  nilai  barang  sitaan

tiika ada).
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Penyisihan   Piutang   Tidak   Tertagih   untuk   objek   Retribusi,   ditetapkan
sebesar:

1.   Kualitas Lancar sebesar o.5%;

2.   Kualitas Kurang Lancar sebesar  loo/;> (sepuluh perseratus) dari piutan8

kualitas kurang lancar setelah dikurdmgi dengan nilai agunan atau nilai
barang sitaan tiika ada);

3.   Kualitas  Diragukan  sebesar  50%  (1ijna  puluh  perseratus)  dari  piutang

dengan kualitas diragukan  setelah clikurangi dengan nilai agunan atau
nilai barang sitaan tiika ada); dan

4.   Kualitas Macet  100°/o (seratus perseratus)  dari piutang dengan kualitas
macet setelah dikurangi dengan nilai agunan  atau nilai barang sitaan

Oika ada).

Penyisihan   Piutang   Tidak   Tertagih   untuk   objek   bukan   pajak   selain

Retribusi, ditetapkan sebesar:

1.   0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;

2.    10%  (sepuluh  perseratus)  dari  Piutang dengan  kualitas  kurang lancar

setelah  dikurangi  dengan  nilai  agi.Lnan  atau  nilai  barang  sitaan  tiika

ada);

3.   50%  (lima  puluh  perseratus)  dari  Piutang  dengan  kualitas  diragukan

setelah  dikurangi  dengan  nilai  agLinan  atau  nilai  barang  sitaan  Oika

ada); dan

4.    100°/o  (seratus  perseratus)  dari  Piutang dengan  kualitas  macet  setelah

dikurangi dengan nilai agunan atau. nilai barang sitaan Oika ada).

Penyisihan   dilakukan    setiap   bulan    tetapi   pada   akhir   tahun   baru
dibebankan.Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir

periode  pelaporan,  apabila  masih  terdapat  saldo  piutang,  maka  dihitung
nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya pe merintah daerah melakukan evaluasi
terhadap perkembangan kualitas piut€ing yang dimilikinya. Apabila kualitas

piutang  masih   sama,   maka  tidak  I)erlu  dilakukan  jumal  penyesuaian
cukup  diungkapkan  di  dalam  CaLK.  Apabila  kualitas  piutang  menurun,

maka  dilakukan   penambahan  terhadap   nilai  penyisihan  piutang  tidak

tertagih  sebesar  selisih  antara  angka.  yang  seharusnya  disajikan  dalam

neraca dengan saldo awal.
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Sebaliknya,     apabila    kualitas    piuta.ng    meningkat    misalnya    akibat

restrukturisasi,  maka  dilakukan  pengurangan  terhadap  nilai  penyisihan

piutang   tidak   tertagih   sebesar   selisih   antara   angka  yang   seharusnya

disajihan dalam neraca dengan saldo awaJ.

H.  PENGUNGKAPAN

1.  Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai

akun  piutang diungkapkan  secara cukup  dalam  Catatan Atas  Laporan

Keuangan. Informasi dimaksud dapa.: berupa:

a.   Kebijakan  akuntansi  yang  digunakan  dalam  penilaian,  pengakuan
dan pengukuran piutang;

b.   rincian jenis-jenis,  saldo  menunit umur  untuk  mengetahui  tingkat
kolektibilitasnya;

c.   penjelasan atas penyelesaian piutang;
d.   jaminan atau sita jaminan jika ada.

2.  'I\mtutan ganti rugi/tuntutan perbeiidaharaan yang masih dalam proses

penyelesaian, baik melalui cara dam€ii maupun pengadilan.

3.  Penghapusbukuan  piutang  harus   diungkaphan   secara  cukup  dalam

Catatan  atas  I,aporan  Keuangan  a€;ar  lebih  informatif.  Informasi  yang

perlu diungkaphan misalnya jenis piutang,  nana debitur,  nilai piutang,
nomor     dan     tanggal     keputusar     penghapusan     piutang,     dasar

pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lalnnya yang dianggap

perlu.

4.  Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, temyata di

kemudian  hari  diterima  pembayara.n/pelunasannya  maka  penerimaan

tersebut     dicatat     sebagai     penerimaan     kas     pada     periode     yang

bersangkutan    dengan    lawan    pcrkiraan    penerimaan    pendapatan

Pajak/ PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari

jenis piutang.
?€:..-~-',:,:T:F:

U

`i-.-.`s:i::±±^is,

WANG'

CELADIANA
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LAMPIRAN X : PERATURAN   ]3UPATI KARAWANG

NOMOR  42   TAHUN 2019

TENTANG           KBBIJAKAN           AKU NTAN SI

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI I?ERSBDIAAN

A.  UMUM

TUJuan
Mengatur   perlakuan   akuntansi   persc'diaan   yang   dianggap   perlu
disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Llngkup

1.    Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun

dan disajikan dengan menggunakan i ikuntansi berbasis akrual.
2.    Pernyataan         kebijakan        ini        berlaku        untuk        entitas

akuntansi/pelaporan    Pemerintah    Kabupaten    Karawang,    yang
memperoleh    anggaran     berdasarkan    APBD,     tidak    termasuk

perusahaan daerah.

8.  DEFINISI

Persediaan    adalah    aset    lancar dlalam    bentuk    barang    atau

perlengkapan    yang    dimaksudkan    untuk    mendukung    kegiatan
operasional      pemerintah      da.erah,      dan      barang-barang      yang
dimaksudkan   untuk   dijual   dan/atau   diserahkan   dalam   rangka

pelayanan kepada masyarakat.

C.  KLASIFIKASI

Persediaan  diklasifikasikan  sebagai   rmana diatur dalarn  Bagan Akun

Standar.

Persediaan merupakan aset yang berupa:
a. Barang   Pakai   Habis   (suppZz'es)   yang   digunakan   dalam   rangka

kegiatan  operasional  pemerintah  daerah,  misalnya  Bahan,   Suku
Cadang,     Alat/Bahan     untuk     Kegiatan     kantor,     obat-obatan,

persediaan untuk dijual, persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga
jaga,   natura  dan   pakan,   persediaan   penelitian   dan   persediaan
dalam proses .
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b. Bahan  atau  perlengkapan  (sztpp!t.es)  yang  akan  digunakan  dalam

proses   produksi,    misalnya   bahan    baku   pembuatan   alat-alat
pertanian, bahan baku pembuatan be nih.

c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat, misa].nya adalah alat-alat pertanian
setengah jadi, benih yang belum cukup umur.

d. Barang   yang   disimpan   untuk   dijual   atau   diserahkan   kepada
masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah
hewan  dan  bibit  tanaman  untuk  dLjual  atau  diserahkan  kepada
masyarakat.
Klasirikasi Persediaan adalah sebagai berikut :

Objek Rln

Barang Pakai Habis 1. Bah:in

2. Suku Cada

3. Alat/BahalKan.:or

4. Obat -oba

5. Persediaandijual/Disc

6. Pers,ediaanStr€,.tegis

7. Natura dar

8. Per*5ediaan

9. Pen5ediaan

Barang Tak Habis Pakai 1 Komponen

2. Pipa

Barang Bekas Dipakai 1. Komponen

ncian Objek

untuk      kegiatan

erahkan

untuk        tuj uar

n Penelitian

n Dalam Proses

Bekas dan Pipa Bekas

Persediaan  dalam  kondisi  rusak  atau  usang  tidak  dilaporkan  dalam
neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



D. PENG,rmAH

1.  Persediaan diakui pada saat :

a, potensi   manfaat   ekonomi   nasa   depan   diperoleh   pemerintah
daerah  dan  mempunyai  nilai  atau  biaya  yang  dapat  diukur
dengan andal;

b. diterima  atau  hak  kepemilikannya.  dan/atau  kepenguasaannya
berpindah.

2.  Pengakuan  persediaan  pada  akhir  periode  akuntansi,  dilakukan
berdasarkan basil inventarisasi fisik.

E.  PENGUKURAN

1.  Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan dua cara yaitu :

a.  Metode  Periodik  untuk  persedi€.an  yang  penggunaannya  sulit

diidentifikasi  sperti Alat Tulis Kantor (ATK).  Dengan metode  ini,

pencatatan  hanya  dilakukan  prda  saat  teljadi  penambahan,
sehingga    tidak    mengupdate    jumlah    persediaan.    Jumlah
Persediaan  akhir  diketahui  dengan  melakukan  stock  opname

pada   akhir   periode   dengan   menggunahan   harga   perolehan
terakhir/ harga pokok produksi terakhir/ nilai wajar.

b.  Metode Perpetual untuk persedi{ian yang sifatnya continues dan

membutuhkan     kontrol    yang    besar     seperti     obat-obatan.
Pencatatan  dilakukan  setiap  a(la  persediaan  yang masuk  dan
keluar sehingga nilal/ jumlah p{:rsediaan selalu terupdate.

2.  Persediaan disajikan sebesar:

a.  Biaya   perolehan   apabila   dipen)leh   dengan   pembelian.   Biaya

perolehan     persediaan     melipl.ti     harga     pembelian,     biaya
pengangkutan, biaya penangana.1 dan biaya lainnya yang secara
langsung    dapat    dibebankan    pada    perolehan    persediaan.
Potongan  harga,  rabat,  dan  lainnya  yang  serupa  mengurangi
biaya perolehan.

b.  Harga  pokok  produksi  apabila  diperoleh  dengan  memproduksi

sendiri.    Harga    pokok    produl:si    persediaan    meliputi    biaya

langsung yang   terkait  dengan  persediaan yang  diproduksi  dan
biaya tidak langsung yang dialok.asikan secara sistematis,



c.  Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
Harga/nilai   wajar  persediaan   nieliputi   nilai   tukar  aset  atau

penyelesaian   kewajiban   antar   pihak   yang   memahami   dan
berkeinginan     melakukan     transaksi     wajar     (arm     length
transaction).

3.  Beban Persediaan
a.  dicatat sebesar pemakalan persediaan.
b.  Penghitungan    beban    persediaan   dilakukan    dalam   rangka

penyajian Laporan Operasional.

F.  PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAV

1.  Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

2.  Hal-hal   yang   perlu   diungkapkan   dalam   Catatan   atas   Laporan
Keuangan:
a.   persediaan  seperti  barang  atau  perlengkapan  yang  digunakan

dalam  pelayanan  masyarakat,  barang  atau  perlengkapan  yang
digunakan dalam proses produk§ii, barang yang disimpan untuk
dijual  atau  diserahkan  kepada  masyarakat,  dan  barang  yang
masih  dalam  proses  produksi  yimg  dimalcsudkan  untuk dijual

atau diserahkan kepada masyarakat; dan
b.   jenis,  jumlah,  dan  nilal  persediaan  dalam  kondisi  rusak  atau

usan8.
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LAMPIRAN XI: PERATURAN   I}UPATI KARAWANG

NOMOR  42 TAHUN 2019

TENTANG          KEBIJAKAN          AKUNTAN SI
PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

KBBI.AKAN AKUNTANSI INVESTASI

A.   UMUM

Tujuan
Tujuan    kebijakan    akuntansi    investasi   adalah   untuk   mengatur

perlakuan   akuntansi  untuk   investasi   dan   informasi   lainnya  yang
dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingfup

1.   Kebijakan   akuntansi   ini   diterapkan   dalam   penyajian   seluruh
investasi  baik  investasi jangka  pendek  maupun  investasi jangka

panjang   dalam   laporan   keuangar   untuk   tujuan   umum   yang
disusun dan disajikan dengan basis akrual.

2.   Kebijakan  akuntansi  ini  mengatur  perlakuan  akuntansi  investasi
Pemerintah    Kabupaten  Karawang  baik  investasi  jangka  pendek
maupun  investasi jangka panjang .yang meliputi  saat pengakuan,

klasifikasi,   pengukuran   dan   meti)de   penilaian   investasi,   serta

pengungkapannya pada laporan keuangan.

8.   DEFINISI

1.  Investasi    adalah    aset   yang   dimaksudkan   untuk    memperoleh
manfaat ekonomi  seperti bunga,  dividen  dan  royalti,  atau  manfaat
sosial,    sehingga   dapat   meningkatkan   kemampuan   pemerintah
daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

2.  Investasi    merupakan    instrumen    yang    dapat    digunakan    oleh

pemerintah  daerah  untuk  memanfiiatkan  surplus  anggaran  untuk
memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan

dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam
rangka manajemen kas.



C.   KLASIFIKASI

I.  Investasi diklasirikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek

dan investasi jangka panjang.  Investasi jangka pendek merupakan

kelompok    aset    lancar    sedangkan    investasi    jangka    panjang
merupakan kelompok aset non lancar.

2.  Investasi   Jangka   Pendek   adalah   investasi   yang   dapat   segera
dicairkan  dan  dimaksudkan  untuk  cLimiliki  selama  12  (dua  belas)

bulan atau kurang.  Investasi jangka pendek memiliki karakteristik
sebagai berikut:

a.  Dapat  segera  diperjualbelikan/dicairka.n  dalam  waktu  3  bulan
sampai dengan  12 bulan.

b.  Ditujukan  dalam  rangka  manajemen  kas  dimana  pemerintah
daerah dapat menjual/mencairkari investasi tersebut jika timbul
kebutuhan kas.

c.   Investasi jangka pendek biasanya 1)erisiko rendah.

Deposito     berjangka    waktu    tiga    sampai     dua    belas     bulan
dikategorikan sebagai investasi jangk a pendek.  Sedangkan deposito
beljangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan  sebagai Kas
dan Setara Kas.

3.  Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk
dimiliki  lebih  dari  12  (dua  belas)  bulan.  Investasi jangka  panjang

menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

a.   Investasi Jangka Panjang Non Pei.manen

lnvestasi  jangka  Panjang  Non  F'ermanen  merupakan  investasi

jangka  panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki  secara tidak
berkelanjutan   atau   suatu   war:tu   akan   dijual   atau   ditarik
kembali.

b.   Investasi Jangka panjang permarLen

lnvestasi iJangka Panjang Permanen merupckan investasi jangka

panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan
atau tanpa ada niat untuk diperj ualbelikan atau ditarik kembali.



D.   PENGAKUAN

1.   Suatu  transaksi  pengeluaran  uang  dan  /  atau  aset,  penerimaan

hibah  dalam  bentuk  investasi  dan  perubahan  piutang  menjadi
investasi dapat diakui sebagal investasi apabila memenuhi kriteria
sebagai berikut:

a.  Pemerintah   daerah   kemungkinari  akan   memperoleh   manfaat
ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan
dengan   tingkat   kepastian   cukup.   Pemerintah   daerah   perlu
mengkaji  tingkat  kepastian  mengalimya  manfaat  ekonomi  dan
manfaat  sosial  atau jasa  potensi€il  di  masa  depan  berdasarkan
bukti-bukti yang   tersedia pada  saat pengakuan yang pertama
kali;

b.  Nilai  perolehan  atau  nilai  wajar  investasi  dapat  diukur  secara
memadai/andal (reliable) , didasa]..kan pada bukti transaksi yang
menyatakan/mengidentifikasi       biaya       perolehannya.       Jika

transaksi  tidak  dapat  diukur  be rdasarkan  bukti  perolehannya,

penggunaan estimasi yang layak .iuga dapat dilakukan.

E.   PENGUKURAN DAN PENILAIAN
1. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat

membentuk  nilai  pasarnya,  maka  nilai  pasar  dapat  dipergunakan
sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang yang
tidak memiliki pasar aktif, maka da])at dipergunakan nilai nominal,
nilai tercatat atau nilai wajar lainny€..

2. Pengukuran    investasi    berdasark€m    jenis    investasinya,    dapat
diuraikan sebagai berikut:

a.   Pengtilmran inve8tasi janglra pt3ndek

1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

a)  Apabila  terdapat nilai  bias.a perolehannya,  maka investasi

jangka   pendek   diukur   dan   dicatat   berdasarkan   harga
transaksi  investasi  ditaml)ah  komisi  perantara  jual  beli,

jasa  bank,  dan  biaya  lair.nya yang  timbul  dalam  rangka
perolehan tersebut.



b)  Apabila   tidak   terdapat   nilai   biaya   perolehannya,   maka
investasi jangka  pendek  diukur  dan  dicatat  berdasarkan
nilai   wajar   investasi   pada   tanggal   perolehannya   yaitu

sebesar   harga   pasamya.   Ear  jika   tidak   terdapat  nilai
wajar,  maka investasi jangka pendek dica.tat berdasarkan
nilal  wajar  aset  lain  yang  diserahkan  untuk  memperoleh

investasi tersebut.

2)  Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan
dicatat sebesar nilai nominalnya.,.

b.   Peng`ilmran investasi jangka palLjang:

1) Investasi   jangka   panjang   yang   bersifat   permanen   dicatat
sebesar    biaya    perolehannya     meliputi    harga    transaksi
investasi   ditambah   biaya   lairi  yang  timbul   dalam   rangka

perolehan investasi berkenaan.

2) Investasi jangka panjang nonpermanen:

a)  Investasi   jangka   panjang   nonpermanen   dalam   bentuk

pembelian   obligasi  jangka   panjang   yang   dimaksudkan
tidak  untuk  dimiliki  berkt3lanjutan,   dicatat  dan  diukur
sebesar nilal perolehannya.

b)  Investasi jangka panjang ntinpermanen yang dimaksudkan
untuk  penyehatan/ penyelamatan  perekonomian  misalnya
dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan
dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

c)  Investasi  jangka   panjang   nonpermanent   dalam   bentuk

penanaman   modal   pada   proyek-proyek   pembangunan
pemerintah daerah (seperti proyek FIR)  diukur dan dicatat
sebesar    biaya    pembangunan    termasuk    biaya    yang
dikeluarkan   untuk   perencanaan   dan   biaya   lain   yang
dikeluarkan   untuk   perericanaan   dan   biaya   lain   yang
dikeluarkan   dalam  rangka  penyelesaian   proyek   sampai

proyek tersebut diserahan ke pihak ketiga.

c.    Dalam  hal  investasi jangka panjaTig diperoleh  dengan  pertukaran

aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar
harga perolehannya,  atau nilai wajar investasi tersebut jika harga

perolehannya tidak ada.
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d.   Harga  perolehan  investasi  dalam  valuta  asing  yang  dibayarkan
dengan  mata  uang  asing  yang  sa]na  harus  dinyatakan  dalam
rupiah   dengan   menggunakan   nilai   tukar   (kurs   tengah   bank

sentral) yang berlaku pada tanggal tr,ia.nsaksi.

e.    Penilaian   investasi   pemerintah   da=rah   dilakukan   dengan   tiga
metode sebagai berikut:

a.   Metode biaya

Dengan  menggunakan  metode  biaya,  investasi  dinilal  sebesar
biaya  perolehan.  Hasil  dari  investasi  tersebut  diakui  sebesar

bagian  hasil yang diterima dan  tidak mempengaruhi besamya
investasi pada badan usaha/ badan hukum yang terkait.

b.   Metode e]mltas

Dengan  menggunakan  metode  ekuitas,  investasi  pemerintah

daerah dinilai sebesar biaya pert>1ehan investasi awal ditambah
atau   dikurangi   bagian   laba   €Ltau   rugi   sebesar   persentase

kepemilikan   pemerintah   daerah   setelah   tanggal   perolehan.

Bagian laba yang diterima pemcrintah daerah,  tidak termasuk
dividen yang diterima dalam be`ituk saham,  akan mengurangi
nilai investasi pemerintah daerani.

Penyesuaian  terhadap  nilai  investasi  juga  diperlukan  untuk
mengubah   porsi   kepemilikan   investasi   pemerintah   daerah,
misalnya   adanya   perubahan  yang  timbul   akibat   pengaruh
valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c.   Metode nilai bersih yang dapal: direalisasilran
Metode   nilai   bersih   yang   d€ipat   direalisasikan   digunakan
terutana  untuk  kepemilikan  yang  akan  dilepas/dijual  dalam

jangka waktu dekat,

Dengan metode nilai bersih yar] g dapat direalisasikan, investasi

pemerintah  daerah  dinilai  sebesar  harga  perolehan  investasi
setelah  dikurangi  dengan  penyisihan  atas investasi yang tidak
dapat diterima kembali.

Perhitungan     atas     nilai     bersih     investasi     yang     dapat
direalisasikan   dilakukan   dent;an   mengelompokkan   investasi

pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan

periode jatuh temponya /agt.ng jschedr!e/.
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Besarnya penyisihan  atas  investasi yang  tidak dapat diterima
kembali  dihitung  berdasarkan   persentase   penyisihan  untuk

masing-masing kelompok sebagai berikut:

No
Perlode Jatuh Tem|)a PBngeDbalian Per8entase

Investasi Penyisihan
1 Jatuh tempo pada periode  1  s.d 2 Tahun 5%

2 Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun 10%

3 Jatuh tempok pada periode 3 s.d 4 20%

Tahun
4 Jatuh tempo pada periode di  atas 4 100%

Tahun

13. Penggunaan  metode-metode  tersi3but  di  atas  didasarkan  pada
kriteria sebagai berikut:

a. Kepemilikan kurang dari 20°/o menggunakan metode biaya.

b. Kepemilikan 20%  sampai 50%,  atau kepemilikan kurang dari

20%  tetapi  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  menggunakan

metode ekuitas,

c. Kepemilikan lebih dari 50°/o menggunakan metode ekuitas.

d.Kepemilikan     atas     investasj     jangka     panjang     bersifat
nonpermanen    menggunakan    metode    nilai    bersih    yang
direalisasikan.

14.Dalam      kondisi      tertentu,      k].-iteria      besarnya      prosentase

kepemilikan saham bukan merupakan fat(tor yang menentukan
dalam  pemilihan  metode  penilalan  investasi,  tetapi  yang  lebih

menentukan  adalah  tingkat  per.garuh  (the  degree  a/ t.nfluence/
atau    pengendalian    terhadap    perusahaan    I.nt/estee.    Ciri-ciri
adanya pengaruh atau pengend€ilian pada perusahaan I."Jestee,
antara lain:
a. Kemampuan mempengaruhi kDmposisi dewan komisaris;

b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi

perusahaan fnz/esfee;
d. Kemampuan  untuk  mengenclalikan  mayoritas  suara  dalam

rapat/ pertemuan dewan direksi.



F.   PENGUNGKAPAN

I.   Pengungkapan  investasi  dalarn  Catitan  atas  Ifaporan  Keuangan
sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Kebijakan akuntansi untuk penen\.uar nilal investasi;
b.Jenis-jenis      investasi,       baik      investasi      permanen      dan

nonpermanen;
c. Perubahan  harga  pasar  baik  inv€!stasi jangka  pendek  maupun

investasi jangka panjang;
d. Penurunan   nilal   investasi   yang.   signifikan   dalam   penyebab

penurunan tersebut;
e. Investasi     yang     dinilai     dengarL     nilai     wa.jar     da.n     alasan

penerapannya;
f.  Perubahan pos investasi.
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LAMPIRAN XII  :  PERATURAN   BUPATI RARAWANG

NOMOR   42        TAHUN 2()19

TENTANG        KEBIJAKAN        AKUNTAN SI        PEM ERI NTAH

IIABUPATEN RARAWANG

KEBI.AKAN AKUNTANsm ASET TETAP

A.  UMUM

Mengatur  perlakuan  akuntansi  untuk  aset  tetap  meliputi  pengakuan,

penentuan nilai tercatat,  serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas
penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.
Ruang Lingrfup
1.    Kebijakan akuntansi ini diterapkan d€ilam penyajian seluruh aset tetap

dalam  laporan  keuangan  untuk  tuiuan  umum  yang  disusun  dan
disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas

akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk

perusahaan daerah.
2.    Kebijakan  akuntansi  ini  mengatur  perlakuan  akuntansi  aset  tetap

pemerintah  daerah  yang  meliputi  dt3finisi,  pengakuan,  pengukuran,

penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap.
3.   Aset tetap tidak diterapkan untuk :

a.  Hutan    dan    sumber    daya    al€uri    yang    dapat    diperbaharui

(regenerotiue nafura! resottrces).
b.   Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak,

gas   alam,   dan   sumber   daya   €ilam   serupa  yang   tidak   dapat
diperbaharui (non-regeneratt.I/e nt2fura! resources).

Hal ini berlaku untuk aset tetap yang diLunakan untuk mengembangkan

atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam butir a dan b di
atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan aset tcrscbut.

8.  DBFINISI

1.     Aset tetat) adalah aset berwujud yar g mempunyai masa manfaat lebih
dari 12 (duabelas) bulan untuk digunahan dalam kegiatan pemerintah
daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.



2.   Blava I)erolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan
atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu
aset pada saat perolehan atau konstniksi sampai dengan aset tersebut

dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
3.   Masa manfaat adalah :

a.  Periode    suatu    aset   diharapkan    digunakan    untuk    aktivitas

pemerintahan dan/atau pelayanai I publik; atau
b.  Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dani

aset untuk aktivitas pemerintahan dan/ atau pemerintahan publik.
4.   Nilal sisa adalah jumlah neto yang cliharapkan dapat diperoleh pada

alchir  nasa  manfaat  suatu  aset  sctelah  dikurangi  taksiran  biaya

pelepasan.
5.   Nilai tercatat adalah nilal buku aset tetap, yang dihitung dari biaya

perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
6,    Nilal walar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban

antara  pihak yang  memahami  dan  berkeinginan  untuk  melakukan
transaksi wajar.

7.    Penvusutan adalah alokasi yang sisternatis alas nilai suatu aset tetap

yang dapat disusutkan (Deprecfabfe Assets) selama masa manfaat aset
tetap yang bersangkutan.

8.   Konstruksi  dalam  ire       rlaan  adalah  aset-aset  tetap yang  sedang

dalam proses pembangunan.
9.   Kontrak lronstniksi adalah  perikatan yang dilakukan secara khusus

untuk   kon§truksi    suatu    aset   a.tau    suatu    kombinasi       yang
berhubungan erat satu sama lain a.tau saling tergantung dalam hal
rancangan,   teknologi,   daLn   fungsi  atau   tujuan   atau  penggunaan

utam.
10. Kontraltor adalah  suatu entitas yang mengadakan  kontrak untuk

membangun    aset    atau    memberikan    jasa    konstruksi    untuk
kepentingan  entitas  lain  sesuai  dengan  spesifikasi yang  ditetapkan

dalam kontrak konstruksi.
1 1 ,  Uan muha  ker adalah  jumlal   yang  diterima  oleh  kontraktor

sebelum pekerjaan dilakukan dalan I rangka kontrak konstruksi.
12. Klalm adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja

sebagai  penggantian  biaya-biaya  yang  tidak  termasuk  dalam  nilai
kontrak.



13. Pemberi kerla adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi
dengan  pihak  ketiga  untuk  membangun  atau  memberikan  jasa
konstruksi.

14. Retenpl adalah jumlah  termin  (pxpgliess  b{ZZ:rig)  yang  belum  dibayar

hingga  pemenuhan  kondisi  yang  diJ€ntukan  dalam  kontrak  untuk

pembayaran jumlah tersebut.
15. Termin (progress bi!!i7+at adalah juml{in yang ditagih untuk pekerjaan

yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun
yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

16. Aset  tetap  diklasifikasikan  berdasarkan  kesamaan  dalam  sifat  atau

fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.  Klasifikasi aset tetap adalah
sebagai berikut :

a.  Tanah;

b.  Peralatan dan Mesin;

c.   Gedung dan Bangunan;
d.  LJalan, Irigasi , dan Jaringan;

e.   Aset Tetap Lainnya;

f.   Konstruksi dalam pengerjaan.

17. Tanah  yang  dikelompokkan   sebagal   aset  tetap   ialah   tanah  yang
diperoleh  dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan  operasional

pemerintah dan dalam kondisi siap tLipakai.
18. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor,

alat elektronik, inventaris kantor, d€in peralatan lainnya yang nilainya
signifikan dan  masa manfaatnya lei)ih dari  12  (dua belas)  bulan  dan

dalam kondisi siap pakai.
19. Gedung dan bangunan mencakup st)1uruh gedung dan bangunan yang

diperoleh  dengan maksud untuk dipakal dalam kegiafan operasional

pemerintah dan dalam kondisi siap idipakai.
20. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigaal, dan jaringan yang

dibangun   oleh   pemerintah   serta  dimiliki   dan/atau   dikuasai   oleh

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
21.Aset    tetap    lainnya    mencakup    aset    tetap    yang    tidak    dapat

dikelompokkan ke dalam kelompok  aset tetap di atas, yang diperoleh
dan dimanfaatkan untuk keSatan .Dperasional pemerintah dan dalam
kondisi siap dipakai.



22. Konstruksi dalam pengerjaan mencalup aset tetap yang sedang dalarn

proses  pembangunan  namun  pada  tanggal laporan  keuangan  belum
selesal selumhnya.

23. Aset   tetap   yang   tidak   digunakan   untuk   keperluan   operasional

pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di
pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

C.  PENGAKUAN ASET TETAP

1.    Pada umumnya aset tetap  diakui  prda  saat manfaat ekonomi  nasa
depan  dapat  diperoleh  dan  nilainya.  dapat  diukur  dengan  handal.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai
berikut :

a,  Berwujud;
b.  Mempunyal masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

c.  Biaya perolehan aset dapat diuku: secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
e.  Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
f.   Nilai  Rupiah  pembelian  barang  material  atau  pengeluaran  untuk

pembelian barang tersebut meme nuhi batasan minimal kapitalisasi
aset tetap yang telah ditetapkan.

Realisasi   belanja  modal  yang  tidak  memenuhi   kriteria  aset  tetap

sebagaimana huruf a sampai deng€in f di atas dikeluarkan dari aset
tetap dicatat  sebagai biaya operasional atau belanja barang dan jasa.
Namun  demikian,  dengan  pertimtiangan  biaya  dan  manfaat  serta
kepraktisan, pengakuan aset tetap 1)erupa konstruksi dilakukan pada
saat realisasi belanja modal.

2.    Dalam menentukan apakah suatu a:set tetap mempunyal manfaat lebih
dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi
masa  depan  yang  dapat  diberikan  oleh  aset  tetap  tersebut,  baik

langsung    maupun    tidak    langsung,    bagi    kegiatan    operasional

pemerintah.  Manfaat  tersebut dap€it  berupa  aliran  pendapatan  atau
penghematan belanja bagi pemerintah.  Manfaat ekonomi nasa depan
akan mengalir ke suatu entitas dai)at dipastikan bila entitas tersebut
akan  menerima  manfaat  dan  menerima  risiko  terkait.  Kepastian  ini
biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas
tersebut. Sebelum hal ini terjadi, pcrolehan aset tidak dapat diakui.



3.   Tujuari utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh

pemerintah  dalam  mendukung  kegiatan  operasionalnya  dan  bukan
dimaksudkan untuk dijual.

4.    Pengakuan aset tetap akan andal bila a§et tetap telah  diterima atau
diserahkan  hak  kepemilikannya dan  atau  pada saat penguasaannya
berpindah.

5.    Saat pengakuan  aset akan  dapat  diandalkan  apabila  terdapat  bukti
bahwa    telah    teljadi    perpindahaii    hak    kepemilikan    dan/atau

penguasaan   secara   hukum,   misal]iya   sertifikat   tanah   dan   bukti
kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum
didukung  dengan  bukti  secara  hulmm  dikarenakan  masih  adanya
suatu proses administrasi yang diharuskan,  seperti pembelian tanah

yang  masih  harus  diselesaikan  proses jual  beli  (akta)  dan  sertifikat
kepemilikannya di instansi berwenar.g, maka aset tetap tersebut harus
diakui  pada  saat  terdapat  bukti  bahwa  penguasaan  atas  aset  tetap
tersebut  telah   berpindah,   misalny€i  telah   terjadi   pembayaran  dan

penguasaan atas sertifikat tanah ata s mama pemilik sebelumnya.

Batasan Jumlah Biaya Kapitali8asl (Capztczzlzczt!orL Ttieshozd) Perolehan

Awl Aset Tetap.
1.     Nilai Satuan Minimum Hal)itallsaal Aset Tetap adalah pengeluaran

pengadaan   ban   dan   penambahan   nilai   aset   tetap   dari   hasil
pengembangan, reklasifikasi, renov€isi, perbaikan atau restorasi.

2.    Nilai  Sat`ran  Minimum  Kapitalisas'_  Aset  Tetap  menentukan  apakali

perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
3.    Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap

adalah sebagai berikut :
Pewhtan dan Mesin
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1.3.2 .01.01 Alat Besar Darat 500.000,00
1.3.2.01.02 Alat Besar Aoung 500.000,00
1.3.2.01.03 Alat Bantu 500.000,00
I.3.2.02 .01 Alat Anrfutan Darat Bermotor 500.000,00
1.3.2.02.02 Alat Anedaitan Darat Tak Bermotor 500.000,00
1.3.2.02.03 Alat Anrfutan ADung ]3emotor 500.000,00
I.3.2.02.04 Alat Andaitan Ai)ung Tak Bermotor 500.000,00
I.3.2.02.05 Alat Anrfutan Bermoti)r Udara 500.000,00
I.3.2.03.01 Alat Bengkel Bermesin 500.000,00
1.3.2 .03.02 Alat Bengkel Tak Bemiesin 500.000,00
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1.3.2.03.03 Alat Ukur 500.000,00
1.3.2,04.01 Alat Pengolchan 500.000,00
1.3.2.05.01 Alat Kantor 500.000,00
1.3.2.05.02 Alat Rumah Tangga 500.000,00
1.3 .2.05.03 Meja dan Kursi Ken.a/Rapat Pejabat 500.000,00
1.3.2.06.01 Alat Studio 500.000,00
1.3.2.06.02 Alat Komunikasi 500.000,00
1.3.2.06.03 PeraJatan Pemancar 500.000,00
1.3.2.06.04 Peralatan Komunikasi Navi 3asi 500.000,00
1.3.2.07.01 Alat Kedokteran 500.000,00
1.3.2.07.02 Alat Kesehatan Umum 500.000,00
I.3 .2.08,01 Unit Alat Laboratorium 500.000,00
1.3.2.08.02 Unit Alat Laboratorium Finia Nuldir 500.000,00
1.3.2.08.03 Alat  Peraga Praktek Sekoleh 500.000,00
1.3.2.08.04 Alat  haboratorium Fisika rJuklir/Elektronika 500.000,00
1.3.2.08.05 Alat   Proteksi Radiasi/ FTot<:ksi Lingkungan 500.000,00
1.3.2 .08.06 Radiation Application And  Non 500.000,00

Destructive  Testing Labor€itory
I.3.2.08.07 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 500.000,00
I.3.2.08.08 Peralatan Lab oratorium Hvdro dinamica 500.000 00
I.3.2.08.09 Alat  Laboratorium Standa.isasi Kalibrasi Dan 500.000,00

Instrumentasi
I.3 .2.09.01 Seniata Api 500.000,00
1.3.2.09.02 Persenjataan Non Senjal a Api 500.000,00
1.3.2.09.03 seriiata sinar 500.000 00
1.3.2.09.04 Alat  Khusus Kepolisian 500.000,00
1.3.2.10.01 Komputer Unit 500.000,00
1.3 .2.10.02 Peralatan Komputer 500.000 00
1.3.2.11.01 Alat  Eksplorasi Topografi 500.000,00
1.3 .2.11.02 Alat  Eksplorasi Geofisika 500.000,00
1.3 .2.12,01 Alat  Pengeboran Mesin 500.000,00
1.3 .2.12.02 Alat  Pengeboran Non Mes'\n 500.000,00
1.3 .2.13.01 Sumur 500.000,00
I.3.2.13.02 Produksi 500.000,00
1.3 .2.13.03 Pengolahan dan Pemumian 500.000,00
I.3.2.14.01 Alat Bantu Eksplorasi 500.000,00
I.3.2.14.02 Alat Bantu Produksi 500.000,00
1.3.2 .15.01 Alat Deteksi 500.000,00
1.3.2.15.02 Alat Pelindung 500.000,00
1.3.2.15,03 Alat SAR 500.000,00
1.3.2.15.04 Alat Kelja Penerbangan 500.000,00
I.3 .2.16.01 Alat  Peraga Pelatihan Dan Percontohan 500.000 00
1.3.2.17.01 Unit  Peralatan Proses/ Pri)duksi 500.000,00
I.3.2.18.01 Ftambu-Ralnbu  lfalu Lintas Darat 500.000,00
I.3 .2.18.02 Rambu-Rambu Lalu Linte.a Udara 500.000,00
1.3.2.18.03 Ftambu-Rambu  Lalu Lintas Laut 500.000,00
1,3.2.19.01 Peralatan Olahraga 500.000,00



A8et Tetap Lainnya :
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1.3.5.01.01 Bchan PerDustakaan Tercetak loo.000,00
I.3.5.01.02 Bahan Perpustakaan Terekam Dan loo.000,00

Bentuk Mikro
1.3.5.01.03 Kartografi, Naskah Dan  Lukisan 500.000,00
1.3.5.01.04 Musik 500.000,00
1.3. 5.01.05 Karva Grafika (Graphic Material) 500.000,00
I.3.5.01.06 Three Dimensional Arte:?acs And Realita 500.000,00
1.3.5.01.07 Tarscalt 500.000,00
1.3.5.02.01 Barang Bercorak Kesem.an 1.500.000,00
I.3.5.02.02 Barang Bercorak Kebudayaan 1.500.000,00
1.3.5.02.03 Tanda Penghargaan 1.500.000,00
I.3,5.03.01 Hewan Flaraan 1.000.000,00
1.3.5.03.02 Temak 1.000.000,00
1.3.5.03.03 Hewan Lainnva 1.000.000,00
1.3.5.04. Biota Perairan 1.000.000,00
1.3.5.05. Tananan I.000.000,00
1.3.5.06. Barang Koleksi Non Budava 1.000.000,00
1.3.5.07 Aset Tetap Dalam Renovasi Tidak ada batasminimal

Gedung dan Bangunan  :
A    ,                               :11

Kebijalran K€i pitalisa8i;S.I , Batasan Nilai
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a,  Pemeliharaan Merupakan Eel;anja Tidak ada
Barang dan Jasa

b. Rehabilitasi Merupakan Eel.a.nja Modal Sesuai tabel
dan Masuk dal€irn Aset penambalian masa
Tetap manfaat

c.  Pembangunan Merupakan Eel aLnja Modal Semua Belanja
dan Masuk dal€irn Asset Modal
Tetap

•alan dan Sarana Linghingan :
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a.  Peningkatan Merupakan Belanja Sesuai tabel
Modal dan Ma{5uk dalarn penambahan nasa
Asset Tetap manfaat

b.  Pembangunan Merupakan Belanja Semua belanja
Modal dan Masuk dalam modal
Asset Tetap
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a.    Pemeliharaan Merupakan Belanja Tidck ada
Barang dan Jasa

b.    Perbaikan/ Merupakan Be Lanja Sesuai tabel
Rehabilitasi Modal dan Mai.5uk dalam penambahan masa

Asset Tetap manfaat
c.    Peningkatan Merupakan Belanja Sesuai tabel

Modal dan Masuk dalaln penanbahan masa
Asset Tetap manfaat

d.    Pembangunan Merupakan B€'lanja Semua belanja
Modal dan Masuk dalam modal
Asset Tetap

Pengairan : Bangtinan lrigasl GB Drainase

Kebijakan'Kapitali8asi Bata8an NilaiUntukDikapitalisasi
+ ,''             A8et, Tetap

a. Pemeliharaan Merupakan Belanja Tidak ada
rutin/berkala/normalisasi/pengerukan Barang dan Jasa

b.  Perbaikan/ Merupakan Belanja Sesuai tabel
Rehabilitasi Modal dan Masuk dalam penanbahan nasa

Asset Tetap manfaat
c.  Pembangunan Merupakan Belanja Semua belanja

Modal dan  Masuk dala.in modal
Asset Tetap

Catatan tambahan :
Pemeliharaan atau perbaikan yang diklasifikasikan sebagal aset tetap
harus memenuhi kriteria memperpa njang nasa manfaat atau memberi
manfaat ekonomik di masa yang akem data.ng dalam bentuk kapasitas,
mutu produksi dan peningkatan st€indar kinerja.

Pcngufuran Aaet T®tap
1.     Aset tetap dinilai dengan biaya pero.ehan. Apabila penilaian aset tetap

dengan  menggunakan  biaya perol.3han  tidak memungkinkan  maka
nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.



2.   Untuk  tujuan  pemyataan  ini,  penggunaan  nilai  wajar  pada  saat

perolehan untuk kondisi  pada paragraf 9  bukan  merupakan  suatu
proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya

perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada
penilaian  untuk  periode  pelaporan  selanjutnya,  bukan  pada  saat
perolehan awal.

3.   Pengukuran  dapat  dipertimbangkan  andal  bila  terdapat  transaksi

pertukaran      dengan      bukti      pe.mbelian      aset      tetap      yang
mengidentifikasikan   biayanya.   Dalim   keadaan   suatu   aset   yang
dikonstruksi/dibangun    sendiri,    si-.atu   pengukuran   yang   dapat
diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal
dengan entitas tersebut untuk pero]ehan  bahan  baku,  tenaga kerja
dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

4.   Biaya    perolehan  aset  tetap yang dibangun  dengan  cara  swakelola
meliputi biaya langsung untuk tena!3a kerja, bahan baku, dan biaya
tidak   langsung   termasuk   biaya   I)erencanaan   dan   pengawasan,

perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya
yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

5.   Untuk   keperluan   penyusunan   net.aca  awal   suatu   entitas,   biaya

perolehan  aset  tetap yang  digunak{m  adalah  nilai  wajar  pada  saat
neraca  awal  tersebut  disusun.  Untuk  periode  selanjutnya  setelah
tanggal  neraca  awal,  atas  perolehan  aset tetap  baru,  suatu  entitas
menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan
tidak ada.

Komponen Biaya
1.   Biaya  perolehan  suatu  aset  tetap  terdiri  dari  harga  belinya  atau

konstruksinya,  termasuk  bea  impor  dan  setiap  biaya  yang  dapat
diatribusikan  secara  langsung  dalam  membawa  aset  tersebut  ke
kondisi yang membuat aset tersebu : dapat bekelja untuk penggunaan

yang dimaksudkan.
2.   Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

a.  biaya perencanaan;
b.  biaya persiapan tempat;



c.   biaya   pengiriman   awal   (I.nrfu.a!de,'!t;edy)   dan   biaya   simpan   dan

bongkar muat (hancz!z.ng cost);

d.  biaya pemasangan (l.nsto!cztfon cos() ;

e.   biaya profesional seperti arsitek den insinyur; dan

f.   biaya konstruksi.

3.   Tanah   diakui   pertama   kali   sebesar   biaya   perolehannya.   Biaya

perolehan mencakup harga pembelia.1 atau biaya pembebasan tanah,
biaya   yang   dikeluarkan   dalam   rangha   memperoleh   hak,   biaya

pematangan,   pengukuran,   penimbunan,   dan   biaya   lainnya  yang
dikeluarkan  sampai  tanah  tersebut  siap  pakai.   Nilal  tanah  juga
meliputi  nilai  bangunan  tua  yang  1:erletak  pada  tanah  yang  dibeli

tersebut    jika    bangunan    tua    tersebut    dimaksudkan    untuk
dimusnahkan.

4.   Biaya   perolehan   peralatan   dan   mesin   menggambarkan   jumlah

pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan
mesin tersebut sampal siap pakal. Biaya ini antara lain meliputi harga

pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung
lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan
mesin tersebut siap digunakan.

5.   Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya

yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan  sampai
siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya

konstruksi, temasuk biaya penguri-.sam IMB, notaris, dan pajak.

6.   Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh
biaya  yang  dikeluarkan   untuk   memperoleh  jalan,  jaringan,   dan
instalasi  sampai  siap pakai.  Biaya  ini meliputi biaya perolehan atau
biaya konstruksi dan biaya-biaya la in yang dikeluarkan sampai jalan,

jaringan, dan instalasi tersebut slap pakai.

7.   Biaya  perolehan  aset  tetap  lainnyii  menggambarkan  seluruh  biaya

yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
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8.    Pencatatan  aset tetap konstruksi dalam pengerjaan  dicatat  sebesar

prosentase fisik pekerjaan yang dituangkan dalam berita acara serah
terima    pekeljaan,    namun    demiklan    untuk    kemudahan    dan
kepraktisan pencatatan, apabila tida k ada berita acara pemeriksaan
fisik pekeljaan, dicatat sebesar realisasi belar|ja.

9.   Biaya  administr.asi  dan   umum   lairmya  b]±!=ap   merupakan   suatu
komponen  biaya  aset  tetap  separ\j€ing  biaya  tersebut  tidak  danat
diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau
membawa aset ke kondisi ker:janya.  Namun kalau biaya administrasi

dan  umum  tersebut  4apa!  diatribusikan  pada  perolehannya  maka
merupakan bagian dari perolehan asct tetap.

10. Atribusi   biaya   umum   dan   admirListrasi   yang   terkait   langsung

pengadaan aset tetap konstruksi maupun nonkonstniksi yang sejenis
dalam   hal   pengadaan   lebih   dari   satu   aset   dilakukan      dengan
membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

11. Biaya  perolehan  suatu  aset  yang  dibangun  dengan  cara  swakelola

ditentukan menggunakan prinsip ya:Iig sama seperti aset yang dibeli.

12. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Penilaian Awol A8et Tetap
Barang berw`]jud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu

aset dan dikelompokkan sebagal aset tetap, pada awalnya harus diukur
berdasackan biaya perolehan.

Perolehan Secara Gabungan
Biaya  perolehan  dari  masing-masing  aset  tetap  yang  diperoleh  secara

gabungan  ditentukan  dengan  mengalokasikan  harga gabungan  tersebut
berdasarkan    perbandingan    nilai    wedar    masing-masing    aset    yang
bersangkutan.

Aset Tetap Digumkan Bersama
1.   Aset  yang   digunakan   bersama  oleh   beberapa   Entitas   Akuntansi,

pengalouan  aset  tetap  bersangkutim  dilakukan/dicatat  oleh  Entitas
Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan)
terhadap aset tetap tersebut yang clttetapkan dengan surat keputusan

penggunaan  oleh  Bupati  selaku  Pemegang  Kelouasaan  Pengelolaan
Barang Milik Daerah.
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2.   Aset  tetap  yang  digunakan   bersama,   pengelolaan   (perawatan  dan

pemeliharaan) hanya oleh Entitas Ak` lntansi dan tidak bergantian.

Aset Peljap)ion Kedaeama Fa8llltas Umum dan Fa8ilitas So8lal
1,   Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak

ketiga   berupa   fasilitas   umum   dari   fasilitas   sosial   (fasum/fasos),

pengalaran  aset  tetap  dilakukan  set elah  adanya  Berita Acara  Serah
Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

2.    Aset   tetap   yang   diperoleh   dari   I)enyerahan   fasum/fasos   dinilai

berdasarkan nilai nominal yang terc€intum Berita Acara Serah Terima

(BAST).  Apabila  tidak  tercantum  nilai  nominal  dalam  BAST,  maka
fasum/fasos  dinilal  berdasarkan  ni.1al  wajar  pada  saat  aset  tetap
fasum/fasos  diperoleh  atau  dengan  Nilai  Jual  Obyek  Pajak  (NLJOP)

tanah  pada  saat  serah  terima,  ap€ibila  fasum/fasos  dalam  bentuk
tanah.

Pertukaran A8et (Eicchange a/Assets)
1.   Suatu aset tetap dapat diperoleh mc'lalui pertukaran atau pertukaran

sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos
semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu
nilal ekuivalen atas nilai tercatat asc't yang dilepas setelah disesuaikan

dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/ diserahkan.

2.    Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset

yang  serupa yang  memiliki  manfaat yang  serupa  dan  memiliki  nilai
wajar   yang   serupa.   Suatu   aset   I:etap  juga   dapat   dilepas   dalam

pertukaran  dengan  kepemilikan  a{;et  yang  serupa.  Dalarn  keadaan
tersebut  tidak  ada  keuntungan  dan  kerugian  yang  diakui  dalam
transaksi  ini.  Biaya  aset  yang  ba]u  diperoleh  dicatat  sebesar  nilai
tercatat (ccir7{/I.rLg amoz/rtf)  atas aset yang dilepas.

3.    Nilai wajar atas aset yang diterima tersebu tdapat memberikan bukti
adanya suatu pengurangan  (t.mpafrrnerLt)  nilai  atas  aset yang dilepas.

Dalam  kondisi   seperti   ini,   aset  }iang  dilepas  hanis  diturun-nilai-

bukukan   (zuritten   dozurt)   dan   nilal   setelah   diturun-nilai-bukukan

(u/n.tten cZoLun)  tersebut  merupakan  nilai   aset yang diterima.  Contoh
dari pertukaran atas aset yang serui)a termasuk pertukaran bangunan,
mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang.
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Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka
hal   ini   mengindikasikan   bahwa    pos   yang   dipertukarkan   tidak
mempunyai nilai yang sama.

Asct Donasi
1.   Aset  tetap  yang  diperoleh  dari  su]nbangan   (donasi)   harus  dicatat

sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
2.    Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan

suatu aset tetap ke suatu entitas, mis€unya perusahaan non pemerintah
memberikan  bangunan yang dimilikinya untuk digunakan  oleh  satu
unit pemerintah daerah. Tanpai persyaratan apapun.  Penyerahan aset
tetap   tersebut   akan   sangat   andal   bila   didukung   dengan   bukti

perpindahan   kepemilikannya   secara   hukum,   seperti   adanya  akta
hibah.

3.   Tidak termasuk aset donasi,  apabihi penyerahan  aset tetap tersebut
dihubungkan   dengan   kewajiban   €ntitas   lain   kepada   pemerintah

daerah.  Sebagai  contoh,  satu  peru.sahaan  swasta  membangun  aset
tetap  untuk  pemerintah  daerah  d{mgan  persyaratan  kewajibannya
kepada pemerintah daerah telah dial Lggap selesai. Perolehan aset tetap

tersebut  harus  diperlakukan   sepei.ti  perolehan  aset  tetap  dengan

pertukaran.
4.   Apabila perolehan aset tetap memen-ihi kriteria perolehan aset donasi,

maka perolehan tersebut diakui seb€igai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (St.bseqt4ent Eacpendltttres)
1.     Pengeluaran    setelah    perolehan    awal    suatu    aset    tetap    yang

memperpanjang nasa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi
manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalarn bentuk peningkatan
kapasitas/volume, peningkatan efis..ensi, peningkatan mutu produksi,

penambahan  fungsi,  atau peningkel.tan  standar kinelja yang nilainya
sebesar nilai satuan minimum kapilalisasi aset tetap atau lebih, harus
ditambahkan     pada     nilai     tercatat     (dikapitalisasi)     aset     yang

bersangkutan.
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2.   Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang nasa manfaat atau
memberi manfaat ekonomik dimasa d a.tang dalam bentuk peningkatan
kapasitas/volume, peningkatan efisie nsi, peningkatan mutu produksi,

atau              peningkatan              stan dar              kinerj a              adalah

pemeliharaan/ perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan
rutin/berkala/terjadwal/normalisasi/ pengerukan      sungai,      irigasi,
waduk  atau yang dimaksudkan  hanya untuk  mempertahankan  aset
tetap tersebut agar berfungsi baik/n{>rmal, atau hanya untuk sekedar
memperindah atau mempercantik su.iitu aset tetap.

3.   Nilal  satuan  minimum   kapitalisasi  aset  tetap  untuk  pengeluaran
setelah perolehan yang dimaksud ad€dah sebagai berikut :

a.  Pemeliharaan  konstmksi  meliputi  gedung  dan  bangunan,  jalan,
irigasi, jaringan sebesar mengikuti ketentuan pada paragraph 8 di
atas.

b.  Pemeliharaan  peralatan  dan  met;in  sebesar  mengikuti  ketentuan

pada tabel penambahan masa manfaat.

Pengukuran     Berikutnga    (Subsequc±at    Measurement)     Terhadap
Pengahan Awol
Aset  tetap  disajikan  berdasarkan  biaya  perolehan  aset  tetap  tersebut

dikurangi     akumulasi     penyusutan.     Apabila     terjadi     kondisi     yang

memungkinkan penilaian kembali, make aset tetap akan disajikan dengan

penyesualan pada masing-masing akun €iset tetap.

Penyusutan
I.   Metode  penyusutan yang  dipergunakan  adalah  Metode  Garis  Lurus

(stralghi line method|.
2.   Aset tetap disusutkan sejak tahun perolehan dengan nilai sisa pada

akhir periode sebesar Rp.O,00 (nol ]upiah).

3,    Nilai penyusutan untuk masing-m€.sing periode diakui sebagai beban

penyusutan   dan   dicatat  pada  Alrumulasi   Penyusutan  Aset  Tetap
sebagai pengurang nilai aset tetap.

4.   Masa  manfaat  untuk  menghitung  tarif  penyusutan  untuk  masing-
masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut :
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Rode Aset U,alall
Ma8aManfaat(Tahunl

1.3.2. Peralatan dan Me8in
I.3.2.01.01 Alat Besar Darat 201

1.3.2.01.02 Alat-Alat Besar Apung! 15

1.3.2.01.03 Alat-Alat Bantu 10

1.3.2.02.01.01 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 15

1.3.2.02.01.02 Kendaraan Bermotor Penumpang 15

1.3.2.02.01.03 Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 15

I.3.2.02.01.04 Kendaraan Bermotor Beroda Dua 10

I.3.2.02.01.05 Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 10

1.3.2.02.01.06 Kendaraan Bermotor Khusus 15

1.3.2.02.01.07 Kendaraan Tempur 10I

1.3.2.02.01.08 Alat Angkutan Kereta. Ftel 10[

I.3 .2.02 .01.09 Alat Angkutan Darat Belmotor Lainnya 5!

1.3.2.02.02. Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 51

1.3.2.02.03. Alat Angkutan Apun{! Bermotor 10

1.3.2.02.04. Alat Angkutan Apunf; Tak Bermotor 5
1.3.2.02.05. Alat Angkutan Berm{)tor Udara 20
1.3.2.03 .01. Alat Bengkel Bermes in 10

1.3.2.03.02. Alat Bengkel Tak Eel mesin 5
1.3.2.03.03. Alat Ukur 10

1.3.2.04.01. Alat Pengolahan 5
1.3.2.05.01. Alat Kantor 5!

1.3.2.05.02. Alat Rumah Tangga 5
1.3.2.05.03 Meja dan Kursi Kelj£L/Rapat Pejabat 5!

I.3.2.06.01 Alat Studio 5
1.3.2.06.02 Alat Komunikasi 5
1.3.2.06.03 Peralatan Pemancar 20
1.3.2.06.04 Peralatan Komunika si Navigasi 20
1.3.2.07.01 Alat Kedokteran 5
1.3.2.07.02 Alat Kesehatan Umum 5
1.3.2.08.01 Unit Alat Laboratorium 5
I.3.2.08.02 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15

1.3.2.08.03 Alat Peraga Praktek Sekolah 5!

1.3.2.08.04 Alat Laboratorium Fisika Nuklir / 15
Elektronika

1.3.2.08.05 Alat Proteksi Radias,i / Proteksi Lin8kungan 10
1.3.2.08.06 Radiation Aplication and Nan Dcstructivc 10

Testing Laboratory (BATAMl
I.3.2.08.07 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 5
1.3.2.08.08 Peralatan Laborator ium Hidrodinamika 10
1.3.2.08.09 Alat  Laboratorium :Standarisasi Kalibrasi 10

Dan  lnstnimentasi
I.3.2.09.01 Senjata Api 10
I.3.2.09.02 Persenjataan Non S.3njata Api 10'

I.3.2.09.03 Senjata Sinar 101

I.3.2.09.04 Alat Khusus Kepoli!.;ian 10!

1.3.2.10.01 Komputer Unit 5
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Rode Aset ur8Llan
MasaManfaatlTahun)     I

1.3.2.10.02 Peralatan Komputer 5155

I.3.2.11. Alat Eksplorasi
1.3.2.12. Alat Pengeboran
1.3.2' 13. Alat Produksi, Pengol€than dan Pemurnlan 5

1.3.2.14. Alat Bantu Bksplorasi 5

1.3,2.15. Alat Keselamatan Ker: a 55

1.3.2.16. Alat Peraga
1.3.2.17. Peralatan Pro ses / Proiluksi 5

1.3.2.18. Ranbu-Ranbu 5

1.3.2.19. Peralatan Olahraga 5

1.3.3. Gedung dan Bangunan
1.3.3.01.01 Bangunan Gedung Ttmpat Kelja 50

1.3.3.01.02 Bangunan Gedung Timpat Tinggal 50

1.3.3.02.01 Candi / Tugu Peringatan / Prasasti 50

1.3.3.03.01 Bangunan Menara Pcrambuan 50

1.3.3.04.01 Thgu/Tanda Batas 50

1.3.4. Jalan, Jahngan dan lrigaal
1.3.4.01.01 Jalan 5

1.3.4.01.02 Jembatan 20

1.3 .4 .02 .01 Bangunan Air lrigasi 20
1.3.4.02.02 Bangunan Pengairari Psang Surut 20
1.3.4.02.03 Bangunan Pengem bangan Rawa dan 20!i

Polder
I.3.4.02.04 Bangunan Pengam an Sungai/ Pantai & 10'

Penanggulangan Bencana Alam
1.3.4.02.05 Bangunan Pengemb angan Sumber Air dan 20

Air Tanah
1.3.4.02.06 Bangunan Air Bersi]i/Baku 30
I.3.4.02.07 Bangunan Air Kotor 30
1.3.4.03.01 Bangunan AIr Bersi'1/Baku 30
1.3.4.03.02 Instalasi Air Kotor 20
1.3.4.03.03 Instalasi Pengolahari Sampah 10
1.3.4.03.04 Instalasi Pengolaha]i Bahan Bangunan 10

1.3.4.03.05 Instalasi PembangkLt Listrik 30
I.3.4.03.06 Instalasi Gardu Listrik 30
I.3.4.03.07 Instalasi Pertahanai 30
1.3.4.03.08 Inetalasi ca9 30
1.3.4.03.09 Instalasi Penganan 20
1.3.4.03.10 Instalasi Lain-Lain 10
I.3.4.04.01 Jaringam Air Minur]i 30
1.3.4.04.02 Jaringan Listrik 30
1.3.4.04.03 Jaringan Telepon 20
1.3.4.04.04 Jaingan Gas 25
1.3.5.07 A8et Tetap Dalam Renovael
1.3.5.07.01. Aset Tetap Dalam Renovasi 5

-Peralatan dan Mesin
-Gedung dan Bangunan
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Rode Aeet Urflllan
MasaManfaatlTahunl

-   Jalan, Jaringan dan Irigaei
-Aset Tetap Lainny€L/Penataan Taman

5.   Aset €etqp Zierzfu(t t!dak: dtst4stttfean, yaitu Tanah, konstruksi dalam

pengerjaan buku-buku perpustakaan , hewan temak, dan tanaman.

6.   Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca
berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset ldie disusutkan
sebagaimana layakrrya Aset Tetap.

7.    Penyusutan      tidak      dilakukan      terhadap      Aset      Tetap      yang
direklasifikasikan sebagai Aset LainrLya berupa :

a.  Aset Tetap yang dinyatakan hilarng berdasarkan dokumen sumber

yang  sah  dan  telah  diusulkan  kepada  Pengelola  Barang  untuk
dilakukan penghapusannya; dan

b.  Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah
diusulkan kepada Pengelola Bara ng untuk dilakukan penghapusan.

50.   Apabila dalam satu register aset telap dilakukan perbaikan beberapa
kali  dalam  satu  tahun,  maka nilal  perbaikannya  disatukan  terlebih
dahulu  ban  dikapitalisasi  ke  as€t  tetap  tersebut,  dengan  tanggal

pembukuan tanggal terakhir pemel haraan.
Ctontoh  :

Pada Ruas Jalan  014  Dinas Pekerjaan  Umum dan  Penataan  Ruang
Tahun 2017 diperbaiki sebanyak 3 kali yaitu sebagai berikut :
Tanggal 5 April 2017 sebesar             Rplco.000.000,00

Tanggal  lo oktober 2017 sebesar    Rpl50.000.000,00

Tanggal 3 Desember 2017 sebesar   Ro120.000.000.00

Jurrilah                                                      Rp370.000. 000,00

Maka  pencatatan  penambahan  aset  tetap  terhadap  Rua§ jalan  014

pada tahun  2017  adalah  sebesar Rp370.000.000,OO  dan  dibukukan

pada tanggal 3 Desember 2017.

51.   Aset    tetap    yang    direnovasi/re{storasi/overhaul    ditambah    masa

manfaatnya   dengan   ketentuan   Penambahan   Usia   Masa   Manfaat
sebagai berikut :
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Kodiflha8i Undon Jenle

PoreentaelRenovael/Reetor
Pemmbahan  \

a.1/Ov..haul Haea
darl Nllal BufuA8®t(duuarpenyu8utaa| Manfaat

2 Peralatan daa Me8ln
Overhaul > 0% @d 30%>30%sd45%>45%sd65%2 01 01 ihat Besar Darat 135

> 0% sd 30%a 01 02 Alat Besar Apung Overhaul 1

> 30% sd 450/a>45%sd65% 24

1iI

1
2 01 03 Alat Bantu Overhaul > 0% sd 30%>30%sd45%

2J41

> 45070 ed 65%

2 02 01 Alat Amgkutan DaratBermotor Overhaul > 00/o sd 25% i

> 25% sd 50%
3> 50°/o sd 75%

> 75% sd  100% 41

!

2 02 02 Alat Angkutan Darat Tak Renovasi > 0% sd 25% 0
Bermotor I

> 25% sd 50% 1)

> 50% sd 75% 1'

> 75% sd  100% 1)

._I
2 02 03 Alat Angkutan ApungBemotor Overhaul > 0% sd 25% 2

> 25°/a sd 50% 3
>  50% sd 75% 4

> 75% sd  100% 6
2 02 04 Alat Angkutan Apung Tat:Bermotor Renovasi > 0% sd 25% 1

> 25% sd 5oo/o 1

> 50% sd 75% 1!

> 75% sd  100% 2

2 02 05 Alat Angkutan Bermotor Overhaul > oo/o sa 25./a 3
Udara

> 25% sd 50% 6
> 50% sd 75o/a 9

> 75% sd  100% 12

2 03 01 Alat Bengkel Bermesin Overhaul > 0% sd 250/o 1

> 250/o sd 5oo/a 2
> 50% sd 75% 3

> 75% sd  100% 4
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2 03 02 Alat Bengkel Tak Bcrmesin Renovasi > 0% sd 25% 0
> 25% sd 50% Oi

> 50% sd 75% 1

> 75% sd  100% 1!

-I)

2 03 03 Alat Ukur Overhaul > 0% sd 25% 1'

> 25o/a sd 50% 2,+

> 50% sd 75% 2
> 75°/a sd  100% 31I

2 04 01 Alat Pengolahan Overhaul > oo/a sd 20% I

> 20% sd 50% 2
> 50% sd 75% 51

(

2 05 01 Alat Kantor Overhaul > 0% sd 25% OJ
> 25% sd 50% 1'

> 50% ed 75% 2
> 75% sd  100% 3

2 05 02 Alat Rumah Tangga Overhaul > 0% sd 25% 0
> 25% sd 50% 1'

> 50% sd 75% 2
>  75%  sd  1000/a 3

2 06 01 Alat Studio Overhaul > 0% sd 25% 1

> 25% sd 5oo/a 2!I

>  50% sd 75% 2
> 750/a sd  100% 3

i

2 06 02 Alat Komunikasi Overhaul > 0% sd 25% I
> 25`'/a sd 50% 1

> 50% sd 75% 2
> 75% sd  100% 3

2 06 03 Peralatan Pemancar Overhaul > oo/a sd 25% 2
> 25% sd 50% 3
>  50% sd 75% 4_i

> 75% sd  100% 5!

2 07 01 Alat Kedokteran Overhaul > 0% sd 25% 0
> 25% sd 50% 1

> 50% sd 75% 2
= 75% sd  100% 3                 )

2 07 02 Alat Kesehatan Umum Overhaul > 0% sd 25% o!

> 25% sd 50%
_i1'

> 5o0/a sd 75%
__121

> 75°/o sd  looo/o 3

I
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2 08 01 Unit Alat IAboratorium Overhaul > 0% 8d 25% 2_`!

> 25% ed 5o% I3i

> 50% sd 75% 4,
> 75% sd  100% 4i

2

ii

08 02 Unit Alat laboratorium Overhaul > 0% sd 25% 3
Kimia Nuklir I

> 25% sd 50% 5'

> 50% sd 75% 7,

>  750/o sd  100% 8
I

2 08 04 Alat Laboratorium Fisika Overhaul > 0% sd 25% 31

Nuklir /  Blektronika (

> 25% sd 50% 5'

> 50°/o sd 75% 7i1

> 75% sd  100% 81-1
1

2 08 05 Alat Proteksi Radiasi / Overhaul > 0% sd 25% 2
Proteksi Lingkungan

> 25% ed 50% 4!

> 5o% ed 75o/o 5

> 75% sd  100% 5J
i

2 08 06 Radiation Aplication and Overhaul > 0% sd 25% 2`

Non Destructive TestingLaboratorv(BATAM| '

> 25% sd 500/o 4!

>  50% sd 75% 5'(

> 75% sd  100% 5(
I

2 08 07 Alat LaboratoriumLingkunganHiduo Overhaul > 0% ed 25%
•J1

> 25°/o sd 50% 2
> 5o°/a sd 75% 3

> 75% sd  100% 4

2 08 08 Peralatan Laboratorium Overhaul > 0% sd 25% 3'
Hidrodinamika I

> 25% sd 50% 5i

>  50% sd 75o/a 7i

> 75°/o sd  100% 81

i

2 09 01 Senjata Api Overhaul > 0% sd 25%
J1

> 25% sd 50% 21

> 50% sd 75% 31I

> 75°/o sd  100% 4!

I

2 09 02 Persenjataan Non Senjat€iAoi Renovasi > 0% sd 25% o'

> 250/o sd 50% 0
> 50% sd 75% 1

>  75% sd  1ooo/o 1'`
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I

2 09 03 Senjata Sinar Overhaul > 0% sd 25% O              -.i:

> 25% sd 50°/o 0!

> 50% sd 75% 0,

>  750/o sd  1ooo/a 2,,-\

2 09 04 Alat Khusus Kepolisian Overhaul > 0% sd 25°/o 0                  _I_I

> 25% sd 50% 0
> 50% sd 75% 0

>  750/o sd  100% 2

3 Gedung dan Bangumn
3 01 01 Bangunan Gedung TempatKeria Renovasi > 0% sd 25% 5

> 25% sd 50% 10

> 50% sd 75%
I15-Jl

> 75% sd  100% 50      .--!!

(

3 01 02 Bangunan Ciedung TempatTinggal Renovasi > 0% sd 30% 5

> 30% sd 45% 10

> 45% sd 65% 15
((

3 02 01 Candi/Tugu Renovasi > 0% sd 30% 5           -__rl

Peringatan/Prasasti ij
> 30% sd 45o/o 10       --I_il

> 45% sd 65% 15       __-11
---i  II

3 03 01 Bangunan MenaraPerambuan Renovasi > 0% sd 30% 5jl

> 30% sd 45% •ol
> 45% sd 65% 5                   '_..

3 04 01 Tugu/Tanda Batas RenovaLsi >  oo/a sd 300/o 5
> 30% sd 45% 1o.....i

> 45°/o sd 65%
-,i15!,

4 Jalan, Irlga81, dan i:

JndnEan 1b

4 01 01 Jalan Renovasi > 0% sd 30% 2_i;

> 30% sd 6oo/a 5
> 60% sd  100% 10

I

4 01 02 Jembatan Rcnovasi >  OO/a  sd 30% 5
> 30% sd 45% 10
> 450/o sd 65% 151

4 02 01 Bangunan Air Irigasi Renovasi > oo/o sd 5 % 2
>  50/a sd  10% 5

>  loo/o sd 20% 10

4 02 02 Bangunan PengairanPasangSurut Renovasi > 0% sd 5 % 2

> 5% sd  10% 5



>  10% sd 20% 101-.I

I•1

4 02 03 Bangunan PengembanganRawadanFolder Renovasi > 0% sd 5 %

> 5% sd  10% 3i

>  10% sd 2oo/a 5-i

4 02 04 Bangunan Penganan Renovasi > 0% sd 5 % 1\

Sungai danPenanggulangan BencanaAlan
i

> 5% sd  10% 23                   :I•J

>  10% sd 20%

4 02 05 Bangunan PengembanganSumberAirdanAirTanah Renovasi = 0% sd 5 0/a 1                   (2

> 5% sd  10%

>  10% sd 20% 3

4 02 06 Bangunan Air Bersih/Bak`i Renovasi > oo/o sd 3o°/a 510151__'Ii

> 30% sd 45%
> 45% sd 65%

4 02 07 Bangunan Air Kotor Renovasi > 0% sd 30% 5
> 30% sd 45% 10,

> 45% sd 65% 15

)

4 03 01 Instalasi Air Minum/AlrBersih Renovasi > 0% sd 30% 2

> 30% sd 45% 7
> 45% sd 65% 10                 I

i

4 03 02 Instalasi Air Kotor Renovasi > oo/o sd 30% 2
> 30% §d 45% 7;

> 45% sd 65% 10

4 03 03 Instalasi Pengolahan Renovasi > oo/o sd 30% 1

Sanpch I

> 30% sd 45% 3i

> 450/o sd 65% 5

4 03 04 Instalasi Pengolahan Bah an Renovasi > oo/o sd 3o°/a `,J

BanFprnan
> 30% sd 45% 3
> 45% sd 65% 5`

I

4 03 05 Instalasi Pembangkit Listrik Renovasi > 0% sd 30% '5

> 30% sd 45% 10i

> 45% sd 65% 15,

4 03 06 Instalasi Gardu Listrik Renovasi > 0% sd 30% 5
> 30% sd 45% 10
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> 45% sd 65o/a 15J

4 03 07 Instalasi Pertahanan Renovasi > 0% sd 30%
:i> 30% sd 45%

> 45% sd 650/o 5?

i

4 03 08 Instalasi Gas Renovasi > 0% sd 30% 51I

> 30% sd 450/o 10J
> 45% sd 65°/a 151

J
4 03 09 Instalasi Pengaman Renovasi > 0% sd 30% 11

> 30% sd 45% 1!'

> 45% sd 65% 3'
(i

4 03 10 Instalasi Lain Renovasi >  OO/o sd 30% LT:
> 30% sd 45% 1i

> 45% sd 65% 31

4 04 01 Jaringan AIr Minum Overhaul > 00/o sd 30% 2,
> 30% ed 45% 7i

> 45% sd 65% 10.i

i

4 04 02 Jaringan Listrik Overhaul > 0% sd 30% 5!

> 30% sd 45% lot
> 45% sd 65% 15i

i
4 04 03 Jaringan Telepon Overhaul > 0% sd 30% 2_I

> 30% sd 450/o 5)

> 45% sd 65% 10

4 04 04 Jaringan Gas Overhaul > 0% sd 30% 2_i

> 30% sd 45% 7E

> 45% sd 65% 10

Penambahan  masa  manfaa.t aset  tetap  ti(lak  boleh  melebihi  nasa manfaat
maksimal aset tersebut.
Contoh :

Bangunan      Gedung      Pemerintah      dit)angun      tahun      2000      senilai
Rpl.000.000.000,00   (satu   milyar   rupia.h),   pada   tahun   2008   dilakukan

perbaikan sebesar Rp800.000.000,00 (dekipan ratus juta rupiah).
Maka  penambahan  masa  manfaat  dan  penyusutan  terhadap  bangunan
tersebut adalah sebagai berikut  :
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ulRAIAN NILA'
% OARI NILAIBUKU -lllANFRA,

TAHUN PENYU§UTAN
AKUMULAslPENYUSUTAN

NILAIBUKU       iI

Gedung A
2000 ooooTFTl

Harga Perolet`an 1.000.000.000 50 20.000.000 20.000.000 980.0        .          ,1I

49 2001 20.000.000
40.000 000 960.000.008   i

48 2002 20.000.000 60.000.COOio.OOOOOO 940.000.oof.`   i

47 Z003 20.000.000 920.0oU  uu`;    I

46 !1004 20.000.000 100.000.000 900.000.0£0   ,

45 :!005 20.000.000 120.000.000 ;:'   I.'

44 :!006 20.000.000 140.000.000 :.,,,'

43 ;!007:!008 20.000.000 160.000.000 •`\'1.607.200.0'.`.L\    ,

BOO.000.000 80% 50 32.BOO.000 192.800.000

49 :Z009 32.800.000 225.600.000
I

48 2010 32.BOO.000 258.400.000 1.541.600.COO    i

47 2011 32.800.000 291.ZOO.000 .u\'

Rumus Penyusutan setelah Kapitalisasi ada]ah sebagai berikut :

----. i   i±-.ii`-i               -.--.---

Contoh  perhitungan  dalam kasus  tersebut di  atas  apabila  dimasukkan  ke

dalam rumus adalah sebagai berikut :
Rp840.000.000 + Rp800.000.000

50 Tahun

= Rp32.800.000

Penilaian Kembali Aset Tetap (Rewa/uatr.o,ri)

I.     Penilaian   kembali  atau  revaluasi   aset  tetap  tidak  diperkenankan
karena  kebijakan  akuntansi peme]intah  daerah  menganut penilaian
aset     berdasarkan     biaya     perolf;hen     atau     harga     pertukaran.
Penyimpangan  dari  ketentuan  ini  mungkin  dilakukan  berdasarkan
ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

2.    Dalam   hal   ini   laporan   keuangan   harus   menjelaskan   mengenai

penyimpangan  dari  konsep  biaya  i]erolehan  di  dalam  penyajian  aset
tetap   serta  pengaruh   penyimpangan   tersebut  terhadap   gambaran
keuangan  suatu  entitas.  Selisih  antara  nilai  revaluasi  dengan  nilai

tercatat aset tetap dibukukan dalari ekuitas dana.
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Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap
Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutsmnya dieliminasi dari neraca dan
diungkapkan  dalam  Catatan  atas  Lapor`m  Keuangan  ketika  dilepaskan
atau bila aset secara permanen dihentikan  penggunaannya  dan dianggap
tidak memiliki manfaat ekonomi/ sosial signifikan dimasa yang akan datang
setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan
DPRD.

Pengungkapan Aset Tetap
Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis

aset tetap sebagal berikut :
a.   Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat

(carrtyz.rtg amozJnf) ;

b.   Rekonsiliasi  jumlah  tercatat  pada  awal  dan  akhir  periode  yang
menunjukkan :
1)  penambahan;

2)  pelepasan;

3)  akumulasi penyusutan dan pe]ubahan nilai, jika ada;
4)  mutasi aset tetap lainnya,

c,   Infomasi penyusutan,meliputi:
1)  Nilai penyusutan;

2)  Metode  penyusutan yang digunakan  dalam  hal  ini  Pemerintah
Kabupaten  Karawang  menggunakan  metode  penyusutan  garis
lurus (Stmaz.ght LIne Method) dengan nilai sisa nol rupiah;

3)  Masa manfaat atau tarif penyLLsutan yang digunakan;

4)  Nilai tercatat bruto dan akum.ulasi penyusutan pada awal dan

akhir periode.

3.   Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
a.   Bksistensi dan batasan hak milik: atas aset tetap;

b,   Kebijakan akuntansi untuk kapilalisasi yang berkaitan dengan aset
tetap;

c.   Jumlah pengeluaran pada pos as,et tetap dalam konstruksi; dan
d.  Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

4.   Jika aset tetap dicatat padajumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut

harus diungkapkan:
a.  Dasar peraturan untuk menilal kembali aset tetap;

Z5



b.  Tanggal efektif penilaian kembali;

c.   Jika ada, nana penilai independeli.;
d.  Hakikat setiap petunjuk yang dig`makan untuk menentukan biaya

pengganti; dan
e.   Nilai tercatat setiap jenis aset teta|).

5.   Aset  bersejarah  tidak  disajikan  dalam  neraca,  namun  diungkapkan
secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nana,

jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

6.    Untuk aset tetap yang sudah disusutkan seluruh nilalnya hingga nilal
bukunya  menjadi  Rp.O,  dan  masih  dapat  dimanfaatkan,  maka aset
tetap   tersebut   tetap   disajikan   dengan   menunjulckan   balk   nilal

perolehan  maupun  akumulasi  pen]usutannya.  Aset  tersebut  tetap
dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan. Aset tetap yang
telah   habis   masa   penyusutannya   dapat   dihapuskan  jika   telah
mendapat ijin penghapusbukuan da]i pejabat yang berwenang.
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LAMPIRAN XIII  :  PERATURAV   BUPATI KARAWANG

NOMOR   42!      TAHUN2019

TBNTANG       KEBIJAKAN       AKUNTANSI

PEMERINTAH RABUPATEN RARAWANG

KEBI.AKAN AKUNTANSI KONSTRUKS;I DALAM PENGER.AAN

A.   UMUM

Mengatur  perlakuan  akuntansi  untuk  konstruksi  dalam  pengerjaan
meliputi  pengakuan,  penentuan  nilai  tercatat,  serta  penentuan  dan

perlakuan   akuntansi   atas   penilaian   kembali   dan   penurunan   nilai
tercatat konstruksi dalam pengerjaan.

Ruang Lingkup

1.    Kebijakan   akuntansi   ini   diterapkan   dalam   penyajian   seluruh
konstruksi   dalam   pengerjaan   dalam   laporan   keuangan   untuk
tujuan  umum  yang  disusun  dan  dlsajikan  dengan  basis  akrual.
Kebijakan  ini  diterapkan  untuk  e.1titas  akuntansi  dan  entitas

pelaporan pemerintah daerah, tidak 1:ermasuk perusahaan daerah.

2.    Kebijakan akuntansi ini mengatur pt3rlakuan akuntansi konstruksi

dalam   pengerjaan   pemerintah   daerah   yang   meliputi   definisi,

pengakuan,  pengukuran,  penilaian,  penyajian dan  pengungkapan
konstruksi dalam pengerjaan.

I.   DEFINISI

1.   Kon8trukel   dalam   I.engeriaan     ndalah  aset-aset     tetap  yang
seda.ng dalam proses pembangunan.

2.   Kontrak  konstr`iksi    adalah    peiikatan  yang  dilakukan  secara
khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi   yang
berhubungan  erat  satu  sama  lain  atau  saling  tergantung  dalam
hal    rancangan,    teknologi,    dan    fungsi    atau    tujuan    atau

penggunaan utarna.



3.   Kontraktor   adalah   suatu   entitas   yang   mengadakan   kontrak
urituk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk
kepentingan entitas lain sesual dengan spesifikasi yang ditetapkan

dalam kontrak konstruksi.

4.    Uan muha  ker adalah jumlah  y€mg  diterima  oleh  kontraktor
sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

5.   E!aig±  adalah  jumlah  yang  diminta  kontraktor  kepada  pemberi
kelja sebagal penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam
nilai kontrak.

6.   Pemberi    keria    adalah    entitas    yang    mengadakan    kontrak
konstruksi    dengan    pihak    ketiga    untuk    membangun    atau
memberikan jasa konstruksi.

7.    Retensi   adalah  jumlah   termin   trrogress   bi!!irLg)   yang   belum

dibayar   hingga   pemenuhan   kondisi   yang   ditentukan   dalam
kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

8.    Termin      tr7rogress   bi!Zfng)   adalah  jumlah  yang   ditagih   untuk

pekerjaan  yang  dilakukan  dalam  suatu  kontrak  baik yang  telah
dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

C.   KLASIFIKASI

Konstruksi Dalam Pengeljaan mencakii.p peralatan dan mesin, gedung

dan  bangunan, jalan,  irigasi  dan jarilLgan,  serta  asset  tetap  lainnya

yang proses perolehannya dan/ atau p(mbangunannya membutuhkan
suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun

anggaran.

Perolehan  melalui  kontrak  konstruksi  pada  umumnya  memerlukan

suatu   periode   waktu   tertentu.   Perit]de   waktu   perolehan   tersebut
biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan    asset    dapat    dilakukan    dengan    membangun    sendiri

(swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.



D.   PENGAKUAN KONSTRUKSI DAliAM PEI'lGERIAAN

Suatu    aset    berwujud    harus   diakui    sebagai    Konstmksi    Dalam

Pengerjaanjika:

1. Besar  kemungkinan   bahwa  manfaat  ckonomi   masa  yang  akan
datang berkaitan dengan asset tersebut akan diperoleh;

2. Biaya perolehan tersebut dapat diukui. secara andal; dan
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstmksi    Dalam    Pengerjaan    biasanya    merupakan    aset    yang
dimaksudkan     digunakan    untuk    o|ierasional     pemerintah     atau
dimanfaatkan   oleh   masyarakat   dalam   jang   kapanjang   dan   oleh
karenanya diklasifikasikan dalam asset [etap.

Konstruksi  Dalam  Pengerjaan  dipindahkan  kepos  asset  tetap  yang
bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1, Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan

2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesrai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengeljaan djpindahkan ke asset tetap yang

bersangkutan  (peralatan  dan  mesin;  gedung  dan  bangunan;  jalan,
irigasi, dan jaringan; asset tetap lainnya)  setelah pekeljaan konstruksi

tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan

perolehannya.

E.   PENGUKURAN

Konstruksi Dalam Pengeljaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

1. biaya yang berhubungan langsung d engan kegiatan konstmksi;
2. biaya yang dapat diatribusikan pacia kegiatan pada umumnya dan

dapat dialokasikan ke konstruksi te rsebut; dan
3. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi

yang bersangkutan.

Biaya-biaya   yang   berhubungan   langsung   dengan   suatu   kegiatan
konstruksi antara lain meliputi:

1. biaya pekerja lapangan termasuk p3nyelia;

2. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;



3. biaya  pemindahan  sarana,  peralatan,  dan  bahan-bahan  dari  dan
kelokasi pelaksanaan konstruksi;

4. biaya penyewaan sarana dan peralataii;

5. biaya   rancangan   dan   bantuan   te±ni§   yang   §ecara   langsung
berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya  yang  dapat  diatribusikan  kekegiatan   konstruksi   pada
umumnya dan dapat dialokasikan kekor] struksi tertentu meliputi:

1. asuransi;

2. biaya  rancangan  dan  bantuan  tekni:5  yang  tidak  secara  langsung
berhubungan dengan konstruksi tertentu;

3. biaya-biaya   lain   yang   dapat   diid€:ntifikasikan   untuk   kegiatan
konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya  semacam  itu  dialokasikan  dengan  menggunakan  metode  yang
sistematis dan rasional dan diterapkan  secara konsisten pada semua
biaya yang mempunyai karakteristik yang sama.  Metode alokasi biaya

yang   digunakan   adalah   metode   rateL-rata   tertimbang   atas   dasar
proporsi biaya langsung.

Nilai   konstruksi  yang  dikerjakan   oler.1   kontraktor   melalui   kontrak

kon struksi meliputi :

1. terlnin   yang   telah   dibayarkan   kepada   kontraktor   sehubungan
dengan tingkat penyelesaian pekeria€un;

2. kewajiban yang masih harus dibaya]-kepada kontraktor berhubung

dengan  pekerjaan  yang  telah  diterima  tetapi  belum  dibayar  pada
tanggal pelaporan;

3.pembayaran     klaim     kepada     kolitraktor     atau     pihak     ketiga
sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor    meliputi    kontraktor   utrima   dan    kontraktor   lainnya.
Pembayaran   atas   kontrak   konstmksi   pada   umumnya   dilakukan
secara   bertahap   (termin)   berdasarkaLn   tingkat   penyelesaian   yang

ditetapkan   dalaln   kontrak   konstrufsi.    Setiap   pembayaran   yang
dilakukan    dicatat    sebagal    penambah    nilai    Konstruksi    Dalam
Pengerjaan.



Jika  konstruksi  dibiayai  dari  pinjaman  maka  biaya  pinjaman  yang
timbul  selama  masa  konstniksi  dikapitalisasi  dan  menaLmbah  biaya
konstruksi,   sepanjang   biaya   tersebut   dapat   diidentifikasikan   dan

ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul
sehubungan   dengan   pinjaman   yang   digunakan   untuk   membiayai
konstruksi.

Jumlah   biaya   pinjaman   yang   dikapitalisasi   tidak   boleh   melebihi

jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada
periode yang bersangkutan.

Apabila  pinjaman  digunakan  untuk  membiayai  beberapa  jenis  aset

yang diperoleh dalam suatu periode tertentu,  biaya pinjaman periode
yang bersangkutan dialokasikan kemasing-masing konstruksi dengan
metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila   kegiatan   pembangunan   kons}truksi   dihentikan   sementara

tidak disebabkan  oleh  hal-hal yang be rsifat /once majeur maka biaya

pinjaman  yang  dibayarkan  selama  misa  pemberhentian  sementara
pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekeriaan k()ntrak konstmksi dapat terjadi
karena beberapa hal  seperti kondisi/ori3e majenr atau adanya campur
tangan dari pemberi keljaatau pihak y€ing berwenang karena berbagai
hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan
dari pemberi kerjaataup ihak yang benvenang, biaya pinjaman selama
pemberhentian        sementara       dikapitalisasi.        Sebaliknya       jika
pemberhentian sementara karena konclisi /orcemajettr, biaya pinjaman
tidak  dikapitalisasi  tetapi  dicatat  sebiigai  biaya  bunga  pada  periode

yang bersangkuta.n.

Kontrak  konstruksi  yang  mencakup  beberapa  jenis  pekerjaan  yang
penyelesaiannya  jatuh  pada  waktu  }iang  berbeda-beda,  maka  jenis
pekeljaan  yang  sudah  selesai  tidak  cliperhitungkan  biaya  pinjaman.
Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi u]ituk jenis pekeljaan yang masih
dalam proses pengeljaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup  beberapa jenis  aset yang
masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekeljaan tersebut

diselesaikan  pada  titik  waktu  yang  tierlainan  maka  biaya  pinjaman

yang   dikapitalisasi   hanya   biaya   piiijaman   untuk   bagian   kontrak



konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai.  Bagian pekerjaan

yang   telah   diselesaikan   tidak   diperhitungkan   lagi   sebagai   biaya

pinjaman'

F.   PENYAJEN

Konstruksi   Dalam   Pengerjaan   disajikg.n   sebagai   bagian   dari   asset
tetap.

a.   PENGUNGKAPAN
Suatu  entitas  harus  mengungkapkan  i iformasi  mengenai  Konstruksi
Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
1.  Rincian   kontrak   konstruksi   dalam   pengerjaan   berikut   tingkat

penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
2.  Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
3.  Jumlah   biaya   yang   telah   dikelua]-ken   dan   yang   masih   harus

dibayar;
4.  Uang muka kerja yang diberikan;
5.   Retensi.

1 , BUPAffl
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LAMPIRAN RIV :    PERATURAN   BUPATI RARAWANG

NOMOR    42  'rAHUN 2Oi9

TENTANG        KBBIJAKAN        AKU NTAN SI

PEMERINTAL'[ RABUPATEN KARAWANG

KEBI.AKAN AKUNTANSI  DANA CADANGAN

A.  UMUM

1.  Kebijakan     akuntansi     dana     cadangan     mengatur     perlakuan
akuntansi    atas    dana    cadangan    yang    meliputi    pengakuan,

pengukuran,  penyajian  dan  pengun{;kapannya dalam penyusunan
Laporan Keuangan pemerintah daerah

RuangLingfup

1.  Kebijakan  ini  diterapkan  dalam  akuntansi  Dana  Cadangan  yang

disusun  dan  disajikan  dengan  menggunakan  akuntansi  berbasis
akrual.

2.  Pemyataan         kebijakan        ini        berlaku        untuk        entitas
akuntansi/pelaporan    pemerintah    Kabupaten    Karawang,    yang
memperoleh     anggaran     berdasardan     APBD,     tidak     termasuk

perusahaan daerahT

8.  DBFINISI

1.  Dana  Cadanfran  adalah  dana yang  disisihkan  untuk menampung
kebutuhan yang  memerlukan  dane  relatif besar yang tidak  dapat

dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
Dana  cadangan  dibukuhan  dalam  rekening  tersendiri  atas  nana
dana  cadangan  pemerintah  daerah  yang  dikelola  oleh  Bendahara
Umum Daerah u3UD).

2.  Pe       lolaan Dana Cada"=an adal€in penempatan Dana Cadangan

sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio

yang   memberikan   hasil   tetap   dcngan   risiko   rendah.   Portofolio
tersebut antara lain Deposito, SertiJ:ikat Bank Indonesia (SBI), Surat

Perbendaharaan   Negara   (SPN),   S-urat   Utang  Negara   (SUN),   dan

surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.



3.  perfuentuhan  Da]ia  Cadanqan  adalah  pengeluaran  pembiayaan
dalam    rangka    mengisi    dana    cadangan.    Pembentukan    dana
cadangan  berarti  pemindahan  akun   Kas  menjadi  bentuk  Dana

Cfadangan.

4.  Pencairan  Dana  Cachngan  adalahpenerimaan  pembiayaan  yang
berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayal belanja.
Pencaira.n    dana    cadangan    berarti    pemindahan    akun    Dana
Cadangan,  yang  kemungkinan  dalam  bentuk  deposito,   menjadi
bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan

yang telah direncanakan.

C.  KLASIFIRASI

Dana Cadangan diklasifikasikan berdasGarkan tujuan peruntukkannya,
misalnya   pembangunan   rumah   sakit,   pasar   induk   atau   gedung
olahraga.

D.  PENGAKUAN

1.  Pembentukan   dan   peruntukan   silatu   Dana   Cadangan   harus
didasarkan  pada  peraturan  daerah  tentang  pembentukan  Dana
Cadangan    tersebut.     sehingga    dana    cadangan    tidak    dapat
digunakan untuk peruntukan yang I.aim.

2.  Dana  Cadangan  diakui  pada  saat  terbit  SP2D-LS  Pembentukan

Dana Cadangan.

3.  Pencairan   Dana   Cadangan   meng.urangi   Dana   Cadangan   yang

bersangkutan.
4.  Pencairan   Dana   Cadangan   diakui   pada   saat   terbit   dokumen

pemindah-bukuan atau yang sejen.snyaatas Dana Cadangan, yaLng
dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa 13UD atas persetujuan PPKD.

5.  Hasil-hasil  yang   diperoleh   dari   Fiengelolaan   Dana   Cadangan   di

pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

E.  PBNGUKURAN

1.  Dana Cadangan diukur sesuai der.gan nilai nominal dari Kas yang
diklasifikasikan ke Dana Cadangan .

2.  Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur

sebesar nilai nominal yang diterim±i.



F.  PENYAIIAN DAN PENGUNGKAPAN

1.  Dana Cadangan  disajikan  dalam  Neraca  pada  kelompok Aset  Non

lancar;

2.  Dana Cadangan dieajikan dengan nilai Rupiah;

3.  Dalarn   hal   Dana   Cadangan   dibentuk   untuk   lebih   dari   satu

peruntukan    maka    Dana    Cadang€m    dirinci    menurut    tujuan
pembentukannya;

4.  Pengungkapan   Dana   Cadangan   d.alam   Catatan   atas   Laporan
Keuangan   (CaLK),   sekurang-kurangnya  meliputi  hal-hal   sebagai
berikut:

a.  Peraturan daerah pembentuhan Dan.a Cadangan;

b.  Tujuan pembentukan Dana Cadangam;

c.   Ftogram dan keSatan yang akan ditiiayai dari Dana Cadangan;

d.  Besaran   dan   rincian    tahunan    Dana   Cadangan   yang
dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;

e.   Suinber Dana cadangan; dan

f.   Tahun anggaran pelaksanaan dan rrencairan Dana cadangan.

ham

5.  Hasil  pengelolaan  Dana  Cadangar'.  dicatat  dalam  Lain-lain  PAD

yang Sah sebagai Pendapatan LO;

6.  Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan

pembiayaan.  Pembentukan  dana  cadangan  disajikan  dalam  LEA
sebagal Pengeluaran pembiayaan;

7.  Pencairan  dana  cadangan  disajik€n  di  Laporan  Ams  Kas  dalam
kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi; dan

8.  Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Has dalam

kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.

WANG,

CHADIANA



LAMPIRAN XV :  PERATURAN   BUPATI KARAWANG

NOMOR  42      TAHUN2019

TENTAN a            It.:BBIJAKAN            AKUNTAN SI

PEMERINTAH KL'lBUPATEN KARAWANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

A.   UMUM

Tujuan

Tujuan kebijakan ini  adalah  mengatur perlakuan  akuntansi atas aset
lainnya yang mencakup pengakuan,  pc.ngukuran  dan  penilaian,  serta

pengungkapannya dalaln laporan keuangan pemerintah daerah.

Ruang Lingfup

1.   Kebijakan ini diterapkan pada akuntansi aset lainnya dalam rangka

penyusunan laporan neraca.

2.   Pernyataan         kebijakan         ini         berlakei         untuk        entitas
akuntansi/pelaporan   yang   memperoleh    anggaran    berdasarkan
APBD, tidak termasuk perusahaan (1aerah.

8.   DEFINISI
1.  Aset Lainnya merupakan aset pemcrintah daerah yang tidak dapat

diklasifikasikan  sebagai aset lancar,  investasi jangka panjang,  aset

tetap dan dana cadangan.

2.   Termasuk di dalam Aset Lainnya at.alah :

a.   Tagihan piutang penjualan Angi3uran;

b.   Tagihan 'I\mtutan Ganti Kerugi;in Daerah;
c.    Kemitraan dengan pihak Ketiga.

d.   Aset Tidak Ber`mujud;

e.    Aset Lain-lain.

3.   Tagihan  penjualan  angsuran  mengganbarkan jumlah  yang  dapat
diterima  dari  penjualan  aset  pemerintah  daerah  secara  angsuran
kepada   pegawal   pemerintah   daerah.   Contoh   tagihan   penjualan
angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan
kendaraan dinas.
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4.   Tuntutan   Perbendaharaan   (TP)   mcrupakan   suatu   proses   yang
dilakukan  terhadap  bendahara  derLgan  tujuan  untuk  menuntut

penggantian atas suatu kerugian ya]ig diderita oleh Pemda sebagai
akibat  langsung  ataupun  tidak  la]`gsung  dari  suatu  perbuatan
melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh  bendahaLra  tersebut  atau
kelalalan dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

5.   Tuntutan    Ganti    Rugi    (TOR)    merupakan    suatu    proses    yang
dilakukan   terhadap   pegawai   negcri   bukan   bendahara   dengan
tujuan  untuk  menuntut  penggantian  atas  suatu  kerugian  yang
diderita   oleh   Pemda   sebagai   akjbat   langsung   ataupun   tidak
langsung dari  suatu perbuatan me]anggar hukum yang dilakukan
oleh  pegawai  tersebut  atau  kelalaian  dalam  pelaksanaan  tugas
kewajibannya.

6.   Kemitraan  adalah  perjanjian  anta'.-a  dua  pihak  atau  lebih  yang
mempunyai    komitmen    untuk    melaksanakan    kegiatan    yang
dikendalikan  bersama  dengan  menggunakan  aset  dan/atau  hak
usaha yang dimiliki.

7.   Bentuk kemitraan tersebut antara I;rim dapat berupa :

a.    Bangun, Kelola, Serah (BKS)

b.   Bangun, Serah, Kelola (BSK)

8.   Bangun,   Kelola,   Serah   (BKS)   adalah   suatu   bentuk   kerjasama

berupa    pemanfaatan     aset    pemerintah     daerah     oleh     pihak
ketiga/investor,    dengan    cara    pihak    ketiga/investor    tersebut
mendirikan  bangunan  dan/atau  sarana  lain  berikut  fasilitasnya
serta  mendayagunakannya  dalam  jangka  waktu  tertentu,  untuk
kemudian  menyerahkannya  kembali  bangunan  dan  atau  sarana
lain    berikut    fasilitasnya    kepada    pemerintah    daerah    setelah
berakhimya jangka waktu yang die;epakati (nasa konsesi).

9.   Pada    akhir    masa    konsesi    ini,    penyerahan    aset   oleh    pihak
ketiga/investor  kepada  pemerint€Lh  daerah  sebagai  pemilik  aset,

biasanya   tidak   disertai   dengan   pembayaran   oleh   pemerintah
daerah.   Kalaupun  disertai  pembayaran  oleh  pemerintah  daerah,

pembayaran     tersebut    dalam    jumlah    yang     sangat    rendah.



Penyerahan  dan  pembayaran  aset  BKS  ini  harus  diatur  dalam

perjanjian/ kontrak keljasama.

10. Bangun,  Serah,  Kelola  (BSK)  adalah  pemanfaatan  aset pemerintah

daerah     oleh      pihak     ketiga/investor,      dengan     cara     pihak
ketiga/investor  tersebut  mendirikarL  bangunan  dan/atau  sarana
lain    berikut    fasilitasnya    kemudi€m    menyerahkan    aset    yang
dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai
dengan tujuan pembangunan aset te rsebut.

11. Aset tidak berwujud adalah aset tet€ip yang secara fisik tidak dapat
dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk
digunakan  dalam  menghasilkan  bar.ang atau jasa atau digunakan
untuk  tujuan  lainnya  termasuk  hak  atas  kekayaan  intelektual.
Contoh  aset  tidak  berwujud  adal€h  hak  paten,   hak  cipta,   hak
merek,  serta  biaya  riset  dan  pengembangan.  Aset  tidak  berwujud

dapat   diperoleh   melalui   pembelian   atau   dapat   dikembangkan
sendiri oleh pemerintah daerah.

12. Aset Tidak berwujud pemerintah meliputi :

a.  Software Komputer, yang dapat  disimpan dalam berbagai media

penyimpanan  seperti  flash  disk,  pita  dan  media  penyimpanan
lainnya.   Software  komputer  yang  masuk  dalam  kategori  Aset
tidak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian
tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu, jadi software
ini dapat digunakan di komput€:r lain,  0leh karena itu software
komputer sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan
merupakan Aset Tidak Berwujucl.

b.  Lisensi  dan   franchise,   Lisensi  dapat  diartikan   memberi   izin.

Pemberian lisensi dilakukan jik€i ada pihak yang memberi lisensi
dan  pihak  yang  menerima  liscmsi,  melalui  sebuah  perjanjian.
Dapat juga merupakan pember]`an izin dari pemilik barang/jasa
kepada   pihak   yang   menerimaL   lisensi   untuk   menggunakan

barang   atau   jasa   yang   dilisensikan.   F`ranchise   merupakan

perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan
dan  atau  menggunakan  hak  clari  kekayaan  intelektual  (HAKI)

atau  ciri  khas  usaha  yang  d]lmiliki  pihak  lain  dengan  suatu
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imbalan  berdasarkan  persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  pihak
lain   tersebut  dalam   rangka  perryediaan   dan   atau  penjualan
barang dan jasa.

c.   Hak Paten dan Hak Cipta.  Hak P{,iten adalah hak eksklusif yang
diberikan  oleh  Negara kepada  Inventor atas  hasil  lnvensinya di
bidang     teknologi,     yang    untuk     selama     waktu     tertentu
melaksanakan   sendiri   lnvensinya  tersebut   atau   memberikan

persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

d.  Hasil  kajian/pengembangan  yan!;  memberikan  manfaat jangka

panjang
Hasil  kajian/pengembangan  yang  memberikan  manfaat jangka

panjang    adalah    suatu    kajian    atau    pengembangan    yang
memberikan  manfaat  ekonomis  dan/atau  sosial  di  nasa  yang
akan datang yang dapat diidentif.kasi sebagai aset. Apabila hasil

kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat

ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.
13.   Amortisasi    adalah  alokasi  harga  ?erolehan  Aset Tidak  Berwujud

secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

14.   Pos  Aset  Lain-lain  digunakan  untuk  mencatat  aset  lainnya  yang

tidak    dapat    dikelompokkan    ke    dalam    Tagihan    Penjualan
Angsuran,   Tuntutan   Perbendahiiraan,   Tuntutan   Ganti   Rugi,
Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

15.   Termasuk dalam aset lain-lain adalah  aset tetap yang dihentikan
dari   penggunaan  aktif  pemerint€ih  daerah  karena  hilang  atau
rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum

dihapuskan,  atau  aset  tetap  yalig  dipinjam  pakai  kepada  unit

pemerintah yang lain,  atau  aset  yang  telah  diserahkan  ke  pihak
lain  tetapi  belum  ada  dokumen  hibah  atau  serah  terima  atau
dokumen sejenisnya.

C.   KLASIFIKASI

Aset Lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada
Bagan Akun Standar yang meliputi:

a.  Tagihan Jangka Panjang;

b.  Kemitraan dengan Pihak ketiga;
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c.   Aset Tidak Berwujud;

d,  Aset Lain-lain.

D.   pEavGAKUAN

1.  Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
a.  Potensi manfaat ekonomi nasa dcpan diperoleh oleh pemerintah

daerah  dan  mempunyai  nilai  aEau  biaya  yang  dapat  diukur

dengan andal;

b.  Diterima  atau  kepemilikannya  {lan   /   atau  kepenguasaannya
berpindah.

2.   Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa

pengeluaran   kas   dapat   diakui   p{ida   saat   teljadinya   transaksi
berdasarkan dokumen perolehan yalig sah sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

3.   Aset  lainnya  yang  berkurang  melalui  penerimaan  kas  maupun
tanpa   penerimaan   kas,   diakui   pada   saat   terjadinya   transaksi
berdasarkan  dokumen  yang  sah  :sesuai  dengan  ketentuan  yang
berlaku.

4.   Pengakuan  atas  kejadian yang  merigakibatkan  terjadinya  kerugian

Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu :

a.  Pengakuan    atas    kejadian    yang    mengakibatkan    terjadinya
kerugian Daerah yang disebabkan oleh Bendahara  terdiri dari :

1)   Pengakuan  atas  kekurangan  kas  tunai,  surat  berharga  dan
Barang Milik Daerah

Diakui    pada    saat    terbuk.:i    berdasarkan    fakta    dengan

melakukan reklasirikasi di neraca atas kekurangan kas tunai,
surat berharga dan barang  Milik daerah tersebut dari jumlah

semestinya menjadi aset Lainnya

2)   Pengakuan atas Piutang Tunl.utan Perbendaharaan

Diakui  di  neraca  menjadi  Piltang Tuntutan  Perbendaharaan

pada  saat  terbit  SKTJM  atau  Surat  Keputusan  Pembebanan
dari BPK.



3)   Pengakuan Beban

Apabila     Kekurangan     kas     tersebut     bukan     kesalahan

bendahara, maka akan diakui :sebagai beban non operasional.

b.  Pengakudli    zila>    kcjadian    yang    mengcikibatkan    terjadinya

kerugian Daerah yang disebabkar  oleh bukan Bendahara  terdiri
dari  :

1)   Pengakuan   atas  kekurangan  aset  tetap,   persediaan,   surat
berharga  dan  aset  lain  selairi  uang  kas.   Diakui  pada  saat
terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di
neraca    atas    kekurangan    aset    tetap,    persediaan,    surat

berharga  dan  aset  lain  selain  uang  kas  tersebut dari jumlah
semestinya menjadi aset lainnya

2)   Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan

Diakui   di    neraca   pada   sat it   terbit    SKTJM    atau    Surat

Keputusan Pejabat berwenang.

3)   Pengakuan Beban

Apabila    kehilangan    kendanian    tersebut   terbukti    bukan

kesalahan   pegawal   bukan   13endahara   maka   akan   diakui
sebagai beban non operasional.

5.   Untuk  dapat  diakui  sebagai  aset  'idak  berwujud  harus  dipenuhi
kriteria sebagal berikut :

a.    Dapat Diidentirikasi dengan mall:sud :

1.   Dapat  Dipisahkan  artinya  aset  ini  memungkinkan  untuk
dipisahkan atau dibedakan  secara jelas dari aset-aset yang

lain   pada   suatu   entitas.    0leh   karena   aset   ini   da.pat
dipisahkan  atau  dibedakan  dengan  aset  yang  lain,  maka
aset    tidak   berwujud    da|)at   dijual,    dpindahtangankan,
diberikan    lisensi,    disewalran,    ditukarkan,    baik    secara
individual maupun secara b ersama-sama.

2.   Timbul   dari   Kesepakatan   yang   mengikat,    seperti   hak
kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan
apakah    hak    tersebut    daLpat    dipindahtangankan    atau
dipisahkan   dari   entitas   4'itau   dari   hak   dan   kewajiban
lainnya.
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b.    Pengendalian;

Suatu entitas disebut mengendal.ikan aset jika entitas memiliki
kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi nasa depan

yang  timbul  dari  aset  tersebut  dan  dapat  membatasi  akscs
pihak   lain   dalam   memperoleh   manfaat   ekonomi   dari   aset
tersebut.

c.      Manfaat Ekonomi Masa Depan;

Manfaat ekonomi dapat mengha:silkan aliran masuk kas, setara
kas, barang atau jasa ke pemeriiitah daerah

6.  Penghapusan/ Penghentian Pengakuan Aset Tidak Berwujud

Apabila  suatu  Aset  tidak  berwujud  tidak  dapat  digunakan  karena
ketinggalan zaman,  tidak sesuai denga.n kebutuhan organisasi yang

makin berkembang,  rusa.k,  atau ma`5a kegunaannya telah berakhir,

maka Aset tidak berwujud  tersebut  hakekatnya tidak lagi  memiliki
manfaat ekonomi depan,  sehingga penggunaanya harus dihentikan.

Apabila  suatu  ATB  dihentikan  darj  penggunaannya    baik  karena

dipindahtangankan  maupun  karena  berakhirnya  masa  manfaat/
tidak  lagi  memiliki  manfaat  ekononii,  maka  pencatatan  akun  ATE

yang       be rsangkutan        harus        dihe n tikan        dan        diprose s
penghapusannya.  Entitas  dapat  mt3ngajukan  proses  penghapusan
ATB  sesuai  dengan  ketentuan  be]laku.   Pada  saat  penghapusan,

ATE  dihentikan  dari  pencatatan  dan  diakui kerugian  penghapusan

ATE sebesar nilai tercatat netto.

E.   PENGUKURAN DAN PENILAIAN

1.  Tagihan   penjualan   angsuran   dinilai   sebesar   nilai   nominal   dari

kontrak/berita  acara  penjualan  a.set  yang  bersangkutan   setelah
dikurangi dengan angsuran yang t3lah dibayarkan oleh pegawai ke
kas umum daerah atau berdasarkgn daftar saldo tagihan penjualan
angsuran.

2.   Tuntutan Perbendaharaan dinilai siebesar nilai nominal dalam Surat
Keputusan  Pembebanan  setelah  dikurangi  dengan  setoran  yang
telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan  ke kas umum
daerah.



3.   Tuntutan  Ganti  Rugi  dinilal  sebes€ur  nilal  nominal  dalam  Surat
Keterangan    Tanggungjawab    Mutlak    (SKTM)    setelah    dikurangi
dengan    setoran    yang    telah    dikLkukan    oleh    pegawai    yang
bersangkutan ke kas umum daerah.

4.   Bangun,   Kelola,   Serah   (BKS)   diciitat   sebesar   nilai   aset   yang
diserahkan  oleh  pemerintah  kepad€i  pihak  ketiga/investor  untuk
membangun  aset  BKS  tersebut.  Aset  yang  berada  dalam  BKS  ini
disajikan terpisah dari Aset Tetap.

5.   Aset Bangun Kelola Serah yang hariLs disusutkan tetap disusutkan
sesuai dengan metode penyusutan yimg digunakan.

6.   Penyerahan/pengembalian   aset   BH:S   oleh   pihak   ketiga/investor
kepada  pemerintah  daerah  pada  €ikhir  masa  perjanjian  sebagai
berikut :
a.    Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar

nilai    tercatat   yang    diserahkan    pada    saat    aset    tersebut
dikeljasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.

b.    Untuk  aset  yang  dibangun  oleh  pihak  ketiga  dinilai  sebesar
harga wajar pada saat perolehan / penyerahan.

7.   Aset  Tak  Berwujud  diukur  dengan  harga  perolehan,  yaitu  harga
yang  harus  dibayar  entitas  untuk.  memperoleh   suatu  Aset  Tak
Berwujud  hingga  siap  untuk  diguliakan  dan  Aset  Tak  Berwujud
tersebut  mempunyai  manfaat  ekonomi  yang  diharapkan  dimasa
datang atau jasa  potensial yang  melekat  pada  aset  tersebut  akan
mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

8.   Terhadap  aset  tak  berwujud    dilakukan  amortisasi,  kecuali  atas
aset tak berwujud yang memiliki rna.sa manfaat tak terbatas.

9.   Aset  Tidak  Berwujud  disajikan  di  neraca  berdasarkan  nilai  bruto
setelah dikurangi amortisasi. .

10.Amortisasi      dilakukan      dengan     metode      garis      lurus     yang
diperhitungkan  pada  setiap  akhir  I)eriode.  Metode  amortisasi yang
digunakan   harus   menggambarkan   pola   konsumsi   entitas   atas
manfaat  ekonomis  nasa  depan  yang  diharapkan

11.Aset  tak  berwujud  dengan  masa   manfaat  yang  terbatas  harus
diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mama
yang lebih pendek. Nilai sisa dari aset tidak berwujud dengan masa
manfaat yang terbatas adalah nihil.

12. Aset  tidak  berwujud    berdasarkali  nasa  manfaat  dikelompokkan
sebagai berikut :

a,  Kelompok I       : Software Aplikasi
b.  Kelompok ll      : Kajian manfaat.iangka panjang dan Goodwill
c.   Kelompok Ill     : Hak paten Bias€i
d.  Kelompoklv    : Hakpaten



13. Amortisasi   aset tidak berwujud berdasarkan nasa man fat adalah
adalali sebagai berikut:

Kelompok HartaTldakBerutud
Masa MaDfao.t Tarif Amortlca81

Kelompok 1 4 Tahun 25%
Kelompok 2 8 Tahun 12,50%
Kelompok 3 16 Tahun 6,250/o
Kelompok 4 20 Tchun 5%

F.   PBNGUNGI[APAN

Pengungkapan  aset  lainnya  dalam  catatan  atas  laporan  keuangan,
sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagal berikut:
a.   Rincian aset lainnya;
b.   Kebijakan Akuntansi yang digunakLm dalam penilaian,  pengakuan

dan pengukuran tagihan TGR;
c.   Kebijakan amortisasi atas Aset Tidal[ Berwujud;

d.   Kebijakan pelaksanaan kemitraan a.engan pihak ketiga (sewa, KSP,
BOT dan BTO);

e.    Informasi lainnya yang penting.

•,'     BUPATI WANG,

CHADliENA



LAMPIRAN XVI  :  PERATURAN   BUPATI KARAWANG

NOMOR 42   TAHUN 2019

TENTANG        KEBIJAKAN        AKU NTAN SI

pEMERINTAr': RABUPATEN KARAWANG

KEBI.AKAN AKUNTANSI ]REWAIIBAN

A.  UMUM

Tujuan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi
kewajiban  meliputi   saat  pengakuan,   I)enentuan  nilai  tercatat  dan
biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

Ruang Lingkup

1.    Kebijakan    akuntansi    ini    diterapT{an    untuk    seluruh    entitas

pemerintah   daerah  yang  menyajikan   laporan   keuangan   untuk
tujuan  umum  dan  mengatur  tentang  perlakuan  akuntansinya,
termasuk pengakuan,  pengukuran,  penyajian,  dan pengungkapan

yang diperlukan.

2.    Kebijakan akuntansi ini mengatur:

a.   Akuntansi  Kewajiban  Pemerint€h  termasuk  kewajiban jangka

pendek  dan  kewajiban jangka  I)anjang yang  ditimbulkan  dari
Utang Dalam Negeri dan Utang I,uar Negeri.

b.   Perlakuan   akuntansi  untuk  biaya  yang  timbul  dari  utang

pemerintah.

I.  DEFINISI

1.  Kewaiiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomii

pemerintah daerah.
2.  Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur
3.  Kreditur adalah pihak yang membe].ikan utang kepada debitur
4.  Kewaiiban   ianglEa   1.anfaang   adalah   kewajiban   yang   diharapkan

dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

5.  Kewallban   langka   1)endek   adalah   kewajiban   yang   diharapkan
dibayar dalam waktu 12 bulan setel{Iin tanggal pelaporan.



6.  Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena

pemerintah  daerah  mengikat  kontrak  pengadaan  barang atau jasa
dengan   pihak   ketiga   yang   pembayarannya   akan   dilakukan   di

kemudian   hari   atau   sampai   dengan   tanggal   pelaporan   belum
dilakukan pembayaran.

7.  Utang Perhitungan Fihak Ketiga |PFE| adalah pungutan/potongan
PFK  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  yang  harus  diserahkan
kepada pihak lain.

8.  Pendaoatan   Diterima   Dimuka   adalah   kewajiban   yang   timbul
karena adanya kas yang telah diterimi tetapi sampai dengan tanggaal
neraca  seluruh  atau  sebagian  barang/jasa  belum  diserahkan  oleh

pemerintah daerah kepada pihak la.in.
9.  Nilai nominal adalah nilal kewajiban pemerintah pada saat pertama

kali  transaksi  berlangsung  seperti  nilai  yang  tertera  pada  lembar

surat utang pemerintah

C. ELASIFIRASI

Kewajiban     dikategorisasikan     berdas€ITkan     waktu    jatuh     tempo

penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangha pendek dan kewajiban jangka

panjang.  Pos-pos kewajiban  menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 09
tentang Kewajiban antara lain:

a.  Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka  pendek  merupak;in  kewajiban  yang  diharapkan

dibayar   dalam   waktu   paling   lama    12    bulan    setelah   tanggal

pelaporan.   Kewajiban  jangka  pendek  antara  lain  utang  transfer

pemerintah  daerah,  utang  kepada  pegawal,  utang  bunga,  utang
jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan F`ihak Ketiga

(PF`K) , dan bagian lancar utang jangka panjang.

b.  Kewajiban |Jangka Panjang

Kewajiban   jangka   panjang   adalali   kewajiban   yang   diharapkan

dibayar dalam waktu lebih dari  121)ulan setelah tanggal pelaporan.

Selain  itu,  kewajiban  yang  akan  {libayar  dalam  waktu   12  bulan

dapat diklasirikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

1)  jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari  12 bulan



2)  entitas     bermaksud     untuk     me]idanai     kembali     (reJinarlce)

kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;

3)  maksud   tersebut  didukung  dengan   adanya   suatu   perjanjian

pendaali kemba]i (reJinanctng) , atau adanya penjadwalan kembali
terhadap   pembayaran,   yang   diselesaikan   sebelum   pelaporan
keuangan disetujui.

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban dikl€isifikasikan sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek
I

Utang Perhitu.igan

Utang Bunga

Bagian Lanca|rij=

Pendapatan Diterir

Utang Belanja.

Utang Jangkai=
Kewaj iban               Jangka Utang Dalam Nege]

Panjang

utan8 Jan8k€L panj

F`ihak Ketiga (PFK)

ang LJangka Panjang

rna Dimuka

dek Lainnya

ang Lainnya

D.  PENGAKUAN

I.  Kewajiban   diakui  jika   besar   kemungkinan   bahwa   pengeluaran
sumber   daya   ekonomi   akan   dikikukan   untuk   menyelesaikan
kewajiban  yang  ada  sampai  saat  I.elaporan,  dan  perubahan  atas
kewajiban   tersebut   mempunyai   nilai   penyelesaian   yang   dapat
diukur dengan andal.

2,  Kewajiban dapat timbul dari:

a.  Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions)

b.  Transaksi tanpa pertukaran (no]i-exchange transactions) , sesuai
hukum  yang  berlaku  dan  ketijakan  yang  diterapkan  belum
lunas dibayar sampai dengan sa at tanggal pelaporan

c.   Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related
events)



d.  Kejadian   yang   diakui   pemerintah   (government-acknowledged

events).

3.  Kewajiban    diakui    pada    saat    dana    pinjaman    diterima    oleh

pemerintah  daerah  atau  dikeluarkan  oleh  kreditur  sesuai  dengan
kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul

4.  Pengakuan terhadap pos-pos kewajib€in jangka panjang adalah saat
ditandatanganinya kesepakatan perja]ijian utang antara pemerintah
daerah  dengan  Sektor Perbankan/  St3ktor  Lembaga Keuangan  Non
Bank/  Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil

penjualan obligasi pemerintah daerah.

5,  Utang   perhitungan   fihak   ketiga,   oiiakui   pada   saat   dilakukan

pemotongan oleh Bendahara Umum I)aerah (BUD) atas pengeluaran
dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta

pengadaan barang dan jasa.
6.  Utang  bunga  sebagai  bagian  dari  kewajiban  atas   pokok  utang

berupa  kewajiban  bunga  atau  commitment  fee  yang  telah  teljadi
dan  belum  dibayar.  Pada  dasamya  berakumulasi  seiring  dengan
berjalannya waktu, sehingga untuk k:epraktisan utang bunga diakui

pada akhir periode pelaporan.

7.  Bagian    Lancar    Hutang    |Jangka    Panjang,    diakui    pada    saat
reklasifikasi   kewajiban  jangka  panjang  yang  akan  jatuh   tempo
dalam  12  bulan  setelah   tanggal neraca pada  setiap  akhir periode
akuntansi, kecuali bagian lancar hulang jangka panjang  yang akan
didanai  kembali.  Termasuk  dalam  Bagian  Lancar  Hutang Jangka

Panjang adalah utang jangka panjar`g yang persyaratan tertentunya
telah  dilanggar  sehingga  kewajiban  itu  menjadi  kewajiban jangka

pendek.

8.  Pendapatan  Diterima Dimuka,  diakui pada saat kas  telah diterima
dari  pihak  ketiga  tetapi  belum  ada  penyerahan  barang  atau jasa
oleh pemerintah daerah.

9.  Utang Beban, diakui pada saat:

a.  Beban secara. peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi
sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.



b.  Terdapat tagihan dari pihak ketiga. yang biasanya berupa surat

penagihan   atau    irwot.ce   kepada   pemerintah   daerah   terkait
penyerahan    barang    dan    jasa    tetapi    belum    diselesaikan

pembayarannya oleh pemerintah d€ierch.
c.   Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dlbayar.

10.  Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya
klaim  kepada pemerintah  daerah  n,irmun  belum  ada  pembayaran
sampai dengan tanggal pelaporan.

11.  Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan
keuangan apabila :

a.   barang yang dibeli sudah diterima, atau

b.   jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian,atau

c.    sebagian/seluruh    fasilitas    at€iu    peralatan    tersebut    telah

diselesaikan    sebagaimana   dituangkan   dalam   berita   acara
kemajuan    pekerjaan/serah    terima    tetapi    sampai    dengan
tanggal pelaporan belum dibaya]..

12.  Utang   Transfer   DBH   yang   terja.di   karena   kesalahan   tujuan

dan/atau  jumlah  transfer  merupakan  kewajiban  jangka  pendek

yang harus  diakui pada saat.penyL-Lsunan laporan keuangan.

13.  Utang  Transfer   DBH   yang   teljacli   akibat   realisasi   penerimaan

melebihi  proyeksi  penerimaan  dia'oui    pada  saat jumlah  definitif

diketahui. berdasarkan Berita Acara. Rekonsiliasi.

E.  PENGUKURAN

1.  Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal;

2.  Pada  akhir  periode  pelaporan,   saldo  pungutan/potongan  berupa

PFK yang  belum  disetorkan  kepad.a  pihak  lain  haLrus  dicatat  pada

laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus di§etorkan;

3.  Pada saat pemerintah menerima h€ik atas barang, termasuk barang

dalam  perjalanan  yang  telah  merLjadi  haknya,  pemerintah  harus

mengakui  kewajiban  atas  jumlah  yang  belum  dibayarkan  untuk

barang tersebut;



4.  Utang  bunga  atas  utang  pemerintah  harus  dicatat  sebesar  biaya

bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat

berasal dari utang pemerintah baik d€iri dalam maupun luar negeri.

Utang  bunga  atas  utang  pemerintali  yang  belum  dibayar  harus

diakui  pada  setiap  akhir  periode  pi31aporan   sebagai  bagian  dari

kewajiban yang berkaitan;

5.  Nilai  yang  dicantumkan  dalam  lapciran  keuangan  untuk  bagian

lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo

dalam waktu  12 (dua belas) bulan seti3lah tanggal pelaporan;

6.  Pendapatan  diterima  dimuka  meru])akan  nilai  atas  barang/jasa

yang belum diserahkan oleh pemeriritah daerah kepada pihak lain
sampai dengan tanggal neraca, namu.1 kasnya telah diterima.

7.  Utang    Beban    merupakan    beban    yang    belum    dibayar    oleh

pemerintah daerah sesuai dengan perianjian atau perikatan sampai
dengan tanggal neraca.

8.  Kewajiban  lancar  lainnya  merupaka.1  kewajiban  lancar yang  tidak

termasuk  dalam  kategori  yang  ad€„  Termasuk  dalam  kewajiban

lancar  lainnya  tersebut  adalah  biaya  yang  masih  harus  dibayar

pada  saat  laporan  keuangan  disusun.  Pengukuran  untuk  masing-
masing  item  disesuaikan  dengan  keurakteristik  masing-masing  pos

tersebut,  misalnya  utang  pembayaran  gaji  kepada  pegawai  dinilai

berdasarkan jumlah  gaji  yang  maslh  harus  dibayarkan  atas jasa

yang telah diserahkan oleh pegawai I:ersebut. Contoh lainnya adalah

penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa
oleh pemerintah kepada pihak lain.

9.  Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

F.  PBNYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pengungkapan   Kewajiban   dalam   Caiatan   alas   Laporan   Keuangan

(CaLK) , sekurang-kurangnya meliputi I.al-hal sebagai berikut:

a.  Jumlah   saldo   kewajiban   jangka   pendek   dan   jangka panjang

yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;



b.  Jumlah    saldo    kewajiban    berupa    utang    pemerintah   daerah

berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;

c.  Bunga   pinjaman   yang   terutang    riada   periode    berjalan    dan

lingkat bunga yang berlaku;

d.  Konsekuensi  dilakukannya     penyelesaian     kewajiban     sebelum

jatuh tempo;
1)Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:

a)     Pengurangan pinjaman;

b)     Modifikasi persyaratan utang;

c)      Pengurangan tingkat bunga pinjaman;

d)     Pengunduranjatuh tempo pinj€iman;

e)     Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan

I)      Pengurangan  jumlah bunga terutang sampal dengan periode

pelaporan.

2)  Jumlah   tunggakan   pinjanian   y{.ing   disajikan   dalam   bentuk

daftar umur utang berdasarkan k :editur.

3)  Biaya pinjanan:

a)     Perlakuan biaya pinjanian;

b)     Jumlah   biaya   pinjaman  yalig  dikapitalisasi   pada   periode

yang bersangkutan; dan
c)     Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

WANG'
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KEBI.AKAN AKUNTANSI

KOREKSI KESALAIIAN, PERUBAIIAN KEBIJAKAN

AKUNTANSI, PERUBAIIAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI

YANG TIDAK DILAN`ruTKAN

UMUM

Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur per.akuan akuntansi atas koreksi
kesalahan,     perubahan     kebijakan    akuntansi,     perubahan    estimasi
akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

Ruang Lingfup

1.   Dalam  menyusun  dan  menyajikan  lai)oran  keuangan  suatu  entitas

menerapkan  kebijakan  ini  untuk  melaporkan  pengaruh  kesalahan,

perubahan  kebijakan  akuntansi,  perutiahan  estimasi  akuntansi,  dan
operasi yang tidak dilanjutkan.

2.   Pernyataan   kebijakan   ini   berlaku  uiituk  entitas   pelaporan   dalam
menyusun laporan keuangan Pemerint€ih Kabupaten Ka.rawang.

DEFINISI

1.   Kebilakan  almntansi  adalah  prinsip-prinsip,  dasar-dasar,  konvensi-

konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh
suatu  entitas  pelaporan  dalam  penyusunan  dan  penyajian  laporan

keuangan.
2.   Kesalahan  adalah   penyajian   pos-POS  yang  secara   signifikan   tidak

sesuai    dengan    yang    seharusnya    yang    mempengamhi    laporan
keuangan periode bejalan atau periods sebelumnya.

3.   Koreksi  adalah  tindakan pembetulaii  akuntansi  agar  pos-pos  yang
tersaji  dalam  laporan  keuangan  entitas  menjadi  sesuai  dengan  yang
seharusnya.



4.   Opera8i yanE tidak dllaniutkan adalah penghentian suatu nisi atau
tupoksi  tertentu  akibat  pelepasan  atau  penghentian  suatu  fungsi,

program,  atau  kegiatan,  sehingga aset,  kewajiban,  dan  operasi  dapat
dihentikan  tanpa  mengganggu  fungsi,  program  atan  kegiatan  yang
lain.

5.   Perubahan estimasi adalah revisi estin.rasi karena perubahan kondisi

yang  mendasari  estirnasi  tersebut,  atuu  karena  terdapat  informasi
baru,     pertambahan     pengalaman      dalam     mengestimasi,     atau

perkembangan lain.
6.   Penvajian  Kedibali  lrestatemeritl  adaLah  perlakuan  akuntansi yang

dilakukan   atas   pos-pos   di   dalam   neraca   yang   perlu   dilakukan

penyajian   kembali   pada   awal   periocle   pemerintah   daerah   untuk
pertama  kali  akan  mengimplementasikan  kebijakan  akuntansi  yang
baru.

7.   Laporan    keuangan    dianggap    sudar.    diterbitkan    apabila    sudah
ditetapkan dengan peraturan daerah.

KOREKSI KBSALAHAN

1.   Kesalahan   dalam   penyusunan   lapor€m   keuangan   pada   satu   atau
beberapa periode sebelumnya mungkiii ban ditemukan pada periode

berjalan.   Kesalahan   mungkin   timbul   dari   adanya   keterlambatan

penyampaian   bukti   transaksi   anggaran   oleh   pengguna   anggaran,
kesalahan    perhitungan    matematis,    kesalahan    dalam   penerapan
kebijakan  akuntansi,  kesalahan  interpretasi  falcta,  kecurangan  atau
kelalaian.

2.   Dalam    situasi    tertentu,    suatu   ke€5alahan    mempunyai   pengaruh
signifikan bagi  satu atau lebih laporan keuangan periode  sebelumnya
sehingga  laporan-1aporan  keuangan  tersebut  tidak  dapat  diandalkan
lagi.

3.   Kesalahan   ditinjau   dari   sifat  kejadia.nnya  dikelompokkan  dalam   2

(dua) jenis:
a.   Kesalahan yang tidak berulang;
b.   Kesalahan yang berulang dan sist€mik;

4.   Kesalahan  yang  tidak  berulang  adalah  kesalahan  yang  diharapkan
tidak akan teljadi kembali yang dikel(impokkan dalam 2 (dua) jenis:
a.   Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
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b.   Kesalahan    yang    tidak    berulang    yang    terjadi    pada    periode
sebelumnya;

5.   Kesalahan   yang   berulang   dan   sisternik   adalah   kesalahan   yang
disebabkan   oleh   sifat   alamiah   (norm,al)   dari  jenis-jenis   transaksi
tertentu yang diperkirakan  akan  terjadi  berulang.  Contohnya  adalah
penerimaan pajak dari wajib pal.ak yang memerlukan koreksi sehingga
perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
Kesalahan   berulang   dan   sistemik      tidak   memerlukan   koreksi,
melainkan   dicatat   pada   saat   teljadi   pengeluaran      kas      untuk
mengembalikan       kelebihan       pendar)atan       dengan   mengurangi

pendapatan-LRA maupun pendapatan-L0 yang bersangkutan.

6.   Terhadap    setiap    kesalahan        dilakukan    koreksi    segera    setelah

diketahui.

7.   Koreksi  kesalahan  yang  tidak  berula]ig  yang  terjadi   pada  periode

berjalan,  baik  yang  mempengaruhi  pcisisi  kas  maupun  yang  tidak,
dilakukan  dengan  pembetulan  pada  almn  yang  bersangkutan  dalam

periode beljalan.

8.   Koreksi  kesalahan  yang  tidak  berulang  yang  teljadi  pada  periode

beljalan,  baik  yang  mempengaruhi  pt)sisi  kas  maupun  yang  tidak,

dilakukan  dengan  pembetula.n  pada  ac[un yang bersangkutan  dalam

periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja,
maupun akun pendapatan-LO atau akLLn beban.

9.   Koreksi  kesalahan  yang  tidak  berulang  yang  terjadi  pada  periode-

periode  sebelumnya  dan  mempengariLhi  posisi  kas,  apabila  laporan
keuangan   periode   tersebut   belum   diterbitkan,   dilakukan   dengan

pembetulan    pada    akun    yang    ber:sangkutan,    baik    pada    akun

pendapatan-  LRA  atau  akun  belanja,  maupun  akun  pendapatan-LO
atau akun beban,

10. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan

penerimaan  kembali  belanja)  yang  ticlak  berulang yang   terjadi  pada

periode-periode    sebelumnya   dan   menanbah   posisi   kas,    apabila
laporan   keuangan   periode   tersebut   sudah   diterbitkan,   dilakukan
dengan  pembetulan  pada akun  pend€ipatan  lain-lain-LRA.  Dalam hal
mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada
akun Saldo Anggaran Lebih.



Contoh koreksi kesalahan belanja :

a.   yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh

koreksi   kesalahan   belanja   yang   menambah   saldo   kas   yaitu

pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah
gaji, dikoreksi menambah saldo ka.s (lan pendapatan lain-lain.

b.   yang    menambah     saldo     kas     terkait     belanja     modal    yang
menghasilkan   aset,  yaitu   belanja   modal   yang   di-marfe-up   dan
setelah   dilakukan   pemeriksaan  ke]ebihan       belanja       tersebut
harus       dikembalikan,      dikoreksi dengan  menambah  saldo  kas
dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.

c.   yang   mengurangi   saldo   kas   yaitu   terdapat   transaksi   belanja

pegawai  tahun lalu   yang   belum   clilaporkan,   dikoreksi   dengan
mengurangi   akun   Saldo    Anggaran I,ebih dan mengurangi saldo
kas.

d.   yang    mengurangi    saldo    kas    terkait    belanja    modal    yang
menghasilkan  aset,  yaitu  belanja  modal  tahun  lalu  yang  belum
dicatat, dikoreksi dengan menguran{3i akun Saldo Anggaran Lebih
dan mengurangi saldo kas.

11.Koreksi   kesalahan    atas    perolehan    asiet    selain    kas    yang    tidak

berulang    yang     terjadi     pada     periode-periode     sebelumnya     dan

menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan

periode  tersebut  sudah   diterbitkan,   di].akukan   dengan   pembetulan
pada akun kas dan akun aset bersangki.tan.
Contoh koreksi kesalahan untuk peroleh€in aset selain kas:

a.    yang menambah  saldo kas terkait |terolehan aset  selain  kas yaitu

pengadaan   aset   tetap   yang   di-mcfrk-up   dan   setelah   dilakukan

pemeriksaan  kelebihan  nilai  asset  tersebut  harus    dikembalikan,
dikoreksi       dengan  menambah  saldo  kas  dan  mengurangi  akun

b.

terkait dalam poe aset tetap.

yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu
pengadaan aset   tetap   tahun   lalu   belum   dilaporkan,   dikoreksi
dengan      menambah   akun   terkait   dalam   pos   aset   tetap   dan
mengurangi  saldo kas.



12.Koreksi    kesalahan    atas    beban   yang    tidak    berulang,    sehingga
mengakibatkan pengurangan beban, yarig terjadi pada periode-periode
sebelumnya  dan  mempengaruhi  posisi  kas  dan  tidak  mempengaruhi

secara   material   posisi   aset   selain   ka!5,   apabila  laporan   keuangan

periode  tersebut  sudah  diterbitkan,  dilakukan  dengan  pembetulan
pada   akun   pendapatan   lain-lain-LO.    Dalam   hal   mengakibatkan
penambahan beban dilakukan dengan p 3mbetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban :

a.  yang  menambah   saldo   kas  yaitu   pengembalian   beban   pegawai
tahun   lalu   karena   salah   penghitLingan  jumlah   gaji,   dikoreksi
dengan menambah saldo kas dan m{mambah pendapatan lain-lain-

LO.

b.  yang   mengurangi    saldo   kas   yaitu   terdapat   transaksi   beban

pegawal   tahun   lalu   yang   belum   dilaporkan,   dikoreksi   dengan
mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.

13. Koreksi   kesalahan   atas   penerimaan   pendapatan-LRA   yang   tidak

berulang    yang    terjadi    pada    periode-periode     sebelumnya    dan

menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan

periode  tersebut  sudah  diterbitkan,  (lilakukan  dengan  pembetulan

pada akun kas dan akun Saldo Anggar€in Lebih.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA :

a.  yang  menambah  saldo     kas     yaitu     penyetoran     bagian     laba

perusahaan yang  belum  masuk  k€  kas  daerah  dikoreksi  dengan
menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih,

b.  yang mengurangi saldo kas yaitu   pengembalian pendapatan dana
alokasi  umum  karena  kelebihan  transfer  oleh  Pemerintah  Pusat,
dikoreksi oleh:

1)  pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun
Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

2)  pemerintah  pusat  dengan  menambah  akun   saldo  kas  dan
menambah Saldo Anggaran Leblh.



14.Koreksi   kesalahan    atas    penerimaan    pendapatan-LO    yang   tidak
berulang    yang    teljadi     pada     periocle-periode     sebelumnya    dan

menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan

periode  tersebut  sudah  diterbitkan,   dLlakukan  dengan   pembetulan
pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-L O :

a.  yang  menambah   saldo   kas  yaltu      penyetoran      bagian      laba

perusahaan yang  belum  masuk  ke  kas  daerah  dikoreksi  dengan
menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.

b.  yang mengurangi saldo kas yaitu   p¢mgembalian pendapatan dana
alokasi  umum  karena  kelebihan  trGinsfer  oleh  Pemerintah  Pusat

dikoreksi oleh:

1)  pemerintah  yang  menerima  transfer  dengan  mengurangi  akun
Ekuitas dan mengurangi saldo kas.

2)  pemerintah   pusat   dengan   menaLmbah   akun   saldo   kas   dan

menambah Ekuitas.

15. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang

tidak  berulang  yang  terjadi  pada  peiiode-periode   sebelumnya  dan

menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan

periode  tersebut  sudah  diterbitkan,  clilakukan  dengan  pembetulan

pada akun kas dan ahm Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan terkait pener;.maan pembiayaan:

a.  yang  menambah  saldo  kas  yaitu  Pemerintah  Daerah  menerima
setoran     kekurangan  pembayaran  cicilan  pokok  pinjaman  tahun
lalu   dari   pihak  ketiga,  dikoreksi      oleh      Pemerintah      Daerah

dengan     menambah     saldo     kas     dan  menambah  akun  saldo
Anggaran Lebih.

b.  yang mengurangi   saldo  kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu

pemerintah  pusat mengembalikan kelebihan  setoran  cicilan  pokok

pinjaman  tahun  lalu  dari  Pemda A  dikoreksi  dengan  mengurangi
a.kun   Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.



Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

a.  yang  menambah  saldo  kas  yaitu  kelebihan  pembayaran  suatu

angsuran   utang  jangka         panjar.g         sehingga          terdapat

pengembalian            pengeluaran    angsuran,     dikoreksi     dengan
menambah   saldo   kas   dan   menambah   akun  Saldo  Anggaran
Lebih.

b.  yang  mengurangi   saldo  kas  yaitu  terdapat  pembayaran   suatu
angsuran   utang   tahun    lalu   yang   belum   dicatat,    dikoreksi
dengan    mengurangi    saldo   kas   dan   mengurangi   akun   Saldo
Anggaran Irebih.

16. Koreksi  kesalahan  yang  tidak  berularig  atas  pencatatan  kewajiban

yang terjadi pada periode-periode sebeli.mnya dan menambah maupun
mengurangi  posisi  kas,  apabila  lapor€m  keuangan  periode  tersebut

sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan
akun kewajiban bersangkutan

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

a.  yang  menambah  saldo  kas  yaitu  adanya  penerimaan  kas  karena
dikembalikannya  kelebihan     pemLiayaran        angsuran        suatu
kewajiban    dikoreksi     dengan     menambah      saldo     kas     dan
menambah  akun  kewajiban terkait

b.  yang   mengurangi   saldo   kas   yaitu   terdapat   pembayaran   suatu
angsuran  kewajiban yang  seharusnya    dibayarkan    tahun    lalu
dikoreksi    dengan    menambah    €Lkun    kewajiban    terkait    dan
mengurangi saldo kas.

17. Koreksi  kesalahan  sebagaimana  dimaksud  pada  paragraf  19,  20,  21

dan  23  tersebut  di  atas  tidak  berperigaruh  terhadap  pagu  anggaran
atau  belanja                          entitas  ya]ig  bersangkutan  dalam  periode

dilakukannya koreksi kesalahan.

18. Koreksi   kesalahan   sebagaimana   dimaksud   pada   paragraf   19,  22,

dan    24    tersebut    di    atas    tidak    berpengaruh    terhadap    beban
entitas      yang  bersangkutan   dalam   periode   dilakukannya   koreksi
kesalahan.



19. Koreksi  kesalahan  yang  tidak  berulang  yang  terjadi  pada  periode-

periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, balk sebelum
maupun   setelah   laporan   keuangan   periode   tersebut   diterbitkan,

dilakukan  dengan  pembetulan  pos-pos   nera.ca  terkait  pada  periode

ditemukannya ke salahan.

Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin

(kelompok  aset  tetap)  dilaporkan  sebagal jalan,  irigasi,  dan jaringan.
Koreksi      yang      dilakukan      hanyalah      pada      Neraca      dengan
mengurangi akun  jalan,  irigasi,  dan  jaringan  dan  menambah  akun

peralatan  dan  mesin.  Pada  Laporan  Realisasi  Anggara.n  tidak  perlu
dilakukan koreksi

20. Koreksi  kesalahan  yang  berhubungan  dengan  periode-periode  yang

lalu  terhadap  posisi  kas  dilaporkan  dalam  Laporan  Arus  Kas  tahun
berjalan pada aktivitas yang bersangkutaLn.

21.Koreksi   kesalahan   diungkapkan   pad€i      Catatan      atas      Laporan

Keuangan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

1.   Para  pengguna  perlu  membandingkan  laporan  keuangan  dari  suatu
entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi
keuangan, kinerja, dan arus kas. 01eh karena itu, kebijakan akuntansi

yang digunakan  diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

2.   Perubahan    di    dalan    perlakuan,    pengakuan,    atau    pengukuran
akuntansi   sebagai   akibat   dari   perubahan   atas   basis   akuntansi,
kriteria    kapitalisasi,    metode,    dan    estimasi,    merupakan    contoh

perubahan kebijakan akuntansi.

3.   Sua.tu   perubahan   kebijakan   akuntansi     dilakukan   hanya  ape.bile

penerapan  suatu  kebijakan  akuntans:. yang berbeda diwajibkan  oleh
peraturan perundangan atau kebijaka 1 akuntansi pemerintahan yang
berlaku,  atau  a.pabila  diperkirakan  b{inwa  perubahan  tersebut  akan
menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan,
atau  arus  kas  yang  lebih  relevan  dan  lebih  andal  dalam  penyajian
laporan keuangan entitas.



4.   Perubahan   kebijakan   akuntansi   tidak:   mencakup   hal-hal   sebagai
berikut:

a.     adopsi  suatu  kebijakan  akuntansi  pada  peristiwa  atau  kejadian

yang   secara   substansi   berbeda   clari   peristiwa   atau   kejadian
sebelumnya; dan

b.     adopsi  suatu  kebijakan  akuntans,i  baru  untuk  kejadian  atau
transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

5.   Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu

perubahan    kebijakan    akuntansi.    Niimun    demikian,    perubahan
tersebut   harus  sesuai  dengan  standa].  akuntansi  terkait yang  telah
menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

6.   Perubahan   kebijakan   akuntansi   harus   disajikan   pada   Laporan
Perubahan  Ekuitas  dan  diungkapkan  dalam  Catatan  atas  Laporan
Keuangan.

7.   Dalam  rangka  implementasi  pertama  kali  kebijakan  akuntansi  yang
baru  dari  semula  basis  Kas  Menuju  Akrual  menjadi  basis  Akmal

penuh, dilakukan :

a.   Penyajian  Kembali  (restaternent)  ate.s  pos-pos  dalam   Neraca yang

perlu dilakukan penyajian kembali  pada  awal  periode.

b.   Agar   Laporan    Keuangan    disajikan    secara    komparatif   perlu

dilakukan  penyesuaian  penyajian  LRA  tahun  sebelumnya  sesuai
klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

PERUBAIIAN BSTIMASI AKUNTiANSI

1.     Agar  memperoleh   Laporan   Keuangan  yang  andal,   maka  estimasi

akuntansi      perlu      disesuaikan      antara      lain      dengan      pola

penggunaan,       tujuan   penggunaan   aset   dan   kondisi   lingkungan
entitas yang berubah.

2. Pengaruh   atau   dampak  perubahan   estimasi  akuntansi   disajikan

pada  Laporan   Operasional   pada   periode   perubahan   dan   periode
selanjutnya   sesuai   sifat   perubaharL.   Sebagai   contoh,   perubahan
estimasi   nasa  manfaat  aset  tetap  berpengaruh   pada  LO   tahun

perubahan   dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset
tetap tersebut.
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3.   Pengaruh  perubahan  terhadap  LO  periode  berjalan  dan  yang akan
datang diungkapkan  dalarn Catatan  ate.s  Laporan  Keuangan.  Apabila
tidak      memungkinkan,       harus      diungkapkan       alasan       tidak

mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

1.   Apabila    suatu    misi    atau    tupoksi    suatu    entitas        pemerintah

dihapuskan     oleh     peraturan,     maka     suatu     operasi,     kegiatan,

program,     proyek,  atau  kantor  terkait  pada  tugas  pokok  tersebut
dihentikan.

2.   Informasi     penting    dalam     operasi    yang    tidak    dilanjutkan     --

misalnya     hakikat     operasi,     kegiatan,     program,     proyek     yang

dihentikan,   tanggal      efektif      penght3ntian,       cara      penghentian,

pendapatan   dan   beban tahun beljalan  sampai tanggal penghentian
apabila   dimungkinkan,   dampak   sosi€n    atau    dampak    pelayanan,

pengeluaran  aset  atau  kewajiban  terkait pada   penghentian   apabila
ada --harus  diungkapkan  pada  Cats.tan  atas Laporan Keuangan.

3.   Agar Laporan  Keuangan  disajikan  secara  komparatif,  suatu segmen

yang   dihentikan   itu   harus   dilapork€m   dalam   Laporan   Keuangan
walaupun  beljumlah  nol  untuk  tahun  beljalan.   Dengan  demikian,

operasi yang dihentikan tampa.k pada Laporan Keuangan.

4.   Pendapatan  dan  beban  operasi  yang  dihentikan  pada  suatu tahun
berjalan,  di  akuntansikan  dan  dilapo'.-kan  seperti  biasa,  seolah-olah
operasi  itu  berjalan  sampai  akhir  tahun  Laporan  Keuangan.   Pada
umumnya  entitas  membuat       rencana       penghentian,       meliputi

jadwal       penghentian  bertahap   atau   sekaligus,   resolusi   masalah
legal,  lelang,  penjualan,  hibah dan lain-lain.

5.   Bukan merupakan penghentian operas,i apabila :

a.  Penghentian      suatu      program,      kegiatan,      proyek,      segmen
secara   evolusioner/alamiah.    Hal    ini    dapat    diakibatkan    oleh
c!emand   (permintaan  publik  yang  dilayani)  yang  terus  merosot,

pergantian kebutuhan lain.
b.  Fungsi tersebut tetap ada.
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c.   Beberapa  jenis  subkegiatan  dalam  s}uatu  fungsi  pokok  dihapus,

selebihnya  berjalan  seperti  biasa.  Relokasi  suatu  program,  proyek,

kegiatan ke wilayah lain.

d.  Menutup     suatu     fasilitas     yang     ber-utilisasi     amat     rendah,
menghemat   biaya,   menjual   sarana   operasi   tanpa   mengganggu
operasi tersebut.

PERISTIWA LUAR BIASA

1.   Peristiwa  luar  biasa  menggambarkan  suatu  kejadian  atau  transaksi

yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa.  Didalam aktivitas biasa
entitas  Pemerintah  Daerah  temasuk  penanggulangan  bencana  alam
atau  sosial yang  terjadi  berulang.  Dengan  demikian,  yang  termasuk
dalam  peristiwa  luar  biasa  hanyalah  peristiwa-peristiwa  yang  belum

pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

2.   Peristiwa. yang  berada  di  luar  kendali  atau  pengaruh  entitas  adalah
kejadian    yang    sukar    diantisipasi    (lan    oleh    karena    itu    tidak
dicerminkan di dalam anggaran.  Suatu  kejadian atau transaksi yang

berada  di  luar  kendali  atau  pengaruh  entitas  merupakan  peristiwa
luar  biasa  bagi  suatu  entitas  atau  tjngkatan  pemerintah  tertentu,
tetapi  peristiwa yang  sama  tidak  tergolong  luar  biasa  untuk  entitas

atau tingkatan pemerintah yang lain.

3.   Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa
luar   biasa   terpenuhi   apabila   kejadian   dimaksud   secara   tunggal
menyebabkan   penyerapan   sebagian   besar   anggaran   belanja   tak
terduga         atau         dana         darural:         sehingga         memerlukan

perubahan/ pergeseran anggaran secar€i mendasar.

4.   Anggaran  belanja  tak  terduga  atau  anggaran  belanja  lain-lain  yang
ditujukan  untuk  keperluan  darurat  biasanya  ditetapkan  besamya
berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang
bersifat   darurat   pada   tahun-tahun   lalu.   Apabila   selama   tahun
anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat,  bencana,  dan  sebagainya

yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa
tersebut   tidak   dengan   sendirinya   termasuk   peristiwa   luar   biasa,
terutama  bila  peristiwa  tersebut  tidak  sampai  menyerap  porsi  yang
signirikan dari anggaran yang tersedia.
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Tetapi apabila peristiwa. tersebut secara tunggal   menyerap 50°/o  (lima.

puluh persen)  atau lebih anggaran tahunan,  maka peristiwa tersebut
layak  digolongkan   sebagai  peristiwa  luar  biasa.   Sebagai  petunjuk,

akibat    penyerapan    dana   yang    besa.r    itu,    entitas    memerlukan

perubahan atau penggeseran anggaran {prna membiayal peristiwa luar
biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan
mata  anggaran  belanja  tak  terduga  alau  anggaran  lain-lain  untuk
kebutuhan darurat.

5.   Dampck   yang   signifikan   terhadap   posisi   aset/kewajiban   karena

peristiwa   luar   biasa   terpenuhi   apabila   kejadian   atau   transaksi
dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan
atau nilai aset/ kewajiban entitas.

6.   Peristiwa luar biasa  memenuhi seluruh persyaratan berikut:
a.   Tidak merupakan kegiatan normal d€ari entitas;

b.   Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan teljadi berulang;

c.   Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
d.   Memiliki dampak yang signifikan tei`hadap realisasi anggaran atau

posisi aset/ kewajiban.

7.   Hakikat, jumlah  dan  pengaruh yang  diakibatkan  oleh  peristiwa luar
biasa     diungkapkan   secara  terpisah  dalam  Catatan  atas  Laporan
Keuangan.

=Ei=EE[iiEHE=

cELLlcA un

12


